PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI MASFIAH LUTFIANA, bertempat tinggal di Kalijaran RT 004/RW
001, Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Mauzun, S.H., M.H. dan
kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pemalang
“‘LBH PEMALANG”, berkantor di Jalan Raya Pakembaran-Warungpring,
Dusun Gombong — RT 014/RW 002, Desa/Kecamatan Warungpring,
Kabupaten Pemalang/email slamet.mauzun@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2026 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 6 April 2026 di
bawah nomor : 47/SK.4/2026, sebagai Penggugat;

lawan:

1. KETUA PANITIA SELEKSI, berkedudukan di Dusun 1 Sokawera, Desa
Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Drs. Khoerudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERDEKA
PURWOKERTO, berkantor di Jalan Gerilya Nomor 206 A Purwokerto,
Jawa Tengah/email endangekowatiO8@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 14 April 2026 di bawah
nomor : 64/SK.4/2026, sebagai Tergugat I;

2. ANGGOTA PANITIA SELEKSI, berkedudukan di Dusun 1 Sokawera,
Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dalam
hal ini memberikan kuasa Drs. Khoerudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERDEKA
PURWOKERTO, berkantor di Jalan Gerilya Nomor 206 A Purwokerto,
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Jawa Tengah/email endangekowatiO8@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 14 April 2026 di bawah
nomor : 64/SK.4/2026, sebagai Tergugat II;

. KEPALA DESA KALIJARAN berkedudukan di Dusun 1 Sokawera, Desa
Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Drs. Khoerudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERDEKA
PURWOKERTO, berkantor di Jalan Gerilya Nomor 206 A Purwokerto,
Jawa Tengah/email endangekowatiO8@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 14 April 2026 di bawah
nomor : 64/SK.4/2026,, sebagai Tergugat ll;

. LULY MAULINA, bertempat tinggal di Kalijaran RT 002/RW 001, Desa
Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Suprato, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan
Hukum CAHAYA KEADILAN, berkantor di Desa Kalapacung, RT 001/RW
003, Kelurahan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga/email
: Supraptosh1111@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
003/SK/CK/ADV/IV/2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 20 April 2026 di bawah
nomor : 70/SK.4/2026, sebagai Turut Tergugat I;

. BUPATI PURBALINGGA, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman
Nomor 1 Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten
Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solikhun, S.H., M.H.
dan kawan-kawan berkedudukan di Jalan Onje Nomor 1 B
Prubalingga/email : hukumsetdapbg@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 100.3/6203/2026 tanggal 1 April 2026 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal
6 April 2026 di bawah nomor : 44/SK.4/2026, sebagai Turut Tergugat II;

. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(DISPERMASDES) KABUPATEN PURBALINGGA, berkedudukan di
Jalan Letien S. Parman Nomor 53 Purbalingga Lor, Kecamatan
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Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Solikhun, S.H., M.H. dan kawan-kawan berkedudukan di Jalan
Onje Nomor 1 B Prubalingga/email : hukumsetdapbg@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/4601/2026 tanggal 1
April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purbalingga pada tanggal 6 April 2026 di bawah nomor : 45/SK.4/2026,
sebagai Turut Tergugat lll;

. CAMAT KARANGANYAR, berkedudukan di Jalan Raya Karanganyar,
Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga,
kepada Solikhun, S.H., M.H. dan kawan-kawan berkedudukan di Jalan
Onje Nomor 1 B Prubalingga/email : hukumsetdapbg@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/110.2/2026 tanggal 1
April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purbalingga pada tanggal 6 April 2026 di bawah nomor : 46/SK.4/2026,
sebagai Turut Tergugat IV;

. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DINDIKBUD)
PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 134
Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haerudin, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah/email : bankum.birohukumjateng@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 5/700/22456/2026 tanggal 2 April 2026 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal
14 April 2026 di bawah nomor : 63/SK.4/2026, sebagai Turut Tergugat V;
.SMK NEGERI 1 KARANGANYAR CQ. KEPALA SEKOLAH
KARANGANYAR, berkedudukan di Jalan Raya Karanganyar — Bobotsari,
Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga,
kuasa kepada Haerudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah/email
bankum.birohukumjateng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 800.1.7/165/2026 tanggal 8 April 2026 yang telah didaftarkan di
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Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 14 April 2026
di bawah nomor : 61/SK.4/2026, sebagai Turut Tergugat VI,

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti permulaan yang diajukan kedua belah pihak;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2026

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada
tanggal 25 Maret 2026 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2026/PN Pbg, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Desa Kalijaran, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga membuka Seleksi
Perangkat Desa berdasarkan SK Panitia Nomor: 03/P3D/XI1/2025 terdiri dari = 8

formasi, antara lain :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kasi Pemerintahan
Kasi Kesejahteraan
Kaur Perencanaan
Kaur Keuangan
Kadus 1

Kadus 2

Kadus 4

Kadus 5

: 16 orang;
: 18 orang;
: 11 orang;
: 13 orang;
: 6 orang;
: 7 orang;
: 3 orang;

: 5 orang;

2. Bahwa Penggugat telah mendaftar pada tanggal 27 Januari 2026 dengan

mendaftar formasi sebagai Kasi Kesejahteran (Kesra), melengkapi seluruh

persyaratan administratif secara sah dengan melampirkan berkas-berkas:

1) Surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2) Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila;

3) Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;

4) Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan

hukuman badan/ hukuman percobaan;

5) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai tersangka/terdakwa;

6) Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat
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selama menjabat sebagai perangkat desa;

7) Daftar Riwayat Hidup;

8) Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

9) Fotokopi akta kelahiran/ surat keterangan kenal lahir;

10) Fotokopi KTP yang dilegalisir;

12

13) Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bakal calon

)
11) Fotokopi KK yang dilegalisir;
) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
)
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan diancam
dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun;
14)Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bakal calon
tidak sedang dicabut hal pilihnya;
15)Surat keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah
yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan Rohani;
16) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
Bahwa Penggugat adalah peserta yang sah dan berhak penuh atas proses
seleksi yang adil;
Bahwa kemudian tes seleksi dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Maret 2026
melingkupi:
1) Tes tertulis pada pukul :08.00 - 10.00 WIB;
2) Tes Prakter Komputer pada pukul : 10.30 — 11.30 WIB;
Bahwa kemudian setelah selesai tes Penggugat turun ke halaman kelas dimana
disitu ada streaming nilai yang ditampilkan di smart TV atau layer di SMK Negeri 1
Karanganyar;
Bahwa kemudian pada waktu itu Penggugat inisiatif untuk mencatat nilai sendiri
dan nilai teman-teman yang satu formasi dengan Penggugat, yaitu formasi Kasi
Kesejahteraan (Kesra), yang Penggugat tulis dalam 1 lembar kertas yang berisi
nilai-nilai dari 18 peserta Kasi Kesejahteraan (Kesra), termasuk Penggugat;
Bahwa nilai-nilai yang Penggugat tulis antara lain ada nilai tes tertulis, ter praktek
computer, dan juga jumlahnya, setelah Penggugat nilai jumlah Penggugat yang
paling tinggi dengan jumlah 113 terdiri dari 70 nilai tertulis dan 43 nilai prakter

computer,;
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10.

11.

12.

13.

Bahwa kemudian malamnya masih pada hari yang sama, setelah tarawih
tepatnya pada pukul 20:49 WIB Penggugat menerima rekap nilai dan
perangkingan per formasi dari panitia lewat Whatsapp Grup “Peserta Seleksi
CPD Kalijaran”;
Bahwa Penggugat Hasil Nilai Pertama Sah dan Transparan, diantaranya :

1) Tes dilaksanakan 5 Maret 2026;

2) Nilai ditampilkan secara langsung (live) di layar SMK Negeri 1

Karanganyar;

3) Rekap dikirim melalui WhatsApp resmi panitia;
Penggugat memperoleh :

1) Penggugat Nilai tertinggi  : 113 (70 + 43);

2) Penggugat Peringkat :1;
Ini menunjukkan:

1) Transparansi;

2) Objektivitas;

3) Kepastian hasil.
Bahwa kemudian ada demo pada hari Senin, 9 Maret 2026, dari warga kadus 5
(Purbadana) karena yang menjadi kadus bukan warga situ;
Bahwa kejadian pada posita 10 (sepuluh) tidak ada kaitannya atau hubungannya
dengan Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat | dan Tergugat Il dijadikan alasan,
untuk dilaksanakan adanya koraksi ulang yang kedua;
Bahwa kemudian koreksi ulang dilaksanakan pada Jum’at 13 Maret 2026 dengan
alasan ada kekeliruan dalam penempatan nilai tes computer yang bertempat di
SMK Negeri 1 Karanganyar yang mana tidak ada SOP nya terkait koreksi ulang
yang kedua yang dilakukan secara manual;
Bahwa pada Sabtu, 14 Maret 2026, waktu asar Ketua Panitia/Tergugat | (Pak H.
Supiyadi) dan Anggota Panitia Penyaringan/Tergugat |l (Pak. Anwar), datang ke
rumah Penggugat untuk memberi tahu bahwa Penggugat mengalami penurunan
rangking yang tadinya dari rangking 1 menjadi rangking 2, tetapi tidak ada
dasamya;
Fakta hukum:

1) Tidak ada SOP;

2) Tidak ada dasar hukum;
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3) Dilakukan manual;
4) Tidak transparan;

5) Tidak melibatkan mekanisme keberatan resmi.

14. Bahwa tindakan ini: bertentangan dengan hukum dan asas pemerintahan

15.

16.

yang baik;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 Penggugat membuat surat yang

isinya menyampaikan pernyataan sikap menolak hasil nilai dari koreksi ulang/cek

ulang nilai (kedua), oleh Tergugat | dan Tergugat Il;

Bahwa kemudian pada hari Minggu, 15 Maret 2026 Penggugat menemui panitia

seleksi di Balai Desa Kalijaran, Kec. Kab. Karangayar Purbalingga, ditemui

Tergugat | (Ketua Panitia H. Supiadi) dan Tergugat Il Seksi Penjaringan (Pak.

Anwar) Penggugat memulai pembicaraan dengan mengenalkan diri dan

menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya diantaranya :

1)

2)

3)

Penggugat menanyakan kepada Tergugat (panitia) kenapa ujian penyaringan
calon perangkat Desa Kalijaran dan sudah diumumkan secara resmi dan
sudah diketahui publik bahkan ditayangkan melalui medsos WA seluruh
masyarakat dan juga seluruh peserta mengetahuinya tetapi dikemudian hari
dilakukan koreksi ulang;

Tergugat (Ketua Panitia H Supiadi) menjelaskan secara kronologis
perjalanan pengadaan Perangkat Desa di Desa Kalijaran, Kec. Karanganyar,
Kab. Purbalingga, tanggal 5 Maret 2026 ujian penyaringan calon Perangkat
Desa Kalijaran dari 8 (delapan) formasi bertempat di SMK Negeri 1
Karanganyar dan prosesnya ditanyangkan langsung melalui livestreaming
dan melalui videotron (LCD) sehingga seluruh peserta dapat melihat
langsung hasil perolehan nilai ujian setelah selesai mengikuti ujian
dikarenakan penayangan hasil nilai tersebut berada di luar ruangan ujian
tersebut, dan sorenya dilanjutkan pengumuman langsung diumumkan dan
Penggugat menduduki ranking 1 pada formasi yang dilamar yaitu Kaur
Kesra;

Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 terjadi demo oleh warga masyarakat
Purbadana (bagian wilayah Desa Kalijaran) berkaitan dengan formasi kadus
dikarenakan yang mendapatkan rangking 1 bukan asli warga masyarakat
Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar Purbalingga;
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4)

5)

Tergugat menyampaikan bahwa ada temuan ada peserta yang melaporkan
bahwa tidak mengerjakan soal tapi mendapatkan nilai pada formasi kadus;
Pada akhirnya Tergugat menyimpulkan atas dasar hal tersebut dilakukan
koreksi ulang dan yang mengoreksi ulang dari pihak SMK N 1 Karanganyar
tetapi secara manual;

Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026, Penggugat mendatangi Tergugat VI

(SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga) selaku pihak yang mengoreksi dan

mengawasi Ujian, Penggugat bertemu dengan Kepala TU SMK Negeri 1

Karanganyar Purbalingga Pak. Setiadi dan Pak Riski dengan ketentuan

sebagai berikut :

a) Kami (Pengguat) menyampaikan maksud dan tujuan menemui Tergugat,
dilanjutkan tanya jawab;

b) Apakah betul bahwa pihak Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga) yang menyelenggarakan ujian penyaringan
calon perangkat Desa Kalijaran, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga
Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka
Tu, lalu menjawab tidak ada, kami Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga) hanya sebagai tempat saja sebagaimana
materi yang tertuang dalam memorandum of understanding (MOU)
antara Tergugat | dan Tergugat Il dan Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga) dan selanjutnya dimintai untuk mengawasi
dan sekaligus mengoreksinya hasil dari koreksi diserahkan kepada
Tergugat | dan Tergugat Il (Panitia Seleksi);

c) Pengguat bertanya yang membuat soal dari sini tidak? dijawab. Tidak
yang buat soal dari Panitia;

d) Penggugat bertanya kepada Turut Tergugat IV (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU) petugas yang menjadi
pengawas dan korektor ada SK nya tidak dari panitia tentang
pengangkatan petugas pengawas ujian dan korektor, Tergugat Turut
Tergugat IV (SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU)
menjawab tidak ada hanya kami inisiatif membuat fakta integritas saja;

e) Belum lama berbincang dengan Penggugat, Turut Tergugat VI (SMK
Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU) memanggil salah
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h)

satu personil yang menangani ujian tersebut untuk datang ke SMK N 1
Karanganyar karena ada kehadiran Penggugat guna membantu Turut
Tergugat VI (SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU)
memberikan keterangan yang jelas dan rinci dari pernyataan Penggugat,
Penggugat bertanya kepada (SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga
dan/atau Ka TU) pada saat ujian dan koreksi apa disaksikan oleh seluruh
peserta, (SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka Tu)
menjawab : ya seluruh peserta dapat mengakses semua karena kami
tayangkan proses koreksi kami selenggarakan secara transparan
bahkan kami tayangkan melalui LCD dan livestreaming, berarti saat itu
bisa diketahui semua ya pak? Terggugat menjawab ya bisa ya siapa saja
dapat melihat dan menyaksikan siapa-siapa yang mendapatkan nilai
tertiggi di masing-masing formasi;

Penggugat bertanya kepada Tergugat (proktor) “hasil koreksinya dari tim
koreksi diserahkan pada panitia“ Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU) menjawab setelah selesai
koreksi kemudian diumumkan atau bagaimana pak? Tergugat menjawab
malam harinya diumukan hasil ujiannya oleh panitia,

Penggugat bertanya kepada Tergugat “apakah ada arsip hasil nilai ujian
yang diserahkan kepada panitia Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU) (proctor/riski) menjawab tidak
ada arsipnya, lebih lanjut Penggugat menyampaikan pernyataan lah kok
bisa, hasil ujian kan dokumen penting diserahkan kepada pihak lain
tetapi kok tidak punya arsip/salinanya, terus Penggugat bertanya ada
berita acara penyerahan dokumen tersebut? Turut Tergugat VI (SMK
Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU) menjawab tidak
ada, selanjunya Penggugat bertanya pernahkan terlintas dalam benak
panjenengan® kira-kira adakah kemungkinan terjadi manipulasi data,
andaikan ada nilai peserta yang berubah yang tadinya mendapatkan nilai
tinggi menjadi rendah dan atau sebaliknya, terus bagaimana anda
menyikapi ketika penjengan tidak punya Salinan untuk menjelaskan
keadaan yang sebenarnya;

Penguggat bertanya kepada Tergugat | apakah betul setelah
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pengumuman hari Kamis malam tanggal 5 Maret 2026, kemudian pada
tanggal 13 Maret 2026 dilakukan koreksi ulang, Turut Tergugat VI (SMK
Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU) (proctor/riski)
menjawab ia betul ada koreksi ulang, Penguggat menyampaikan kenapa
dilakukan koreksi ulang, bukanya sudah diumumkan secara resmi dan
sudah diketahui public termasuk seluruh peserta ujianpun
mengetahuinya bahkan melalui medsos (Whatshapp), Turut Tergugat VI
(SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU) menjawab
kurang tahu pak, yang jelas panitia dating kesini memberi mandat
kepada kami untuk dilakukan koreksi ulang, Penggugat bertanya
“apakah ada surat resmi tentang permintaan koreksi ulang dari panitia
tergunggat (proctor/riski) menjawab tidak ada, Pengguat bertanya
kepana kok mau tanpa ada surat resmi penjengan melakukan koreksi
ulang, Tergugat diam. Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah
koreksi ulang sama seperti koreksi pada awal koreksi pertama
menggunakan computer? Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1 Karanganyar
Purbalingga dan/atau Ka TU) menjawab tidak, koreksi ulang dilakukan
secara manual, lebih tergugat lanjut menjelaskan hasil koreksi ulang
yang secara manual itu diserahkan kepada panitia dan tim koreksi tidak
menyimpan salinanya dan atau tidak mengarsipkan;

Kemudian Penggugat memberikan pernyataan kok bisa terjadi, hasil
ujian sudah diumukan secara resmi diketahui public bahkan melalui
media social, dan tentunya juga sudah melalui proses rekapitulasi dll
termasuk rapat pleno panitia tetapi setelah diumumkan kenapa harus
ada koreksi ulang lagi, inikan tidak logis dan tidak mendasar, terus yang
menjadi dasar apa panitia melakukan koreksi ualang tersebut? Apakah
emang ada aturanya pak, missal di dalam Standar Operasional
Prosedumya (SOP) ada ketentuan tersebut, dijawab oleh Tergugat tidak
ada bahkan Tergugat tidak mengerti Standar Opersional Prosedur (SOP)
hanya ada Tata Tertib. Tergugat baru mengerti SOP setelah Penggugat
menjelaskan kepada Tergunggat pengrtian dan isi SOP tersebut dan
sekaligus menjelaskan perbedaanya dengan Tata Tertib;

Penggugat menayakan yang membuat soal apakah dari Turut Tergugat
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17.

18.

VI (SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga)? dijawab bukan, yang
membuat soal dari panitia, Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga) yang mengoreksi dan yang mengawasi ujian
tersebut. Penggugat menyimpulkan jadi Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga) hanya sebagai tempat ujian dan sebagai tim
pengawas dan korektor ujian saja yang hasilnya koreksinya diserahkan
kepada panitia, sedangkan soal yang membuat panitia, apa tidak rawan
dijawab tidak karena yg membuat seksi penyaringan;

k) Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga) meminta
kepada Penggugat, tolong ya panjengan datang kesini (Balai Desa
Kalijaran) jangan menyalahkan kami Turut Tergugat VI (SMK Negeri 1
Karanganyar Purbalingga), kami sudah cukup lelah dan pusing paling
olih honor sepiraha ora (cuman dapat honor seberapa saja) kami (Turut
Tergugat VI (SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga) begini rasanya,
lebih lanjut Tergugat menawarkan kepada kami (Penggugat) kalo
panjenengan (Penggugat) tidak menerima hasil keputusan ini, silahkan
diproses melalui pengadilan;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026 Tergugat | dan Tergugat I
(Panitia) mengundang Penggugat agar datang ke Balai Desa Desa Kalijaran,
Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga, pada pukul 11.00 WIB karena akan
dilaksanakan audiensi, kemudian Penggugat datang memenuhi undangan
tersebut pada pukul +_10.00 an WIB Pengunggat sampai di Kantor Balai Desa
Kalijaran Kec, Karanganyar, Kab. Purbalingga, sekirannya beberapa menit
kemudian kami disodori daftar hadir kemudian Penggugat mengisi daftar hadir
tersebut, mengingat kedatangan Penggugat sedang ditunggu-tunggu
kehadiranya oleh Terguggat yang pada akhirnya beberapa saat kemudian
audiensi dimulai, audiensi yang dihadiri oleh Penggugat dan diwakili oleh
keluarga Penggugat yaitu M. Ali Maksum, Darto, S.Pd, Siti, yang hadir pada saat
mediasi diantaranya dari unsur Kecamatan diwakili Sekwilcam, Polsek Diwakili
anggota Polsek Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa
Kalijaran Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga (Tergugta | dan Tergugt I1);

Bahwa audiensi dimulai dengan rangkaian pembacaan susunan acara dan

dilanjutkan pembacaan tata tertib audien oleh Tergugat Il (salah satu Panitia)
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yang isinya kurang lebih sebagai berikut :

1) Pembukaan;

2) Penyampaian nota keberatan dari Penggugat;

3) Tanggapan dari Tergugat;

4) Diskusi;

5) Sambutan-sambutan;

6) Kesimpulan;

7) Penutup;

Pelaksanaan Audiensi:

1) Audiensi diawali dengan membaca dengan membaca Alfatihah bersama
dan dipimpin salah satu peserta audiensi;

2) Penyampaian nota keberatan oleh Penggugat dengan :

a. Membacakan pernyataan sikap menerima hasil koreksi pertama
pada tanggal 5 Maret 2026, yang dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel oleh Turut Tergugat VI (diwakili tim koreksi dari SMK
Negeri 1 Karanganyar) dan yang telah diumumkan secara syah;

b. Menolak hasil koreksi ulang karena koreksi ulang yang
diselenggarakan panitia cacad hokum, karena koreksi ulang
dilaksanakan setelah panitia melakukan pengumumnan hasil tes
yang secara syah dan sudah diketahui public, termasuk seluruh
peserta dari 8 (delapan) formasi sudah mengetahuinya karena
disampiakan melalui whatshapp bahwa Penggugat (Siti) adalah
ranking 1 dengan mendapatkan nilai 123 sedangkan tergugat (Luly)
hanya mendapatkan nilai 121. Tanggapan dari Turut Tergugat VI
(SMK Negeri 1 Karanganyar Purbalingga dan/atau Ka TU) yang
hanya membacakan berita acara pelaksanakan;

3) Tanggapan Turut Tergugat VI disampaikan oleh Tergugat | (Ketua
Panitia/H. Supiadi) diawali salam dan dilanjutkan pembacaan berita
acara koreksi ulang/koreksi kedua setelah selesai pembacaan berita
acara, Tergugat | (Ketua Panitia) menyampaikan bahwa kalo Tergugat |
tidak menerima keputusan Tergugat Il (Panitia) ini silahkan mengajukan
penyelesaian ke Pengadilan;

4) Pembawa acara melanjutkan membacakan susunan acara berikutnya

Hal. 12 dari 159 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Pbg



19.

20.

21.

yaitu diskusi, kami pihak Penggugat diberi kesempatan untuk
memaparkan dengan ketentuan sebagai berikut
a. Penggugat (diwakili Bpk. Darto) menyampaikan bahwa hasil ujian
telah diumumkan oleh Tergugat | dan Tergugat Il (Panitia) secara
resmi dan sudah diketahui publik dan juga seluruh peserta ujian, baik
secara langsung maupun melalui medsos (whatshapp) mengapa
dilakukan koreksi ulang, ini kan suatu perbuatan yang tidak logis dan
perbuatan yang melanggar hokum;
b. Kami Pemggugat (diwakili Bpk. Ali Maksum) pada forum tersebut
menanyakan kepada Tergugat | (Ketua Panita) apakah Tergugat |
(Ketua Panita) masih ada hubungan keluarga dengan Turut
Terguggat | (Luly Maulina) kemudian dijawab oleh Tergugat | (Ketua
Panita) iya ada;
Bahwa kemudian keluarga Penggugat mengadakan audensi di Balai Desa
Kalijaran yang dihadiri oleh Tergugat |, Tergugat lll dan Turut Tergugat IV, pada
hari Selasa, 17 Maret 2026 mulai 11:00 — 13:30 WIB, dari pihak keluarga
Penggugat yang ikut hadir Penggugat, Pak Lik, dan Pak Dhe Penggugat;
Bahwa kesimpulan audiensi pada hari Selasa, 17 Maret 2026 tersebut:
1) Tertgugat | bersikeras dengan hasil koreksi yang kedua padahal tidak ada
dasar hukum/SOP nya;
2) Dari Turut Tergugat IV menunggu hasil rapat di Kecamatan hari Selasa, 17
Maret 2026 pukul 16.00 WIB;
Bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum
Mengacu Pasal 1365 KUHPerdata, unsur PMH terpenuhi:
a. Perbuatan
Dilakukan koreksi ulang tanpa dasar hukum
b. Melawan hukum
Melanggar:
1) UU No. 30 Tahun 2014;
2) Asas kepastian hokum;
3) Asas transparansi.
c. Kesalahan
Dilakukan secara sadar tanpa SOP
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d. Kerugian
Penggugat:
1) Turun dari peringkat 1 ke 2;
2) Kehilangan hak (pengabdian/pekerjaan) secara hukum;

22. Bahwa Adanya Konflik Kepentingan, yaitu Tergugt | dan Tergugat Il ada
hubungan keluarga dengan Turut Tergugat | yang kemudian mendapat
peringkat 1 semula peringkat 2.

Ini melanggar:
1) Prinsip objektivitas;
2) Prinsip netralitas;
3) Sehingga seluruh keputusan menjadi cacat hokum.
23. Bahwa adanya pembiaran oleh Para Turut Tergugat yaitu:
1) Bupati Purbalingga;
2) Camat Karanganyar;
3) Kepala Dispermasdes Kab. Purbalingga.

24. Bahwa dengan tidak melakukan pengawasan dari Para Turut Tergugat pada butir
23 (dua puluh tiga), ini termasuk Perbuatan Melawan Hukum Secara Pasif;

25. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat mengalami kerugian baik secara
Materiil dan Imateril.

a. Kerugian Materiil
Kehilangan penghasilan sebagai Perangkat Desa (Kasi Kesra) yang
seharusnya Penggugat lolos dengan rincian :

1) Penghasilan per bulan : Rp. 2.000.000,-;

2) Masa kerja : 420 bulan x 35 tahun = Rp. 840.000.000,-;

Dengan perhitungan atau estimasi:

1) Rp. 2.000.000 x 420 bulan / 35 tahun = Rp. 840.000.000,-;

2) Tunjangan, Bengkok dll (karena usia Penggugat masih 25 tahun, jika
dihitung pensiun 60 tahun masa kerja Penggugat kurang lebih 35
tahun;

3) Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti seleksi pengurusan
berkas, legalisir, SKCK, transportasi & konsumsi dlI.

Total kerugian Materil Penggugat point 1, 2 dan 3 sebesar : Rp.
1.500.000.000,- (satu miiliar lima ratus juta rupiah);
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b. Kerugian Immateriil-
1) Hilangnya kesempatan kerja yang sah;
2) Tekanan psikologis dan mental;
3) Rasa malu di masyarakat (karena awalnya diumumkan peringkat 1);
4) Rusaknya nama baik dan kepercayaan sosial;
5) Ketidakpastian masa depan karier.
Kerugian Imateriil : Rp. 1.000.000.000,- (satu miiliar rupiah);
Total Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar : Rp. 2.500.000.000,- (dua
miiliar lima ratus juta rupiah);
I. DASAR HUKUM (Kerugian)
1. Pasal 1365 KUHPerdata
“Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib
mengganti kerugian”;
2. Pasal 1366 KUHPerdata
“Tanggung jawab karena kelalaian®;
3. Pasal 1367 KUHPerdata
“Tanggung jawab atas perbuatan orang lain”.
Il. DASAR HUKUM
1) Pasal 1365 KUHPerdata;
2) UU No. 30 Tahun 2014 (Administrasi Pemerintahan);
3) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
lll. YURISPRUDENSI
1) MA No. 1365 K/Sip/1973 : PMH luas termasuk kepatutan;
2) MA No. 3191 K/IPdt/1984 : Tanpa dasar hukum = tidak sah;
3) MA No. 42 KITUN/1999 : Cacat prosedur = batal;
4) MA No. 53 KITUN/2012 : Waijib Patuh Asas-asas Umum Pemerintah —
yang baik (AUPB);
5) MA No. 821 K/Pdt/2010 : konflik kepentingan membatalkan keputusan.
PENDAPAT AHLI
1. Sudikno Mertokusumo
“Kepastian hukum adalah syarat utama keadilan, koreksi tanpa dasar merusak
kepastian hukum”;
2. Ridwan HR (Hukum Administrasi Negara)
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“Keputusan tanpa prosedur tidak sah yaitu cacat hukum atau batal demi hukum’;
Philipus M. Hadjon
“Setiap tindakan pemerintah harus berdasar kewenangan, tanpa SOP tanpa

kewenangan tidak sah’.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Purbalimgga, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan

putusan sebagai berikut:
PETITUM :

2 o

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menyatakan hasil koreksi kedua tidak sah dan batal demi hukum;
Menyatakan hasil nilai pertama sah dan mengikat;
Menyatakan Penggugat sebagai peringkat 1 yang sah;
Memerintahkan Turut Tergugat Il (Bupati Purbalingga), Turut Tergugat Il (Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kab. Purbalingga),
Turut Tergugat IV (Camat Karanganyar) untuk:

1) Mengesahkan hasil koreksi pertama;

2) Membatalkan hasil koreksi kedua.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara
tunai atau sekaligus, yaitu:
1) Kerugian Materiil sebesar : Rp. 1.500.000.000,-
2) Kerugian Immateriil sebesar  : Rp. 1000.000.000,-
Total kerugian Materiil dan Immateriil sebesar : Rp. 2.500.000.000,- (dua
miiliar lima ratus juta rupiah).

8. Memerintahkan Turut Tergugat V (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Dindikbud) Provinsi Jawa Tengah), untuk melakukan pembinaan dan sanksi
administrative sampai dengan pemecatan terhadap Turut Tergugat VI (SMK
Negeri 1 Karanganyar cq. Kepala Sekolah Karanganyar), dengan memberikan
izin tempat, untuk koreksi ulang kedua tanpa adanya dasar hukum;

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Demikianlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dibuat dan ditandatangani,

dalam Peradilan yang baik, mohon kiranya keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et
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bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat,
Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat |, Turut Tergugat |, Turut Tergugat |l, Turut Tergugat
Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI masing-masing
menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara
para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
menunjuk Agusta Gunawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga
sebagai Mediator,

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2026 upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada
Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat |,
Tergugat |l, Tergugat Ill, Turut Tergugat |, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Ill, Turut
Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menyatakan bersedia untuk
melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan
isinya tetap dipertahankan dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat |, Tergugat Il dan
Tergugat lll mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A.1. PN Purbalingga Tidak Berwenang (Objek Sengketa adalah Rangkaian
Tindakan Administrasi Pemerintahan)

1. Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang secara absolut
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena objek sengketa
adalah rangkaian tindakan administrasi pemerintahan dalam pengisian
Perangkat Desa Kalijaran untuk formasi Kasi Kesejahteraan, yang seluruhnya
dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan formal dari Pejabat Pemerintahan,
dan oleh karenanya tunduk pada hukum administrasi pemerintahan;

2. Bahwa rangkaian Surat Keputusan resmi yang menjadi pokok sengketa adalah
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sebagai berikut:

1)

3)

4)

5)

6)

Surat Rekomendasi  Persetujuan  Bupati Purbalingga  Nomor
400.10.2/22819 tentang Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa Kalijaran;

Surat Keputusan Kepala Desa Kalijaran Nomor 66 Tahun 2025 tertanggal
19 Desember 2025 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat
Desa Kalijaran Tahun 2025 (selanjutnya disebut SK Kades 66/2025);
Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kalijaran Nomor
03/P3D/XII/2025 tentang Pembukaan Seleksi Perangkat Desa Kalijaran
untuk 8 (delapan) Formasi;

Keputusan Kepala Desa Kalijaran Nomor 7 Tahun 2026 tertanggal 2 Maret
2026 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Telah
Memenuhi Persyaratan Administrasi;

Keputusan Panitia Nomor 14/P3D/III/2026 tertanggal 5 Maret 2026
(lampiran menetapkan Penggugat sebagai peserta jabatan Kasi
Kesejahteraan nomor urut 17);

Keputusan Panitia Nomor 15/P3D/I11/2026 tertanggal 5 Maret 2026 tentang
Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Lulus Dalam Ujian
Penyaringan;

Keputusan Panitia Nomor 16/P3D/I11/2026 tertanggal 6 Maret 2026 tentang
Penetapan Rekap Nilai Ujian dan Perengkingan;

Keputusan Panitia Nomor 18/P3D/I11/2026 tertanggal 13 Maret 2026 tentang
Perubahan Penetapan Rekap Nilai Ujian dan Perengkingan;

Nota Kesepakatan Kerjasama Panitia dengan SMK Negeri 1 Karanganyar
Nomor 10/P3D/11/2026 tanggal 27 Februari 2026;

10) Surat Keterangan SMK Negeri 1 Karanganyar Nomor 400/3/8/228/2026

tertanggal 13 Maret 2026 tentang Hasil Koreksi Ulang.

3. Bahwa seluruh Keputusan dan Surat Resmi di atas merupakan produk Pejabat

Pemerintahan dalam pelaksanaan kewenangan publik, yang tunduk pada rezim

hukum administrasi pemerintahan, bukan rezim hukum perdata.

A.2. Para Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah
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“Unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah

maupun penyelenggara negara lainnya”.

a. Tergugat lll selaku Kepala Desa Kalijaran adalah Pejabat Pemerintahan

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014
juncto UU Nomor 3 Tahun 2024, yang menyelenggarakan Pemerintahan
Desa dan menjadi penerbit SK Kades Nomor 66 Tahun 2025;

Tergugat | dan Tergugat Il bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengisian
Perangkat Desa Kalijaran berdasarkan SK Kades Nomor 66 Tahun 2025,
dengan menjalankan kewenangan administrasi yang dilimpahkan dari
Kepala Desa selaku Pejabat Pemerintahan;

Dengan demikian, Para Tergugat seluruhnya bertindak dalam kapasitas
sebagai Pejabat Pemerintahan, bukan dalam kapasitas pribadi maupun

dalam hubungan keperdataan;

5. Bahwa dasar hukum tindakan Para Tergugat bersumber dari peraturan

perundang-undangan publik berikut:

a.
b.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun
2015;

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 juncto Permendagri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat
Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan
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A3.

Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2024 - Kepala Desa
mengusulkan dan mengangkat perangkat desa setelah mendapat
persetujuan Bupati. Bupati hanya memberikan persetujuan rekomendasi
untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dan
persetujuan perangkat desa yang diusulkan kepala desa untuk diangkat
Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas UU Desa secara tegas menentukan: "Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: ... b.
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada
bupati/wali kota.",
Bahwa implikasi yuridis ketentuan ini sangat menentukan, Kepala Desa
mengusulkan dan mengangkat serta menerbitkan SK. Dengan demikian,
rangkaian tindakan administratif dalam pengisian Perangkat Desa Kalijaran
bermuara pada surat rekomendasi Persetujuan Bupati untuk melaksanakan
penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Kalijaran yaitu persetujuan
rekomendasi Bupati yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan Tingkat

Kabupaten;

A.4. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 - PMH oleh Pejabat Pemerintahan adalah

Kompetensi PTUN

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), secara tegas dan eksplisit
menentukan dalam konsiderans menimbang huruf a: "Bahwa perbuatan
melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige
overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi
kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.",

Bahwa Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 mendefinisikan:
"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di
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10.

11.

A.6.

dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal
tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”;

Bahwa dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2019, doktrin pembagian
kompetensi antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam
hal PMH oleh Pejabat Pemerintahan telah berubah secara fundamental.
Setelah PERMA Nomor 2 Tahun 2019, kewenangan mengadili PMH oleh
Pejabat Pemerintahan menjadi kompetensi mutlak Pengadilan Tata Usaha
Negara;

Bahwa Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN menentukan:
"Pengadilan  bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Sengketa TUN dimaksud
sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009
mencakup sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
orang/badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
sengketa kepegawaian;

Substansi Sengketa Adalah Sengketa Tata Usaha Negara, Bukan PMH
Perdata

12. Bahwa untuk memberikan kejelasan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Para

Tergugat menyajikan tabel komparasi antara PMH dalam Hukum Perdata

dengan Sengketa Tata Usaha Negara:

ASPEK PMH (Pasal 1365 | Sengketa Tata Usaha | Rujukan
KUHPerdata) Negara
Sifat Horizontal — antar Vertikal — warga Doktrin hubungan
Hubungan subjek hukum setara | negara dengan pejabat | setara
pemerintahan (horizontal) vs.

hubungan
subordinasi
(vertikal)
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Jenis Hukum | Hukum Perdata Hukum Publik / Buku Il
(privat) Administrasi Negara KUHPerdata vs.
UU 30/2014
Objek Perbuatan (feitelike | KTUN dan/atau Pasal 1365
Sengketa handelingen) yang Tindakan Pemerintahan | KUHPerdata vs.
melanggar hak Pasal 1 angka 9
UU 51/2009 jo.
Pasal 87 UU
30/2014
Pelaku Orang/badan hukum | Pejabat/Badan TUN Pasal 1 angka 1-
dalam hubungan dalam fungsi 3 UU 30/2014
privat pemerintahan
Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Tata Usaha | Pasal 50 UU
Berwenang Negara 2/1986 vs. Pasal
47 UU 5/1986
Tujuan Ganti rugi Pembatalan KTUN dan | Pasal 1365
Gugatan (kompensasi) ganti rugi (fakultatif) KUHPerdata vs.
Pasal 53 ayat (1)
UU 9/2004
Bentuk Condemnatoir Declaratoir dan Pasal 178 HIR
Putusan Condemnatoir vs. Pasal 97 UU

5/1986

13.Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara konsisten menggunakan

terminologi dan dalil-dalil khas hukum administrasi:
a. Tidak ada SOP (Posita 12 dan Posita 13);

b. Tidak ada dasar hukum (Posita 13);

c. Mendalilkan pelanggaran UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

d. Mendalilkan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AUPB);
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e. Cacat prosedur adalah istilah teknis hukum administrasi.

14.Bahwa fakta Penggugat menggunakan terminologi hukum administrasi dan
merujuk yurisprudensi Tata Usaha Negara (antara lain Putusan MA No. 42
K/TUN/1999 dan Putusan MA No. 53 K/TUN/2012) secara argumentum a
contrario membuktikan bahwa Penggugat menyadari substansi sengketa
adalah Sengketa Tata Usaha Negara;

15.Bahwa petitum Penggugat memohon pembatalan tindakan administrasi
pemerintahan (hasil koreksi kedua tidak sah dan batal demi hukum) dan
memerintahkan pejabat pemerintahan (Bupati, Kepala Dispermasdes, Camat)
untuk melakukan tindakan administratif tertentu. Permintaan untuk
memerintahkan Bupati menerbitkan/mengubah KTUN sepenuhnya berada di
luar kompetensi Pengadilan Negeri;

A.7. Eksepsi Kompetensi Absolut Wajib Dipertimbangkan Hakim Ex Officio

16. Bahwa Pasal 134 HIR menentukan: "Jika perselisihan adalah suatu perkara
yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam
pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak
berkuasa dan hakim itupun karena jabatannya wajib pula mengakuinya.",

17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, eksepsi kompetensi absolut, dapat
diajukan setiap saat dalam pemeriksaan perkara, dan waijib dipertimbangkan
secara ex officio oleh hakim walaupun tidak diajukan eksepsi oleh pihak
Tergugat;

A.8. Kesimpulan Eksepsi Kompetensi Absolut

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara hukum bahwa:

a. Objek sengketa adalah rangkaian tindakan administrasi pemerintahan yang
dilandasi dokumen formal dari Pejabat Pemerintahan dan bermuara pada
surat rekomendasi persetujuan Bupati Purbalingga untuk pelaksanaan
penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Kalijaran sesuai Pasal 26
ayat (2) huruf b UU 3 Tahun 2024;

b. Para Tergugat seluruhnya bertindak sebagai Pejabat Pemerintahan dalam
pelaksanaan kewenangan publik;

c. SK Panitia memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo. Pasal 87 UU
30/2014;
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d. PERMA Nomor 2 Tahun 2019 secara tegas menetapkan PMH oleh Pejabat
Pemerintahan sebagai kompetensi mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;
e. Penggugat sendiri menggunakan terminologi hukum administrasi dan
merujuk yurisprudensi TUN, menegaskan substansi sengketa adalah

Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian, PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TIDAK
BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO;

Menimbang bahwa kemudian di dalam jawabannya, Turut Tergugat | juga

mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN A QUO KARENA
BERTENTANGAN DENGAN KEWENANGAN ABSOLUT (ABSOLUTE
COMPETENCE)

1.

Bahwa gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT terkait hasil seleksi
Perangkat Desa, di mana PENGGUGAT mendalilkan adanya kerugian akibat
penetapan hasil seleksi oleh TERGUGAT | selaku Ketua Panitia Seleksi
bersama TERGUGAT Il selaku Anggota Panitia Seleksi, yang bertindak untuk
dan atas nama TERGUGAT Il selaku Kepala Desa Kalijaran, dengan
menetapkan TURUT TERGUGAT | sebagai peserta yang dinyatakan lulus;
Bahwa apabila dicermati secara seksama, substansi gugatan PENGGUGAT
secara nyata merupakan keberatan terhadap suatu penetapan hasil seleksi
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dikeluarkan oleh pejabat
pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi administrasi pemerintahan,
sehingga dengan demikian memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN);

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 452
K/TUN/2000 telah menegaskan bahwa sengketa yang objeknya berupa
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh
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10.

peradilan umum;

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 16 K/Sip/2002
juga telah memberikan kaidah hukum bahwa gugatan perdata yang pada
hakikatnya menyerang Keputusan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak
dapat diterima, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha
Negara;

Bahwa dengan berpedoman pada adagium substantia non forma sed
Substantia spectatur, maka penentuan kompetensi absolut tidak didasarkan
pada bentuk atau label gugatan, melainkan pada substansi sengketa yang
disengketakan, sehingga upaya PENGGUGAT yang mengkonstruksikan
perkara a quo sebagai perbuatan ee oe melawan hukum (PMH) tidak dapat
mengesampingkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan a quo ke
Pengadilan Negeri merupakan bentuk penyimpangan kompetensi (forum
shopping) yang secara nyata bertujuan untuk menghindari rezim hukum
administrasi pemerintahan dan mekanisme pengujian yang seharusnya
dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
sudah sepatutnya perkara a quo diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 88 K/Sip/1973, hakim waijib secara ex officio menilai kewenangan
absolut, dan apabila pengadilan tidak berwenang, maka gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),

Bahwa oleh karenanya, Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut
untuk memeriksa, mengadil, dan memutus perkara a quo, mengingat
kewenangan tersebut secara atribusi berada pada Pengadilan Tata Usaha
Negara;

Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri patut diduga merupakan bentuk penyimpangan kompetensi (forum

Hal. 25 dari 159 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Pbg



shopping) guna menghindari mekanisme penyelesaian sengketa di
Pengadilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan
Negeri tidak berwenang secara absolut serta tanpa perlu mempertimbangkan
pokok perkara lebih lanjut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara a quo untuk terlebih dahulu menerima dan
mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT | mengenai kewenangan absolut
serta menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa kemudian di dalam jawabannya, Turut Tergugat I, Turut
Tergugat Il dan Turut Tergugat IV juga mengajukan eksepsi kewenangan sebagai
berikut :

. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga
yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Turut Tergugat |1l (Bupat), Turut Turut Tergugat Il (Kepala
DINSOSPERMADESP3A, Turut Turut Tergugat IV (Camat Karanganyar)
yang semuanya adalah Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Tata Usaha Negara;

2. Bahwa sesuai petitum gugatan penggugat angka 6 yang intinya
memerintahkan Turut Tergugat Il, Turut Tergugat lll, Turut Tergugat IV untuk
mengesahkan hasil koreksi pertama dan membatalkan hasil koreksi kedua.
merupakan termasuk salah satu dari tindakan faktual oleh Pejabat Tata
Usaha Negara;

3. Bahwa tindakan faktual oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan/tata
usaha negara merupakan tindakan pemerintahan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal
2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan
Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau
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Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang intinya
menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau
pejabat pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha
negara;

4. Subjek dari sengketa tindakan Pejabat Negara/Pejabat Tata Usaha Negara,
yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan
pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya, menjadi kompetensi
absolut dari peradilan tata usaha negara. Hal ini berdasarkan Pasal 4
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
bahwa Peardilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata
usaha negara;

5. Bahwa karena Tergugat lll, Turut Tergugat Il sampai dengan Turut Tergugat
VI merupakan Pejabat Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) yang dianggap
melakukan perbuatan melawan hukum dan dianggap mengakibatkan
kerugian, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut ke
Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas keliru Penggugat mengajukan
gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri ini, maka sudah sepatutnya
gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam jawabannya, Turut Tergugat V dan
Turut Tergugat VI juga mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :
. DALAM EKSEPSI
A. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purbalingga
yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tergugat |, Turut Turut Tergugat Ill, Turut Turut Tergugat V (Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah), Turut Tergugat VI (Kepala Sekolah
Menengah Kejuruan 1 Karanganyar) yang semuanya adalah Pejabat
Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa sesuai petitum Penggugat angka 8 yang intinya meminta Majelis
Hakim untuk menghukum Turut Tergugat V untuk melakukan untuk

melakukan pembinaan dan sanksi administratif sampai dengan pemecatan
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terhadap Turut Tergugat VI, yang mana hal tersebut merupakan tindakan
administrasi bidang kepegawaian oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan  (onrechtmatige  overheidsdaad) merupakan tindakan
pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum
Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan  (Onrechtmatige
Overheidsdaad) yang intinya menyatakan bahwa perkara perbuatan
melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan
kewenangan dari peradilan tata usaha negara;

. Bahwa subjek onrechtmatige daad adalah antar perseorangan (naturlijk
persoon) dan/atau badan hukum perdata dan pengadilan yang berwenang
mengadili sengketa adalah peradilan umum, sedangkan subjek dari sengketa
onrechtmatige overheidsdaad adalah Pejabat Negara/Pejabat Tata Usaha
Negara, yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di
lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya, menjadi
kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara;

. Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2019 intinya mengatur sejak Perma Nomor 2 Tahun 2019
berlaku, perkara onrechtmatige overheidsdaad yang sudah diajukan ke
Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa maka dilimpahkan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara yang sedang diperiksa di
Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak
berwenang mengadili;

. Bahwa karena Tergugat Ill, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut
Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI merupakan Pejabat
Pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara) yang dianggap melakukan
perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian, maka seharusnya
Penggugat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas keliru Penggugat mengajukan
gugatan perkara a quo ke Pengadilan ini, maka sudah sepatutnya gugatan
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Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat |, Tergugat Il
dan Tergugat Il tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

BANTAHAN PENGGUGAT ATAS EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA

TERGUGAT

(Disusun dalam gaya replik persidangan yang tajam, sistematis, dan menyerang

logika eksepsi Para Tergugat)

A. BANTAHAN TERHADAP EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT
EKSEPSI PARA TERGUGAT KELIRU MEMAHAMI OBJEK SENGKETA PN
PURBALINGGA TIDAK BERWENANG (OBJEK SENGKETA ADALAH
RANGKAIAN TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN).

Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan perkara a quo merupakan “rangkaian
tindakan administrasi pemerintahan” sehingga menjadi kewenangan Peradilan
Tata Usaha Negara adalah dalil yang keliru, menyesatkan, dan tidak memahami
secara utuh fundamentum petendi maupun petitum gugatan Penggugat;
Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat bukanlah keabsahan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam pengertian Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan
adanya:

1) Perbuatan melawan hukum;

2) Tindakan sewenang-wenang;

3) Penyalahgunaan kewenangan;

4) Pelanggaran asas keadilan, kepatutan, dan transparansi;

5) serta kerugian keperdataan yang dialami Penggugat dalam proses

pengisian perangkat desa;

Dengan demikian, pokok perkara a quo bukan sengketa mengenai “sah atau tidak
sahnya” suatu beschikking administratif, melainkan mengenai akibat hukum
perdata dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

2. TIDAK SEMUA TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAH MENJADI KOMPETENSI
PTUN
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Bahwa logika Para Tergugat yang menyatakan “karena ada SK maka otomatis
menjadi kewenangan PTUN” adalah logika yang sesat dan terlalu disederhanakan
(oversimplifikasi hukum). Sebab menurut doktrin dan yurisprudensi tetap
Mahkamah Agung RI: “Tidak semua tindakan pejabat pemerintahan otomatis
menjadi objek sengketa TUN.” Karena yang menentukan kompetensi absolut
bukan siapa pelakunya, melainkan:

1) Hakikat hubungan hukumnya;

2) Substansi sengketa;

3) Serta petitum gugatan.

3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PMH OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE
OVERHEIDSDAAD)
Bahwa sejak berkembangnya doktrin Onrechtmatige Overheidsdaad (Perbuatan
Melawan Hukum oleh Penguasa) maka tindakan pemerintah yang merugikan
warga negara dapat diuji di Peradilan Umum sepanjang menyangkut kerugian
keperdataan dan perbuatan melawan hukum. Hal ini ditegaskan dalam:
Yurisprudensi MA Rl Nomor 66 K/Sip/1952
yang menegaskan:
“Pengadilan Negeri berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi akibat perbuatan
melawan hukum yang dilakukan penguasa.”;
Kemudian dipertegas kembali dalam Putusan MA Rl Nomor 838 K/Sip/1970
yang menyatakan: “Meskipun dilakukan oleh penguasa, apabila menimbulkan
kerugian keperdataan maka menjadi kewenangan Peradilan Umum.”;
4. OBJEK GUGATAN BUKAN PEMBATALAN KTUN

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak meminta:

1) pembatalan beschikking administratif;

2) pencabutan SK;

3) maupun pengujian formal keabsahan KTUN secara administratif.
Melainkan Penggugat mempersoalkan:

1) proses yang cacat;

2) tindakan diskriminatif;

3) pelanggaran asas fair process;

4) dugaan rekayasa;

5) penyalahgunaan kewenangan;
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6) dan kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat.
Dengan demikian, objek gugatan bersifat factual conduct bukan administrative
legality review. Oleh karena itu, secara yuridis perkara ini tetap menjadi
kompetensi Peradilan Umum;
. PARATERGUGAT SECARA KELIRU MENAFSIRKAN UU PTUN
Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU PTUN terdapat banyak tindakan pemerintahan
yang justru bukan objek sengketa PTUN. Selain itu, Pasal 87 UU Administrasi
Pemerintahan tidak menghapus kewenangan Peradilan Umum terhadap gugatan
PMH oleh badan/pejabat pemerintahan. Bahkan setelah lahimya SEMA Nomor 2
Tahun 2019 Mahkamah Agung tetap membedakan secara tegas antara:

1) Penguijian legalitas keputusan administratif; dengan

2) Gugatan PMH yang menimbulkan kerugian keperdataan.
. KERUGIAN PENGGUGAT BERSIFAT KEADATAAN DAN PERSONAL
Bahwa Penggugat mengalami kerugian nyata berupa:

1) Hilangnya kesempatan;

2) Kerugian moril;

3) Kerugian materiil;

4) Hilangnya hak untuk diperlakukan adil;

5) Serta rusaknya nama baik dan kepastian hukum.
Kerugian demikian adalah ranah hukum perdata dan menjadi yurisdiksi Pengadilan
Negeri berdasarkan: Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan: “Tiap perbuatan
melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”;
. DOKTRIN PARAAHLI MENDUKUNG KEWENANGAN PERADILAN UMUM
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Tidak semua tindakan pemerintah diuji di PTUN. Jika yang
disengketakan adalah perbuatan melawan hukum dan kerugian warga negara,
maka menjadi kompetensi Peradilan Umum.”;
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “Yang menentukan kompetensi PTUN adalah adanya KTUN konkret,
individual, final, dan menimbulkan akibat hukum langsung.”;
Dalam perkara a quo, justru yang disengketakan adalah rangkaian tindakan

melawan hukum dalam proses, bukan semata keputusan final administratif;
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Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pejabat pemerintah yang bertindak melawan hukum tetap tunduk
pada prinsip pertanggungjawaban hukum perdata.”;
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang
pemerintah dapat menjadi dasar gugatan PMH di Pengadilan Negeri.”;

8. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENDUKUNG KOMPETENSI PN
Putusan MA RI No. 252 K/TUN/2000
Menegaskan bahwa: tidak semua sengketa yang berkaitan dengan pejabat
pemerintahan otomatis menjadi sengketa TUN;
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: Apabila inti gugatan adalah kerugian akibat tindakan melawan hukum
maka kompetensinya berada pada Peradilan Umum;
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menegaskan: Gugatan PMH terhadap penguasa tetap menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri;
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
Menyatakan: Tindakan pemerintah yang melanggar kepatutan dan merugikan
warga dapat digugat secara perdata;

9. EKSEPSI PARA TERGUGAT HANYA UPAYA MENGHINDARI PEMERIKSAAN
POKOK PERKARA
Bahwa secara substansial, eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para
Tergugat hanyalah strategi untuk:

1) Menghindari pembuktian;

2) Menutupi dugaan cacat proses;

3) Serta mengalihkan substansi pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat.
Sebab apabila Para Tergugat benar yakin tindakannya sah dan profesional,
seharusnya Para Tergugat tidak takut memasuki pemeriksaan pokok perkara.
Namun faktanya, Para Tergugat justru berlindung di balik formalitas kompetensi
absolut untuk menghindari pengujian terhadap tindakan-tindakannya sendiri.

10. PENUTUP
Perkara ini bukan semata perkara administrasi, Perkara ini adalah perkara tentang:
1) Keadilan;
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2) Penyalahgunaan kekuasaan;

3) Pelanggaran asas fairess;

4) Dan hak warga negara untuk memperoleh proses yang jujur serta tidak

diskriminatif.

Jika setiap tindakan pemerintah otomatis dianggap kebal dan hanya dapat diuji
secara administratif, maka rakyat kehilangan ruang perlindungan terhadap
perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Pengadilan Negeri sebagai penjaga
hak-hak keperdataan warga negara justru memiliki kewajiban konstitusional untuk
memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena itu, sudah sepatutnya dan
beralasan hukum apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA dan Pengadilan Negeri Purbalingga dinyatakan berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
BANTAHAN PENGGUGAT ATAS DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI ADANYA
RANGKAIAN SURAT KEPUTUSAN ADMINISTRATIF
Bahwa dalil Para Tergugat yang mencoba menggiring seolah-olah perkara a quo
semata-mata merupakan sengketa Tata Usaha Negara hanya karena adanya
beberapa Surat Keputusan, Nota Kesepakatan, dan Surat Keterangan, adalah dalil
yang keliru secara konseptual, menyesatkan secara hukum, dan gagal memahami
hakikat sengketa yang sebenarnya. Justru rangkaian dokumen yang disebutkan
sendiri oleh Para Tergugat tersebut semakin membuktikan adanya:

1) Cacat prosedur;

2) Tindakan sewenang-wenang;

3) Penyalahgunaan kewenangan;

4) Maladministrasi;

5) Pelanggaran asas fair play;

6) Serta perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi

Penggugat.

Dengan demikian, daftar surat-surat yang diajukan Para Tergugat bukan
memperkuat eksepsinya, melainkan mempertegas dasar gugatan Penggugat;
ADANYA SURAT KEPUTUSAN TIDAK OTOMATIS MENJADIKAN SENGKETA
SEBAGAI KOMPETENSI PTUN
Bahwa logika Para Tergugat sangat simplistis dan berbahaya terhadap sistem
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hukum. Sebab apabila setiap tindakan yang dibungkus dengan Surat Keputusan
otomatis menjadi kewenangan PTUN, maka:
1) Setiap perbuatan melawan hukum pemerintah akan kebal dari gugatan
PMH;
2) Setiap penyalahgunaan jabatan cukup “diselubungi” SK;
3) Dan rakyat kehilangan perlindungan hukum keperdataan.
Pandangan demikian bertentangan dengan dokitrin hukum modern dan

yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

. YANG MENENTUKAN KOMPETENSI BUKAN NAMA DOKUMEN, MELAINKAN

SUBSTANSI SENGKETA
Bahwa menurut hukum acara dan doktrin kompetensi absolut: “Penentuan
kewenangan mengadili didasarkan pada pokok sengketa (fundamentum petend)
dan petitum gugatan, bukan sekadar bentuk formal dokumen.” Dalam perkara a
quo Penggugat tidak menggugat:

1) Eksistensi formal SK;

2) Tidak meminta pembatalan beschikking administratif;

3) Tidak meminta pengujian wetmatigheid van bestuur semata.
Akan tetapi Penggugat menggugat:

1) Proses seleksi yang cacat;

2) Tindakan diskriminatif;

3) Perubahan hasil seleksi;

4) Dugaan manipulasi nilai;

5) Ketidaknetralan panitia;

6) Dan kerugian nyata yang ditimbulkan terhadap hak Penggugat.
Maka substansi perkara jelas merupakan: PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) yang menjadi

kompetensi Peradilan Umum.

.RANGKAIAN DOKUMEN YANG DISEBUT PARA TERGUGAT JUSTRU

MEMBUKTIKAN ADANYA CACAT PROSES
Bahwa dari angka 1 sampai angka 10 yang diuraikan Para Tergugat, justru terlihat
nyata adanya:

1) Intervensi administratif;

2) Perubahan hasil seleksi;
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3) Koreksi ulang;
4) Perubahan ranking;
5) Dan tindakan-tindakan yang patut diduga tidak transparan.
Khususnya:
1. Keputusan Panitia Nomor 18/P3D/IIl/2026 tentang Perubahan Penetapan
Rekap Nilai dan Perengkingan menunjukkan bahwa:
1) Hasil seleksi sebelumnya tidak final;
2) Terdapat perubahan setelah proses berjalan;
3) Dan terbuka dugaan cacat faimess serta rekayasa administratif.
Padahal asas kepastian hukum mensyaratkan: hasil seleksi harus objekiif,
transparan, dan tidak berubah secara sewenang-wenang. Dengan demikian, yang
disengketakan bukan bentuk SK-nya, tetapi: tindakan melawan hukum yang
tersembunyi di balik penerbitan dokumen-dokumen tersebut.
IV.NOTA KESEPAKATAN DAN SURAT KETERANGAN BUKAN KTUN
Bahwa Para Tergugat secara ceroboh memasukkan:
1) NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA;
2) DAN SURAT KETERANGAN SMK;
Sebagai bagian “objek administratif’. Padahal menurut hukum administrasi Negara
nota Kesepakatan Kerjasama bukan KTUN karena:
1) Bukan keputusan sepihak;
2) Tidak bersifat konkret-individual-final;
3) Melainkan hubungan keperdataan/kontraktual.
Demikian pula Surat Keterangan SMK:
1) Bukan beschikking;
2) Tidak menciptakan akibat hukum publik final;
3) Hanya dokumen pendukung administratif.
Maka sangat keliru apabila Para Tergugat menjadikan seluruh dokumen tersebut
sebagai dasar absolut kompetensi PTUN.
V. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR KTUN SECARA SEMPURNA
Menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN, KTUN harus bersifat:
1) Tertulis;
2) Konkret;
3) Individual;
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4) Final;
5) Dan menimbulkan akibat hukum.
Namun dalam perkara a quo, justru:
1) Proses masih berubah-ubah;
2) Ranking diubah;
3) Hasil dikoreksi ulang;
4) Dan belum terdapat finalitas yang bersih dari sengketa.
Maka unsur “final” sendiri menjadi problematik. Apalagi objek utama gugatan
bukan legalitas formal keputusan, melainkan, proses melawan hukum yang
menyebabkan kerugian Penggugat.
VI.DOKTRIN  ONRECHTMATIGE = OVERHEIDSDAAD TETAP  MENJADI
KEWENANGAN PN
Yurisprudensi MA Rl Nomor 66 K/Sip/1952
Menegaskan: Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan PMH oleh
penguasa;
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: meskipun dilakukan pejabat pemerintah, jika menimbulkan kerugian
perdata maka termasuk yurisdiksi Peradilan Umum;
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menegaskan: tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dapat digugat
secara perdata;
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
Menyatakan: pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
VII. DOKTRIN PARA AHLI MEMPERKUAT KOMPETENSI PN
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Tidak semua tindakan pemerintah harus diuji di PTUN. Jika
menyangkut kerugian warga negara akibat tindakan melawan hukum pemerintah,
maka Peradilan Umum tetap berwenang.”;
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “Yang diuji di PTUN adalah legalitas KTUN, bukan seluruh perilaku
pejabat pemerintahan.”;
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata
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apabila tindakannya melanggar hukum.”;

Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan wewenang dan tindakan arbitrer pemerintah
merupakan dasar gugatan PMH.”;
VIIl. PARA TERGUGAT SEDANG MENYAMARKAN PELANGGARAN DI BALIK

FORMALITAS ADMINISTRATIF
Bahwa Para Tergugat mencoba menciptakan ilusi hukum seolah-olah: “karena ada
SK maka semuanya sah.” Padahal hukum modemn tidak hanya menilai bentuk
formal administrasi, tetapi juga:

1) Faimess;

2) Due process;

3) Equality before the law;,

4) Transparansi;

5) Dan larangan abuse of power.
Jika logika Para Tergugat diterima, maka:

1) Manipulasi seleksi cukup dibungkus SK;

2) Ketidakadilan cukup disahkan administrasi;

3) Dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi kebal hukum.
Pandangan demikian jelas bertentangan dengan negara hukum (rechtstaat).

IX. JUSTRU ADANYA PERUBAHAN HASIL MENUNJUKKAN SENGKETA PMH

Bahwa perubahan:

1) Hasil ranking;

2) Hasil koreksi;

3) Serta penerbitan keputusan baru;
Menunjukkan adanya tindakan faktual yang dipersoalkan Penggugat. Karena itu
perkara ini bukan sekadar sengketa legalitas administratif, tetapi sengketa
mengenai: tindakan melawan hukum dalam proses seleksi perangkat desa.
Maijelis Hakim Yang Mulia,
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP JAWABAN PARA TERGUGAT DALAM
POKOK PERKARA
Bahwa seluruh dalil Turut Para Tergugat V dan Para Tergugat pada pokok perkara

pada prinsipnya:
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1) Tidak membantah fakta inti sengketa;

2) Justru menguatkan dalil penggugat;

3) Serta secara tidak langsung mengakui adanya tindakan yang tidak
prosedural dalam proses koreksi ulang hasil seleksi perangkat Desa
Kalijaran.

Dengan demikian jawaban Turut Para Tergugat V dan Para Tergugat semakin

mempertegas adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo;

. PARATERGUGAT SECARA TEGAS MENGAKUI TERJADI KOREKSI ULANG

Bahwa pada angka 4 dan angka 5 jawaban Para Tergugat secara terang
mengakui fakta-fakta berikut:

1) Adanya demo/protes masyarakat;

2) Adanya permintaan koreksi ulang;

3) Adanya pengecekan ulang seluruh hasil tes;

4) Adanya perubahan nilai;

5) Adanya perubahan ranking penggugat dan turut para Tergugat |;

6) Serta adanya perubahan input nilai oleh para Tergugat Il (pak anwar).
Pengakuan tersebut sangat penting secara hukum. Karena berarti: inti dalil
gugatan Penggugat mengenai adanya koreksi ulang dan perubahan hasil setelah
pengumuman resmi telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi. Dengan demikian
fokus perkara bukan lagi: apakah ada koreksi ulang, melainkan apakah koreksi
ulang tersebut sah menurut hukum atau justru merupakan Perbuatan Melawan

Hukum.

. PARA TERGUGAT JUSTRU MENGAKUI KOREKSI ULANG DILAKUKAN TANPA

DASAR YANG JELAS
Bahwa pada poin 5 huruf d jawaban Para Tergugat dinyatakan: “salah satu staf
Para Tergugat secara tegas menolak melakukan koreksi ulang karena tugas
mereka sudah selesai.” Pengakuan ini sangat menentukan. Karena berarti:

1) Bahkan pihak korektor sendiri memahami bahwa tugasnya telah selesai;

2) Tidak ada prosedur baku koreksi ulang;

3) Dan koreksi ulang dilakukan bukan karena mekanisme hukum formal,

melainkan karena:

4) “ada kesepakatan di balai desa.

Pertanyaan hukumnya sangat sederhana:
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1) Kesepakatan siapa?;

2) Berdasarkan aturan apa?;

3) Diatur dalam sop mana?;

4) Memiliki kewenangan dari mana?;
Karena negara hukum tidak boleh dijalankan berdasarkan: “kesepakatan informal”
setelah hasil resmi diumumkan. Melainkan harus berdasarkan:

1) Hukum;

2) Prosedur,;

3) Dan kepastian administrasi.
PENGAKUAN BAHWA PARA TERGUGAT MEMERINTAHKAN PENCERMATAN
ULANG MEMPERKUAT DALIL PMH
Bahwa Para Tergugat secara tegas mengakui:

1) Para Tergugat || memerintahkan pencermatan ulang;

2) Para Tergugat Il meminta korektor melihat ulang pekerjaan Penggugat dan

Turut Para Tergugat |;
3) Para Tergugat Il meminta fokus pencermatan pada pekerjaan excel bagian
RAB;

4) dan Para Tergugat |l sendiri melakukan perubahan input nilai.
Hal tersebut menunjukkan secara nyata adanya intervensi aktif panitia terhadap
hasil yang telah diumumkan. Padahal hasil sebelumnya sudah diumumkan resmi
kepada publik. Tindakan demikian jelas menimbulkan pertanyaan serius
mengenai:

1) Independensi penilaian;

2) Obijektivitas proses;

3) Dan kepastian hukum hasil seleksi.

IV.PARA TERGUGAT MENGAKUI TIDAK ADA PEDOMAN PENILAIAN YANG

TEPAT
Bahwa pada poin 5 huruf f disebutkan: “pekerjaan mereka berdua juga sama tidak
seperti pedoman penilaian yang digunakan.” Dalil ini justru semakin memperkuat
gugatan Penggugat. Karena apabila:

1) Kedua pekerjaan sama-sama tidak sesuai pedoman;

2) Namun kemudian nilai salah satu peserta diturunkan;

3) Dan ranking berubah;
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4) Maka seharusnya terdapat:

5) Standar objektif;

6) Metode penilaian baku;

7) Dan sop yang transparan.
Namun hingga saat ini Para Tergugat tetap tidak pernah mampu menunjukkan:

1) SOP koreksi ulang;

2) Dasar hukum perubahan nilai;

3) Ataupun mekanisme audit penilaian.

V. DALIL “ATAS PERINTAH PANITIA” TIDAK MENGHAPUS TANGGUNG JAWAB

HUKUM
Bahwa Para Tergugat berusaha melepaskan tanggung jawab dengan alasan:
“koreksi ulang dilakukan atas perintah dan tanggung jawab Para Tergugat | dan
Para Tergugat I.” Dalil tersebut tidak dapat menghapus tanggung jawab hukum.
Karena dalam hukum PMH: setiap pihak yang turut serta dalam tindakan yang
menimbulkan kerugian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Apalagi Para
Tergugat

1) lkut melakukan koreksi ulang;

2) lkut melakukan pencermatan ulang;

3) Dan ikut dalam proses perubahan hasil.
Dengan demikian keterlibatan Para Tergugat tetap memiliki relevansi hukum.

VI.DALIL TENTANG UNSUR PMH JUSTRU MEMPERKUAT GUGATAN

PENGGUGAT
Bahwa menariknya Para Tergugat sendiri menguraikan unsur-unsur PMH menurut
Pasal 1365 KUHPerdata. Namun justru unsur-unsur tersebut terpenuhi dalam
perkara a quo:
1. Ada perbuatan
yaitu:

a) Koreksi ulang;

b) Perubahan nilai;

c) Perubahan ranking;

d) Perubahan hasil pengumuman.
2. Ada kesalahan

karena:
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a) Tidak ada SOP;
b) Tidak ada dasar hukum jelas;
c) Dilakukan setelah pengumuman resmi;
d) Dan dilakukan melalui mekanisme informal.
3. Ada kerugian karena Penggugat:
a) Kehilangan ranking 1;
b) Kehilangan peluang diangkat;
c) Mengalami kerugian materiil dan immateriil.
4. Ada hubungan kausal karena tanpa koreksi ulang:
Penggugat tetap ranking 1.
Dengan demikian justru jawaban Para Tergugat mengkonfirmasi terpenuhinya
unsur-unsur PMH.
VII.DALIL TENTANG KERUGIAN IMMATERIIL ADALAH KELIRU
Bahwa Para Tergugat mendalilkan seolah-olah kerugian immateriil hanya berlaku
pada:
1) Kematian;
2) Luka berat;
3) Dan penghinaan.
Dalil tersebut merupakan penafsiran sempit dan sudah tidak sesuai perkembangan
hukum modern. Karena dalam praktik Mahkamah Agung:
1) penderitaan psikis;
2) rasa malu;
3) hilangnya kehormatan;
4) dan tekanan sosial,
Telah berkali-kali diakui sebagai dasar pemberian ganti rugi immateriil.
VIILYURISPRUDENSI DAN DOKTRIN
Putusan MA RI No. 3191 K/Pdt/1984
Menegaskan : Kerugian immateriil dapat diberikan atas penderitaan psikis dan
rusaknya kehormatan.
Putusan MA RI No. 580 PK/Pdt/2012
Menyatakan: Besarnya kerugian immateriil ditentukan menurut kepatutan dan rasa
keadilan hakim.
Putusan MA RI No. 650 PK/Pdt/1994
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Menegaskan: Kehilangan kesempatan yang layak dapat dinilai sebagai kerugian.
Prof. Yahya Harahap
Menyatakan: “PMH tidak harus berupa pelanggaran undang-undang tertulis
semata, tetapi juga pelanggaran asas kepatutan dan kehati-hatian.”
Prof. Subekti
Menegaskan: “Kerugian mencakup keuntungan yang sedianya dapat diperoleh.”
Prof. Rosa Agustina
Menyatakan: “Penyalahgunaan prosedur administrasi dapat melahirkan tanggung
jawab PMH.”
IXPARA TERGUGAT JUSTRU MEMBUKA FAKTA PENTING YANG

MEMPERKUAT GUGATAN
Maijelis Hakim Yang Mulia,
Sebelum jawaban ini disampaikan, perkara ini masih berada pada wilayah dalil
Penggugat Namun setelah Para Tergugat memberikan jawaban:

1) koreksi ulang terbukti terjadi;

2) perubahan ranking terbukti terjadi;

3) intervensi panitia terbukti terjadi;

4) perubahan input nilai terbukti terjadi;

5) dan tidak adanya prosedur baku semakin tampak nyata.
Dengan demikian jawaban Para Tergugat bukan melemahkan gugatan
Penggugat, melainkan justru memperkuat dan mengkonfirmasi inti gugatan
Penggugat.
Maijelis Hakim Yang Mulia,
Perkara ini kini menjadi terang.
Karena fakta-fakta yang sebelumnya didalilkan Penggugat kini telah diakui sendiri
oleh Para Tergugat. Dan dari seluruh pengakuan tersebut muncul satu pertanyaan
mendasar yang hingga hari ini tidak pernah mampu dijawab Para Tergugat:
apa dasar hukum koreksi ulang setelah hasil resmi diumumkan?

1) Tidak ada SOP.

2) Tidak ada aturan tertulis.

3) Tidak ada mekanisme formal.

4) Yang ada hanyalah:

5) “Kesepakatan di Balai Desa” dan: “permintaan Panitia.”
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Padahal negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan kehendak informal dan
perubahan hasil setelah pengumuman resmi tanpa dasar hukum yang jelas.
Karena itu sangat beralasan hukum apabila:

1) Seluruh dalil bantahan Turut Para Tergugat V dan Para Tergugat ditolak;

2) Dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

sebagian yang dianggap beralasan menurut hukum.

Para Tergugat mencoba menyembunyikan substansi pelanggaran di balik
tumpukan surat dan formalitas administratif. Namun keadilan tidak boleh berhenti
pada kulit administrasi. Yang harus diuji oleh Pengadilan adalah:

1) Apakah proses dilakukan jujur;

2) Apakah ada perlakuan adil;

3) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan;

4) Dan apakah hak Penggugat dilanggar.
Rangkaian Surat Keputusan vyang disebutkan Para Tergugat justru
memperlihatkan adanya perubahan, koreksi, dan tindakan yang patut
dipertanyakan legalitas serta integritasnya. Maka perkara ini bukan semata
sengketa administrasi negara, melainkan sengketa tentang tindakan melawan
hukum yang merugikan warga negara. Oleh karena itu sangat beralasan hukum
apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN
DITOLAK SELURUHNYA;
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga dinyatakan tetap berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya
hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara terhadap tindakan
sewenang-wenang penguasa.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGA “SELURUH
KEPUTUSAN DAN SURAT RESMI MERUPAKAN PRODUK PEJABAT
PEMERINTAHAN YANG TUNDUK PADA REZIM HUKUM ADMINISTRASI”
Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan seluruh keputusan dan surat resmi
dalam perkara a quo otomatis tunduk sepenuhnya pada rezim hukum administrasi
pemerintahan dan karenanya bukan objek kewenangan Peradilan Umum, adalah

dalil yang:
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Keliru secara teoritik;
Sesat secara konseptual;

Dangkal secara doktrinal;

A 0N -~

Dan bertentangan dengan perkembangan hukum modern serta
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalil tersebut menunjukkan seolah-olah setiap tindakan pejabat pemerintahan
menjadi “kebal” dari pengujian Peradilan Umum hanya karena dibungkus dalam
bentuk administrasi negara.

Pandangan demikian bukan hanya berbahaya bagi perlindungan hukum warga

negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat).

. PARA TERGUGAT SECARA SESAT MENYAMAKAN “PEJABAT PEMERINTAH”

DENGAN “KEBEBALAN HUKUM”
Bahwa Para Tergugat membangun logika yang salah sejak awal, yaitu: “Karena
diterbitkan pejabat pemerintahan, maka otomatis menjadi rezim hukum
administrasi.” Padahal dalam ilmu hukum modern: status pejabat bukan penentu
kompetensi absolut. Yang menentukan adalah:

1) Sifat hubungan hukumnya;

2) Substansi sengketa;

3) Jenis pelanggaran;

4) Dan petitum gugatan.
Jika logika Para Tergugat diterima, maka seluruh tindakan pejabat pemerintah:

1) Sekalipun sewenang-wenang;

2) Diskriminatif;

3) Manipulatif;

4) Bahkan merugikan rakyat;
Akan kebal dari gugatan PMH di Pengadilan Negeri hanya karena menggunakan
kop surat pemerintahan. Pandangan demikian jelas absurd dan bertentangan

dengan asas equality before the law.

. PEMERINTAH TIDAK KEBAL TERHADAP GUGATAN PMH

Dalam doktrin hukum modem berlaku prinsip “Government is not above the law.”
Pemerintah tidak berada di atas hukum. Pejabat publik tetap dapat digugat secara
perdata apabila:

1) Menyalahgunakan kewenangan;
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2) Bertindak melawan hukum;
3) Melanggar asas kepatutan;
4) Atau menimbulkan kerugian terhadap warga negara.
. DOKTRIN  ONRECHTMATIGE @ OVERHEIDSDAAD MENJADI DASAR
KEWENANGAN PN
Bahwa hukum Indonesia sejak lama mengenal dokirin: ONRECHTMATIGE
OVERHEIDSDAAD  (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa) yang
menegaskan bahwa: tindakan pemerintah yang melanggar hukum dapat digugat di
Peradilan Umum. Doktrin ini lahir dari perkembangan hukum Belanda dan diadopsi
dalam praktik peradilan Indonesia.
IV.YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG SECARA KONSISTEN MENYATAKAN
PN BERWENANG
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi akibat
perbuatan melawan hukum oleh penguasa.”
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: “Walaupun dilakukan penguasa, apabila perbuatannya menimbulkan
kerugian keperdataan, maka termasuk kewenangan Peradilan Umum.”
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: “Tindakan pemerintah yang merugikan hak warga negara dapat
digugat secara perdata.”
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
Menegaskan: “Pemerintah tidak memiliki kekebalan terhadap gugatan PMH.”
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: “Yang menentukan kompetensi bukan siapa pelakunya, tetapi
substansi sengketanya.”
Putusan MA RI No. 252 K/TUN/2000
Menyatakan: “Tidak semua tindakan pejabat pemerintahan menjadi objek
sengketa TUN.”
V. PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT KEABSAHAN FORMAL KTUN
Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak mempersoalkan:
1) Eksistensi formal administrasi;
2) Prosedur penerbitan semata;
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3) Ataupun legalitas abstrak keputusan pemerintahan.
Penggugat justru menggugat:

1) Tindakan diskriminatif;

2) Proses seleksi yang tidak fair;

3) Perubahan hasil ranking;

4) Dugaan manipulasi;

5) Penyalahgunaan kewenangan;

6) Serta kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Dengan demikian, sengketa ini adalah sengketa: PERBUATAN MELAWAN
HUKUM bukan semata sengketa legalitas administratif.

VI. REZIM HUKUM ADMINISTRASI TIDAK MENGHAPUS TANGGUNG JAWAB

PERDATA
Bahwa keberadaan hukum administrasi pemerintahan tidak menghapus tanggung
jawab perdata pejabat atau badan pemerintahan. Justru dalam negara hukum
modern berlaku prinsip: “setiap penggunaan kewenangan publik harus dapat
dimintakan pertanggungjawaban hukum.” Termasuk pertanggungjawaban:

1) Administrasi;

2) Pidana;

3) Maupun perdata.
Karena itu sangat keliru apabila Para Tergugat mencoba membenturkan secara
mutlak antara:

1) Hukum administrasi; dengan

2) Hukum perdata.
Padahal keduanya dapat berjalan paralel tergantung sifat kerugian dan bentuk
pelanggarannya.

VII.DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH DALIL PARATERGUGAT

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Tidak semua tindakan pemerintah menjadi objek PTUN. Apabila
menyangkut perbuatan melawan hukum dan kerugian warga negara, maka
Peradilan Umum berwenang.”
Prof. Indroharto
Menjelaskan: “PTUN hanya mengadili sengketa mengenai legalitas KTUN, bukan
seluruh tindakan faktual pejabat pemerintahan.”
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Prof. Utrecht
Menyatakan: “Negara dan alat-alatnya dapat dimintakan tanggung jawab perdata
apabila melakukan pelanggaran hukum terhadap warga.”
Ridwan HR
Menyatakan: “Penyalahgunaan wewenang dan tindakan arbitrer pemerintah dapat
menjadi dasar gugatan PMH.”
Sjachran Basah
Menegaskan: “Asas negara hukum menempatkan pemerintah tetap tunduk pada
hukum dan kontrol peradilan.”
VIII.FAKTA ADANYA PERUBAHAN HASIL DAN KOREKSI ULANG MENUNJUKKAN

TINDAKAN FAKTUAL, BUKAN SEMATAADMINISTRATIF
Bahwa dalam perkara a quo terdapat:

1) Perubahan hasil ranking;

2) Koreksi ulang;

3) Penerbitan keputusan perubahan;

4) Serta tindakan-tindakan faktual lainnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa yang dipersoalkan Penggugat bukan sekadar
“produk administrasi”’, melainkan: tindakan konkret yang menimbulkan kerugian
nyata. Dengan demikian sengketa ini jelas melampaui ruang lingkup penguijian

administratif formal semata.

IX.PARA TERGUGAT SEDANG BERUPAYA MENYEMBUNYIKAN PMH DI BALIK
FORMALITAS ADMINISTRASI
Bahwa secara substansial, Para Tergugat sedang berusaha:
1) membungkus tindakan yang dipersoalkan dengan formalitas administratif;
2) lalu menjadikannya tameng kompetensi absolut.
Padahal hukum tidak boleh dikalahkan oleh kosmetik administrasi. Karena apabila
setiap tindakan melawan hukum cukup dibungkus dengan SK, maka:
1) Manipulasi menjadi sah;
2) Ketidakadilan menjadi legal;
3) Dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi kebal hukum.
Pandangan demikian jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan

prinsip due process of law.
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Majelis Hakim Yang Mulia,
Perkara ini bukan sekadar tentang surat-menyurat pemerintahan. Perkara ini
adalah tentang:

1) Keadilan;

2) Integritas proses seleksi;

3) Penyalahgunaan kewenangan;

4) Dan perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang

penguasa.

Para Tergugat mencoba menyederhanakan persoalan dengan mengatakan:
‘karena diterbitkan pejabat pemerintah, maka otomatis menjadi hukum
administrasi.” Padahal hukum tidak sesempit itu. Yang diuji Pengadilan bukan
hanya bentuk administrasinya, tetapi:

1) Apakah tindakan tersebut jujur;

2) Adil;

3) Transparan;

4) Tidak diskriminatif;

5) Dan tidak merugikan hak warga negara secara melawan hukum.
Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila: EKSEPSI KOMPETENSI
ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA.
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga dinyatakan tetap berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo.
Demikian disampaikan demi tegaknya hukum, keadilan, dan prinsip bahwa
kekuasaan pemerintahan tidak boleh berada di atas hukum.

A.1. Para Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan

BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
STATUS PARA TERGUGAT SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAHAN
Bahwa dalil Para Tergugat yang menekankan status Para Tergugat Il sebagai
Kepala Desa serta Para Tergugat | dan Il sebagai Panitia Pengisian Perangkat
Desa yang menjalankan kewenangan administrasi pemerintahan, sama sekali
tidak serta-merta menghilangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk
memeriksa perkara a quo. Justru dalil tersebut menunjukkan adanya pengakuan
tegas bahwa:
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1) PARA TERGUGAT MENGGUNAKAN KEWENANGAN PUBLIK;
2) MENJALANKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN,;
3) DAN MENGENDALIKAN PROSES SELEKSI PERANGKAT DESA.
Sehingga apabila dalam penggunaan kewenangan tersebut terjadi:
1) Penyalahgunaan kewenangan;
2) Tindakan sewenang-wenang;
3) Pelanggaran asas keadilan;
4) Maladministrasi;
5) Diskriminasi;
6) Atau perbuatan melawan hukum yang merugikan warga negara;
Maka Para Tergugat tetap tunduk pada prinsip pertanggungjawaban hukum,
termasuk pertanggungjawaban perdata di hadapan Pengadilan Negeri.
STATUS SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH TIDAK MENIMBULKAN
KEKEBALAN HUKUM
Bahwa konstruksi dalil Para Tergugat secara implisit hendak membangun asumsi
sesat: “karena bertindak sebagai pejabat pemerintahan, maka tidak dapat digugat
secara perdata.” Pandangan demikian jelas bertentangan dengan prinsip: Equality
Before The Law yang dijamin dalam:
1) Pasal 27 ayat (1) uud 1945;
2) Prinsip negara hukum (rechtstaat);
3) Serta asas akuntabilitas pemerintahan.
Dalam negara hukum, tidak ada satu pun pejabat yang kebal hukum. Jabatan
publik bukan tameng untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan melawan

hukum.

. JUSTRU KARENA BERTINDAK SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH, MAKA

PARA TERGUGAT TERIKAT ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
Bahwa Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
mengatur: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), meliputi:

1) KEPASTIAN HUKUM;

2) KEMANFAATAN;

3) KETIDAKBERPIHAKAN;

4) KECERMATAN;

5) TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,;
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6) KETERBUKAAN,;
7) KEPENTINGAN UMUM,;
8) PELAYANAN YANG BAIK.
Apabila asas-asas tersebut dilanggar, maka tindakan pejabat pemerintahan dapat
dinyatakan melawan hukum. Dengan demikian, dalil Para Tergugat justru
memperkuat dasar gugatan Penggugat. Karena Penggugat mendalilkan adanya:
1) Ketidakobjektifan;
2) Perubahan hasil;
3) Tindakan tidak transparan;
4) Serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam seleksi perangkat desa.
[I.PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT PRIBADI PARA TERGUGAT, MELAINKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA
Bahwa Penggugat memahami benar Para Tergugat bertindak dalam jabatan
pemerintahan. Namun yang dipersoalkan bukan identitas personalnya, melainkan:
tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam penggunaan kewenangan
jabatan. Oleh karena itu sangat keliru apabila Para Tergugat mencoba
membenturkan antara:
1) Kapasitas jabatan; dengan
2) Kemungkinan adanya PMH.
Karena justru doktrin Onrechtmatige Overheidsdaad mengatur mengenai:
PMH yang dilakukan oleh penguasa/pejabat pemerintahan.
IV.DOKTRIN ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD SECARA TEGAS MENGAKUI
GUGATAN PMH TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH
Bahwa dalam perkembangan hukum administrasi modern pemerintah dapat
dimintai pertanggungjawaban perdata atas penggunaan kewenangannya yang
melanggar hukum. Hal ini merupakan prinsip universal negara hukum.
V. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG SECARA TEGAS MEMBOLEHKAN
GUGATAN PMH TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: “Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan PMH oleh
penguasa.”
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: “Walaupun dilakukan oleh pejabat pemerintah, apabila menimbulkan
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kerugian terhadap warga negara maka termasuk kewenangan Peradilan Umum.”
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: “Pemerintah dapat digugat secara perdata atas tindakan melawan
hukum.”
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
Menegaskan: “Tidak ada kekebalan pemerintah terhadap gugatan PMH.”
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: “Yang menentukan kompetensi adalah substansi sengketa, bukan
status pejabatnya.”
VI.KEWENANGAN ADMINISTRASI TIDAK MENGHAPUS TANGGUNG JAWAB
PERDATA
Bahwa benar Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan. Benar pula Panitia
bertindak berdasarkan SK Kepala Desa. Namun fakta tersebut tidak otomatis:
1) Menghapus kemungkinan penyalahgunaan kewenangan;
2) Menghilangkan hak warga menggugat;
3) Atau menutup yurisdiksi pengadilan negeri.
Karena hukum administrasi dan hukum perdata dapat berjalan paralel. Apabila
tindakan administrasi:
1) Melanggar hukum;
2) Menimbulkan kerugian;
3) Dan mencederai hak subjektif warga negara;
4) Maka dapat digugat secara PMH.
VII.PANITIA BUKAN ORGAN YANG KEBAL DARI PENGUJIAN HUKUM
Bahwa Para Tergugat | dan Il tidak dapat berlindung di balik dalil “bertindak atas
nama Panitia”. Karena:
1) Setiap pelaksanaan kewenangan publik wajib tunduk pada hukum;
2) Setiap tindakan administratif wajib akuntabel;
3) Dan setiap penggunaan kewenangan dapat diuji apabila merugikan warga
negara.
Jika tidak demikian, maka:
1) Seluruh tindakan sewenang-wenang cukup dilegalkan dengan SK panitia;
2) Seluruh manipulasi cukup dibungkus administrasi;
3) Dan hukum kehilangan fungsi perlindungannya.
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VII.LDOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH DALIL PARATERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila
penggunaan kewenangannya melanggar hak warga negara.”
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “Tidak semua tindakan pejabat pemerintahan merupakan objek
eksklusif PTUN.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Negara dan pejabat administrasi tetap tunduk pada prinsip tanggung
jawab hukum.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk perbuatan
melawan hukum oleh pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Kekuasaan pemerintahan harus dapat diuji oleh peradilan agar tidak
berubah menjadi kesewenang-wenangan.”
IXPARA TERGUGAT SEDANG BERUPAYA MENJADIKAN STATUS JABATAN

SEBAGAI TAMENG HUKUM
Bahwa inti sesungguhnya dari dalil Para Tergugat adalah: “karena kami pejabat
pemerintah, maka gugatan ini tidak boleh diperiksa PN.” Pandangan demikian jelas
bertentangan dengan prinsip negara hukum. Karena dalam negara demokratis:

1) Jabatan bukan privilege untuk melanggar hukum;

2) Kewenangan bukan lisensi bertindak sewenang-wenang;

3) Dan administrasi bukan alat untuk menutupi ketidakadilan.
Maijelis Hakim Yang Mulia,
Penggugat tidak pernah mempersoalkan bahwa Para Tergugat adalah pejabat
pemerintahan. Yang dipersoalkan adalah:

1) Bagaimana kewenangan itu digunakan;

2) Apakah dijalankan secara jujur;

3) Apakah proses seleksi dilakukan adil;

4) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan apakah hak penggugat dirugikan secara melawan hukum.
Justru karena Para Tergugat adalah pejabat pemerintahan, maka mereka wajib
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tunduk lebih ketat pada:

1) Asas keadilan;

2) Transparansi;

3) Obijektivitas;

4) Dan akuntabilitas hukum.
Negara hukum tidak mengenal pejabat yang kebal terhadap gugatan warga
negara. Karena itu sangat beralasan hukum apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA;
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo.
Demikian disampaikan demi tegaknya hukum dan perlindungan warga negara dari
tindakan sewenang-wenang dalam penggunaan kekuasaan pemerintahan.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
DASAR HUKUM PUBLIK TINDAKAN PARA TERGUGAT
Bahwa dalil Para Tergugat yang menguraikan berbagai peraturan perundang-
undangan publik sebagai dasar tindakan Para Tergugat sama sekali tidak serta-
merta membuktikan bahwa perkara a quo menjadi kewenangan absolut Peradilan
Tata Usaha Negara. Sebaliknya, dalil tersebut justru semakin menegaskan bahwa:

1) Para Tergugat adalah penyelenggara kekuasaan publik;

2) Menjalankan kewenangan yang dibatasi hukum;

3) Terikat asas-asas pemerintahan yang baik;

4) Dan karenanya waijib bertanggung jawab apabila kewenangan tersebut

digunakan secara melawan hukum.

Dengan demikian, penyebutan berbagai undang-undang dan peraturan
administratif oleh Para Tergugat tidak menghapus kemungkinan adanya:

1) Perbuatan melawan hukum;

2) Penyalahgunaan kewenangan;

3) Tindakan diskriminatif;

4) Maladministrasi;

5) Maupun kerugian keperdataan yang dialami Penggugat.
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PARA TERGUGAT KELIRU MENYAMAKAN “‘DASAR HUKUM PUBLIK”
DENGAN “KEKEBALAN DARI GUGATAN PMH”
Bahwa logika Para Tergugat pada pokoknya adalah: “karena tindakan kami
bersumber dari peraturan publik, maka otomatis hanya tunduk pada rezim
administrasi negara.” Logika demikian sangat keliru. Karena dalam negara hukum
modern: setiap penggunaan kewenangan publik tetap tunduk pada pengawasan
hukum dan pertanggungjawaban hukum. Termasuk pertanggungjawaban:

1) Administrasi;

2) Pidana;

3) Maupun perdata.
Jika logika Para Tergugat diterima, maka setiap tindakan sewenang-wenang
pemerintah cukup diberi dasar peraturan untuk menjadi kebal hukum. Pandangan
demikian jelas bertentangan dengan:

1) Prinsip negara hukum (rechtstaat);

2) Asas akuntabilitas;

3) Dan prinsip equality before the law.

. SUMBER KEWENANGAN PUBLIK TIDAK MENGHAPUS KEMUNGKINAN PMH

Bahwa benar tindakan Para Tergugat bersumber dari:
1) UU DESA;
2) UU PEMERINTAHAN DAERAH;
3) PP;
4) PERMENDAGRI;
5) MAUPUN PERDA KABUPATEN PURBALINGGA.
Namun seluruh peraturan tersebut justru mewajibkan:
1) Objektivitas;
2) Transparansi;
3) Profesionalitas;
4) Netralitas;
5) Dan kepastian hukum.
Apabila kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut digunakan secara:
1) Sewenang-wenang;
2) Diskriminatif;
3) Tidak transparan;
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4) Atau menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan;

5) Maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai.

6) Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

[Il. HUKUM ADMINISTRASI TIDAK MENIADAKAN HUKUM PERDATA
Bahwa Para Tergugat mencoba membangun dikotomi palsu seolah-olah jika ada
hukum administrasi maka hukum perdata gugur. Padahal secara doktrinal:

1) Hukum administrasi mengatur kewenangan;

2) Sedangkan hukum perdata mengatur pertanggungjawaban kerugian.
Keduanya dapat berjalan paralel. Karena itu, meskipun suatu tindakan dilakukan
berdasarkan kewenangan publik, apabila tindakan tersebut:

1) Melanggar hukum;

2) Melampaui kewenangan;

3) Menyalahgunakan kewenangan;

4) Atau merugikan hak subjektif warga negara;

5) Maka tetap dapat digugat secara PMH di pengadilan negeri.

IV.JUSTRU PERATURAN YANG DISEBUT PARA TERGUGAT MENGIKAT PARA
TERGUGAT UNTUK BERTINDAK ADIL DAN TIDAK SEWENANG-WENANG
Bahwa seluruh regulasi yang disebutkan Para Tergugat pada hakikatnya bukan
alat pembenar tindakan, melainkan batas hukum bagi penggunaan kewenangan.
Misalnya: UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 10 mengatur: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni:

1) Kepastian hukum;

2) Kemanfaatan;

3) Ketidakberpihakan;

4) Kecermatan;

5) Tidak menyalahgunakan kewenangan;

6) Keterbukaan;

7) Pelayanan yang baik.

Jika asas-asas tersebut dilanggar, maka tindakan pejabat pemerintahan menjadi
cacat hukum. Dengan demikian, dalil Para Tergugat justru memperkuat dalil
Penggugat mengenai adanya:

1) Ketidakobjektifan;

2) Perubahan hasil;
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3) Dugaan manipulasi;

4) Dan ketidaktransparanan dalam proses seleksi.

V. PERATURAN PUBLIK BUKAN TAMENG UNTUK MELINDUNGI TINDAKAN
MELAWAN HUKUM
Bahwa hukum administrasi tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk menutupi
ketidakadilan. Karena apabila setiap tindakan yang didasarkan pada peraturan
publik otomatis dianggap kebal dari gugatan PMH, maka:
1) Penyalahgunaan jabatan menjadi sah;
2) Manipulasi administrasi menjadi legal;
3) Dan rakyat kehilangan perlindungan hukum.
Pandangan demikian sangat berbahaya bagi prinsip demokrasi dan negara
hukum.
VI.YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENEGASKAN PMH PEMERINTAH
TETAP MENJADI KEWENANGAN PN
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: “Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan PMH oleh
penguasa.”
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: “Walaupun dilakukan dalam kapasitas pemerintahan, apabila
menimbulkan kerugian perdata maka termasuk kewenangan Peradilan Umum.”
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: “Pemerintah dapat digugat secara perdata apabila tindakannya
melanggar hukum.”
Putusan MARI No. 701 K/Sip/1974
Menegaskan: “Negara tidak kebal terhadap gugatan PMH.”
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: “Yang menentukan kompetensi adalah substansi sengketa, bukan
dasar kewenangan administratifnya.”
VII.DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH DALIL PARA TERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Penggunaan kewenangan publik yang melanggar hak warga negara
dapat menimbulkan tanggung jawab perdata pemerintah.”
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Prof. Indroharto
Menjelaskan: “Tidak semua sengketa yang melibatkan pejabat administrasi
menjadi kompetensi PTUN.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Negara dapat dimintakan tanggung jawab perdata atas tindakan
aparatnya.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan wewenang adalah bentuk perbuatan melawan
hukum pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Kekuasaan administrasi harus tunduk pada kontrol hukum demi
mencegah kesewenang-wenangan.”
VIILPOKOK  GUGATAN  PENGGUGAT  ADALAH KERUGIAN DAN

KETIDAKADILAN, BUKAN SEMATA KEABSAHAN ADMINISTRATIF
Bahwa yang dipersoalkan Penggugat bukan sekadar keberadaan peraturan-
peraturan tersebut. Melainkan bagaimana peraturan itu diterapkan. Karena
sekalipun kewenangan diberikan oleh undang-undang, pelaksanaannya tetap tidak
boleh:

1) Diskriminatif;

2) Manipulatif;

3) Tidak objektif;

4) Atau merugikan hak warga negara.
Dengan demikian perkara ini bukan murni sengketa legalitas administratif, tetapi
sengketa mengenai penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian
hukum terhadap Penggugat.

IX.PARA TERGUGAT SEDANG MENYEMBUNYIKAN SUBSTANSI

PELANGGARAN DI BALIK TUMPUKAN REGULASI
Bahwa Para Tergugat berupaya menciptakan kesan seolah-olah “karena kami
bertindak berdasarkan undang-undang, maka tindakan kami pasti benar.” Padahal
hukum tidak menilai hanya:

1) Sumber kewenangan; tetapi juga:

2) Cara kewenangan digunakan.
Sebab kekuasaan yang sah sekalipun dapat berubah menjadi melawan hukum
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apabila dijalankan secara sewenang-wenang.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Tidak ada seorang pun yang mempersoalkan bahwa Para Tergugat memiliki dasar
hukum administratif dalam menjalankan proses pengisian perangkat desa. Namun
yang dipersoalkan Penggugat adalah:

1) Apakah kewenangan itu digunakan secara jujur;

2) Apakah proses dilakukan adil;

3) Apakah hasil seleksi transparan;

4) Dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan yang merugikan

Penggugat.

Undang-undang dan peraturan bukan tameng untuk melindungi ketidakadilan.
Justru seluruh peraturan yang dikutip Para Tergugat mewajibkan mereka
bertindak:

1) Objektif;

2) Profesional;

3) Netral;

4) Dan tidak menyalahgunakan kewenangan;

5) Karena itu sangat beralasan hukum apabila.
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA;
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo.
Demikian disampaikan demi tegaknya hukum dan perlindungan warga negara dari
penyalahgunaan kekuasaan yang berlindung di balik formalitas administrasi
pemerintahan.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT
BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (2) HURUF b UU NOMOR 3 TAHUN 2024
Bahwa dalil Para Tergugat yang mendasarkan kewenangan Kepala Desa pada
Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sama sekali tidak
membuktikan bahwa seluruh tindakan Para Tergugat otomatis sah, benar, bebas
dari cacat hukum, dan kebal dari pengujian Pengadilan Negeri. Sebaliknya, norma
tersebut justru menegaskan bahwa:
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1) Kewenangan Kepala Desa adalah kewenangan yang dibatasi hukum;
2) Harus dilaksanakan sesuai asas legalitas;
3) Wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4) Dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang maupun melawan
hukum.
Dengan demikian, penggunaan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa oleh Para
Tergugat justru semakin menegaskan adanya kewajiban hukum yang harus
dipertanggungjawabkan apabila pelaksanaan kewenangan tersebut merugikan hak
warga negara.
. PARA TERGUGAT SECARA KELIRU MENAFSIRKAN “KEWENANGAN”
SEBAGAI “KEBEBASAN TANPA BATAS”
Bahwa Para Tergugat mencoba membangun logika “karena Kepala Desa diberi
kewenangan mengusulkan pengangkatan perangkat desa, maka seluruh tindakan
dalam proses tersebut otomatis menjadi domain administrasi yang tidak dapat diuji
PMH.” Logika demikian jelas keliru. Karena dalam hukum administrasi modern
setiap kewenangan selalu dibatasi hukum. Kewenangan bukan hak absolut.
Kewenangan adalah:
1) Amanah hukum;
2) Mandat publik;
3) Yang penggunaannya waijib:
a) OBJEKTIF;
b) TRANSPARAN,;
c) AKUNTABEL;
d) DAN TIDAK DISKRIMINATIF.
Jika kewenangan digunakan menyimpang dari tujuan pemberiannya, maka lahirlah
penyalahgunaan wewenang (abuse of power/detournement de pouvoir) yang
merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.
[l. PASAL 26 UU DESA TIDAK MEMBERIKAN KEKEBALAN HUKUM
Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa hanya mengatur adanya kewenangan
Kepala Desa mengusulkan pengangkatan perangkat desa kepada Bupati/\Wali
Kota. Namun norma tersebut sama sekali:
1) Tidak memberikan kekebalan hukum;
2) Tidak menghapus hak warga menggugat;
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3) Tidak meniadakan prinsip akuntabilitas;
4) Dan tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang.
Karena dalam negara hokum setiap penggunaan kewenangan publik harus dapat
diuji legalitas dan keadilannya.
lI.YANG DIPERSOALKAN PENGGUGAT BUKAN ADANYA KEWENANGAN,
MELAINKAN PENYALAHGUNAANNYA
Bahwa Penggugat tidak pernah membantah bahwa Kepala Desa memiliki
kewenangan administratif. Yang dipersoalkan Penggugat adalah:
1) Bagaimana kewenangan itu dijalankan;
2) Apakah proses seleksi dilakukan fair;
3) Apakah ada perlakuan diskriminatif;
4) Apakah ada perubahan hasil yang tidak transparan;
5) Apakah terdapat tindakan manipulatif;
6) Dan apakah hak Penggugat dirugikan secara melawan hukum.
Dengan demikian perkara ini bukan sengketa mengenai “ada atau tidak adanya
kewenangan”, melainkan sengketa mengenai penyalahgunaan kewenangan yang
menimbulkan kerugian hukum.
IV.KEWENANGAN ADMINISTRATIF YANG DISALAHGUNAKAN DAPAT MENJADI
PMH
Bahwa menurut Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan
wewenang. Pasal tersebut menegaskan larangan:
1) Melampaui wewenang;
2) Mencampuradukkan wewenang;
3) Bertindak sewenang-wenang.
Apabila larangan tersebut dilanggar, maka tindakan pejabat pemerintahan menjadi
cacat hukum. Dengan demikian, dalil Para Tergugat justru membuka fakta bahwa:
1) Para Tergugat menggunakan kewenangan publik;
2) Sehingga penggunaannya wajib tunduk pada larangan abuse of power.
V. REKOMENDASI BUPATI BUKAN LEGITIMASI TERHADAP SELURUH
TINDAKAN PANITIA
Bahwa persetujuan atau rekomendasi Bupati:
1) Bukan alat pemutih hukum;
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2) Bukan stempel pembenar atas seluruh proses;

3) Dan bukan jaminan bahwa seluruh tindakan panitia pasti sah.
Karena rekomendasi administratif tidak menghapus kemungkinan:

1) Rekayasa proses;

2) Ketidakobjektifan;

3) Manipulasi hasil;

4) Perubahan ranking;

5) Atau tindakan diskriminatif.
Apalagi fakta perkara menunjukkan adanya:

1) Perubahan hasil perengkingan;

2) Koreksi ulang;

3) Dan keputusan perubahan hasil seleksi.
Yang justru memperlihatkan adanya tindakan faktual yang patut diuji secara
hukum.

VI.DOKTRIN PENYALAHGUNAAN WEWENANG MEMBANTAH DALIL PARA
TERGUGAT
Dalam doktrin hukum administrasi dikenal prinsi Detournement de Pouvoir yakni:
Penggunaan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian
kewenangan. Juga dikenal: Abuse of Power yakni:
penggunaan jabatan secara tidak jujur, tidak adil, atau melampaui asas kepatutan.
Apabila hal tersebut terjadi, maka pejabat pemerintahan dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum.
VIL.YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENEGASKAN PEMERINTAH DAPAT

DIGUGAT PMH
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menyatakan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menegaskan: Meskipun tindakan dilakukan dalam kapasitas pemerintahan, apabila
menimbulkan kerugian maka termasuk yurisdiksi Peradilan Umum.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: Tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dapat digugat
secara perdata.
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
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Menegaskan: Pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan jabatan
pelakunya.
VIII. DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH DALIL PARA TERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Kewenangan pemerintahan harus digunakan sesuai tujuan
pemberiannya dan tunduk pada prinsip akuntabilitas hukum.”
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “Tidak semua penggunaan kewenangan administrasi menjadi objek
eksklusif PTUN.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pemerintah dapat dimintakan tanggung jawab apabila penggunaan
kewenangannya merugikan warga negara.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan kewenangan adalah bentuk perbuatan melawan
hukum pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Negara hukum menuntut setiap kekuasaan dapat diuji oleh
peradilan.”
IXPARA  TERGUGAT @ BERUSAHA  MENYEMBUNYIKAN  SUBSTANSI
KETIDAKADILAN DI BALIK NORMA KEWENANGAN
Bahwa Para Tergugat hanya sibuk menunjukkan:
1) Adanya kewenangan Kepala Desa;
2) Adanya rekomendasi Bupati;
3) Dan adanya dasar normatif administratif.
Namun Para Tergugat sengaja menghindari pertanyaan paling substansial:
1) Apakah proses dilakukan adil?
2) Apakah hasil seleksi objektif?
3) Mengapa ranking berubah?
4) Mengapa ada koreksi ulang?
5) Apakah hak penggugat dilindungi?
Karena sesungguhnya inti perkara bukan “siapa yang berwenang”, melainkan
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apakah kewenangan itu digunakan secara benar atau disalahgunakan.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Kewenangan bukan mahkota kekebalan hukum. Kewenangan adalah amanah
yang dibatasi hukum dan keadilan.
Pasal 26 UU Desa memang memberi kewenangan kepada Kepala Desa untuk
mengusulkan pengangkatan perangkat desa.
Namun undang-undang tidak pernah memberi hak kepada siapa pun untuk:

1) Bertindak sewenang-wenang;

2) Memanipulasi proses;

3) Mengubah hasil secara tidak transparan;

4) Atau merugikan hak warga negara.
Karena itu, dalil Para Tergugat yang berlindung di balik Pasal 26 UU Desa sama
sekali tidak menghapus adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan

perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu sangat beralasan hukum apabila:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT
DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA;
dan:

Pengadilan Negeri Purbalingga tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya hukum, keadilan,
dan prinsip bahwa kekuasaan pemerintahan tidak boleh berubah menjadi alat
kesewenang-wenangan.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
“IMPLIKASI YURIDIS” REKOMENDASI BUPATI
Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan rangkaian pengisian perangkat Desa
Kalijaran “bermuara” pada surat rekomendasi persetujuan Bupati sehingga seluruh
proses menjadi murni tindakan administrasi pemerintahan, adalah dalil yang:
1) Keliru secara hukum;
2) Menyesatkan secara logika;
3) Dan gagal memahami perbedaan antara:
a) Sumber kewenangan administratif;
b) Dengan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan
kewenangan tersebut.

Justru keberadaan rekomendasi Bupati semakin menegaskan bahwa proses
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pengisian perangkat desa wajib:

1) Tunduk pada hukum;

2) Transparan;

3) Objektif;

4) Akuntabel;

5) Dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, dalil Para Tergugat sama sekali tidak menghapus adanya dugaan
perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proses seleksi.
PARA TERGUGAT KELIRU MENAFSIRKAN REKOMENDASI BUPATI SEBAGAI
“LEGALISASI MUTLAK”
Bahwa Para Tergugat berusaha membangun kesan seolah-olah “karena ada
rekomendasi Bupati, maka seluruh proses otomatis sah dan hanya menjadi
domain hukum administrasi.” Pandangan demikian sangat keliru. Karena
rekomendasi Bupati:

1) Bukan alat legitimasi terhadap seluruh tindakan panitia;

2) Bukan jaminan bahwa seluruh proses bebas cacat hukum;

3) Dan bukan tameng untuk menghindari pengujian Pmh.
Rekomendasi administratif hanya merupakan syarat formal kewenangan, bukan

pembenar terhadap seluruh tindakan faktual dalam pelaksanaan seleksi.

. REKOMENDASI BUPATI TIDAK MENGHAPUS KEMUNGKINAN

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
Bahwa sekalipun Kepala Desa memperoleh persetujuan Bupati untuk melakukan
penjaringan dan penyaringan perangkat desa, namun pelaksanaan proses
tersebut tetap wajib tunduk pada:

1) Asas objektivitas;

2) Asas transparansi;

3) Asas fair play;

4) Asas kepastian hukum;

5) Dan larangan penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, apabila dalam pelaksanaannya terjadi:

1) Perubahan ranking;

2) Koreksi ulang yang tidak transparan;

3) Perlakuan diskriminatif;
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4) Manipulasi hasil;
5) Atau tindakan tidak objekiif,
Maka tindakan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).
[I.YANG DIGUGAT PENGGUGAT BUKAN REKOMENDASI BUPATI, MELAINKAN
TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
Bahwa Penggugat tidak permah mempersoalkan kewenangan Bupati memberikan
rekomendasi. Penggugat juga tidak menggugat:
1) Kewenangan Kepala Desa;
2) Eksistensi formal rekomendasi;
3) Maupun norma administratifnya.
Yang dipersoalkan Penggugat adalah:
1) Bagaimana kewenangan tersebut dijalankan;
2) Bagaimana proses seleksi dilakukan;
3) Mengapa hasil berubah;
4) Mengapa ranking dikoreksi;
5) Dan apakah proses berjalan jujur serta adil.
Dengan demikian, objek sengketa bukan legalitas rekomendasi Bupati, melainkan
tindakan faktual yang menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat.
IV.REKOMENDASI BUPATI HANYA MEMBERI IZIN PROSES, BUKAN
MENENTUKAN KEBENARAN HASIL
Bahwa secara normatif, rekomendasi Bupati hanya berkaitan dengan:
1) Persetujuan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan;
2) Serta persetujuan calon yang diusulkan.
Namun rekomendasi tersebut tidak berarti:
1) Seluruh tindakan panitia pasti benar;
2) Seluruh hasil seleksi otomatis sah;
3) Atau seluruh proses steril dari penyimpangan.
Karena legalitas formal administrasi tidak identik dengan keadilan substantif.
V.PARA TERGUGAT SECARA TIDAK LANGSUNG MENGAKUI ADANYA HIRARKI
KEWENANGAN PUBLIK YANG JUSTRU MEMPERKUAT KEWAJIBAN
AKUNTABILITAS
Bahwa dengan mengakui adanya keterlibatan Bupati, Kepala Desa, dan Panitia,
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maka Para Tergugat secara tidak langsung mengakui bahwa:
1) Proses pengisian perangkat desa adalah pelaksanaan kekuasaan publik;
2) Sehingga wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas pemerintahan.
Dalam negara hokum semakin besar kewenangan publik, semakin besar pula
kewajiban pertanggungjawaban hukumnya bukan sebaliknya.
VI.DOKTRIN HUKUM ADMINISTRASI TIDAK MEMBENARKAN
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
Dalam hukum administrasi dikenal prinsip:
Detournement de Pouvoir yakni: penggunaan kewenangan untuk tujuan
menyimpang dari maksud pemberiannya.
Juga dikenal:
Abuse of Power yakni: penggunaan jabatan secara tidak adil, diskriminatif, atau
sewenang-wenang.
Apabila hal tersebut terjadi, maka tindakan administrasi kehilangan legitimasi
hukumnya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.
VILPASAL 17 UU  ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MELARANG
PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
Larangan tersebut meliputi:
1) Melampaui wewenang;
2) Mencampuradukkan wewenang;
3) Bertindak sewenang-wenang.
Dengan demikian, sekalipun terdapat rekomendasi Bupati, Para Tergugat tetap
tidak boleh:
1) Bertindak tidak objektif;
2) Mengubah hasil secara tidak transparan;
3) Atau merugikan hak warga negara.
VIILYURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENEGASKAN PEMERINTAH TETAP
DAPAT DIGUGAT PMH
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menyatakan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
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Menegaskan: Walaupun dilakukan dalam kapasitas pemerintahan, apabila
menimbulkan kerugian maka termasuk kewenangan Peradilan Umum.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: Tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dapat digugat
secara perdata.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan bentuk formal
kewenangannya.
IX.DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH LOGIKA PARA TERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Legalitas kewenangan tidak menghapus tanggung jawab hukum
atas penyalahgunaan kewenangan.”
Prof. Indroharto
Menjelaskan: “Yang diuji dalam PTUN adalah legalitas KTUN, bukan seluruh
tindakan faktual pemerintahan.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Negara dapat dimintakan tanggung jawab apabila penggunaan
kewenangannya merugikan warga negara.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk perbuatan
melawan hukum pemerintah.”
X. PARA TERGUGAT BERUSAHA MENUTUPI SUBSTANSI KETIDAKADILAN
DENGAN FORMALITAS BIROKRASI
Bahwa seluruh argumentasi Para Tergugat hanya berputar pada:
1) Siapa yang memberi rekomendasi;
2) Siapa yang mengeluarkan sk;
3) Dan siapa pejabat yang berwenang.
Namun Para Tergugat sengaja menghindari pertanyaan substansial:
1) Apakah proses seleksi dilakukan jujur?
2) Apakah ranking diubah secara fair?
3) Apakah koreksi ulang dilakukan transparan?
4) Apakah hak penggugat dilindungi?
Karena sesungguhnya inti perkara bukan tentang eksistensi rekomendasi Bupati,
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melainkan dugaan tindakan melawan hukum dalam pelaksanaan proses seleksi
perangkat desa.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Rekomendasi Bupati bukan mahkota kekebalan hukum.
Rekomendasi administratif bukan alat pencuci dosa terhadap tindakan yang
melanggar asas keadilan.
Justru karena proses pengisian perangkat desa dilakukan berdasarkan
kewenangan publik, maka proses tersebut wajib dijalankan:

1) Objektif;

2) Transparan;

3) Jujur;

4) Dan tidak diskriminatif.
Penggugat tidak menggugat kewenangan Bupati.
Penggugat menggugat dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan
proses seleksi yang merugikan hak Penggugat.
Karena itu sangat beralasan hukum apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA;
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya
hukum dan perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang
berlindung di balik formalitas birokrasi pemerintahan.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT
BERDASARKAN KONSIDERANS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019
Bahwa dalil Para Tergugat yang mendasarkan eksepsi kompetensi absolut pada
konsiderans menimbang huruf a PERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah dalil yang:

1) Tidak utuh;

2) Parsial;

3) Menyesatkan;

4) Serta gagal memahami konstruksi hukum kewenangan mengadili secara

sistematis.

Para Tergugat secara sengaja hanya mengambil sepenggal konsiderans PERMA
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untuk menciptakan kesan seolah-olah:
“setiap gugatan PMH terhadap pejabat pemerintahan otomatis menjadi
kewenangan mutlak PTUN.” Padahal penafsiran demikian tidak perah dinyatakan

secara absolut dalam PERMA maupun dalam UU Administrasi Pemerintahan.

. KONSIDERANS PERMA BUKAN NORMA ABSOLUT YANG MENGHAPUS

KEWENANGAN PN
Bahwa konsiderans “menimbang” dalam suatu peraturan bukan norma operasional
yang berdiri sendiri. Konsiderans hanya berfungsi:
1) Menjelaskan latar belakang;
2) Tujuan pembentukan;
3) Dan arah pengaturan.
Karena itu konsiderans tidak dapat ditafsirkan secara terpisah lalu dijadikan dasar
mutlak untuk:
1) Menutup kewenangan Pengadilan Negeri;
2) Menghapus gugatan PMH;
3) Atau meniadakan Pasal 1365 KUHPerdata.
Apalagi dalam hierarki hukum:
PERMA bukan undang-undang. PERMA hanya bersifat:
1) Regulasi internal teknis yudisial;

2) Bukan pembentuk kewenangan absolut baru.

. PARA  TERGUGAT SECARA  SESAT MENAFSIRKAN FRASA

“ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD’

Bahwa Para Tergugat mencoba menggiring makna seluruh Onrechtmatige
Overheidsdaad = mutlak PTUN.

Padahal dalam doktrin hukum klasik maupun praktik peradilan Indonesia, istilah
Onrechtmatige Overheidsdaad justru sejak awal dikenal sebagai gugatan PMH
terhadap pemerintah di Peradilan Umum doktrin tersebut lahir dari perkembangan
hukum perdata Belanda dan telah lama diterapkan dalam yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, sangat ironis apabila
Para Tergugat menggunakan istilah yang secara historis lahir dalam rezim PMH
perdata, tetapi dipelintir untuk menutup yurisdiksi Peradilan Umum.

PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TIDAK MENGHAPUS PASAL 1365
KUHPERDATA
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Bahwa sampai hari ini:
Pasal 1365 KUHPerdata tetap berlaku penuh. Yang menyatakan “Tiap perbuatan
melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti
kerugian. "Tidak ada satu pun ketentuan dalam:

1) UU administrasi pemerintahan;

2) UU PTUN;

3) Maupun Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang secara eksplisit mencabut

keberlakuan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap pemerintah.

Karena itu gugatan PMH terhadap pemerintah tetap dimungkinkan sepanjang:

1) Menyangkut kerugian keperdataan;

2) Tindakan faktual,

3) Penyalahgunaan kewenangan;

4) Atau pelanggaran hak subjektif warga negara.

IV. PERKARA A QUO TIDAK MURNI MEMINTA PEMBATALAN KTUN

Bahwa substansi gugatan Penggugat bukan semata-mata:

1) Meminta pembatalan keputusan administratif;

2) Atau pengujian formal legalitas KTUN.
Melainkan menggugat:

1) Tindakan tidak fair;

2) Perubahan ranking;

3) Koreksi ulang;

4) Dugaan manipulasi;

5) Penyalahgunaan kewenangan;

6) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Dengan demikian perkara a quo tidak dapat direduksi menjadi sengketa TUN
murni.
Karena yang disengketakan adalah tindakan faktual dan akibat melawan hukum
yang timbul dari proses seleksi.

V. KOMPETENSI DITENTUKAN OLEH SUBSTANSI GUGATAN, BUKAN STATUS

PEJABAT
Bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung kompetensi
absolut ditentukan oleh pokok sengketa (fundamentum petendi dan petitum),
bukan semata status pelaku. Dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan:
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1) Kerugian;
2) Ketidakadilan;
3) Penyalahgunaan kewenangan;
4) Dan tindakan melawan hukum.
Maka perkara tersebut tetap memiliki dimensi PMH yang menjadi yurisdiksi
Pengadilan Negeri.
VI.YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TETAP MENGAKUI PMH
PEMERINTAH DI PN
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menyatakan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menegaskan: Meskipun dilakukan pejabat pemerintahan, jika menimbulkan
kerugian Maka termasuk kewenangan Peradilan Umum.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: Pemerintah dapat digugat secara perdata apabila melakukan
tindakan Melawan hukum.
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
Menegaskan: pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan semata
bentuk administrasi.
VII. DOKTRIN PARA AHLI MEMBANTAH PENAFSIRAN PARA TERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
menyatakan:
“Tidak semua tindakan pemerintahan otomatis menjadi kewenangan PTUN. Harus
dilihat bentuk perlindungan hukum yang diminta.”
Prof. Indroharto
menjelaskan:
“‘PTUN menguiji legalitas tindakan administrasi, bukan seluruh akibat keperdataan
dari tindakan pemerintah.”
Prof. Utrecht
menyatakan:

“Pemerintah tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata.”
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Ridwan HR
menegaskan:
“Penyalahgunaan wewenang dapat melahirkan tanggung jawab PMH pemerintah.”
VIII.LPARA TERGUGAT SECARA BERLEBIHAN MENAFSIRKAN PERMA UNTUK
MENCIPTAKAN KEKEBALAN PEJABAT
Bahwa sesungguhnya logika Para Tergugat bermuara pada satu kesimpulan
berbahaya:
“setelah PERMA 2/2019 pejabat pemerintahan tidak bisa lagi digugat di Pengadilan
Negeri.”
Pandangan demikian sangat bertentangan dengan:
1) Prinsip negara hukum;
2) Asas perlindungan hak warga negara;
3) Dan prinsip access to justice.
Karena apabila setiap tindakan pejabat cukup diberi label:
“tindakan pemerintahan”,
lalu otomatis kebal dari gugatan PMH di PN, maka:
1) Penyalahgunaan kewenangan akan sulit dikontrol;
2) Warga kehilangan perlindungan hukum;
3) Dan hukum berubah menjadi alat kekuasaan.
IX.PARA TERGUGAT MENYEMBUNYIKAN SUBSTANSI| PELANGGARAN DI BALIK
FORMALITAS PERMA
Bahwa Para Tergugat terus menerus berbicara mengenai:
1) PERMA;
2) Kewenangan;
3) Tindakan pemerintahan;
4) Dan legalitas administratif.
Namun sengaja menghindari pertanyaan substansial:
1) Mengapa hasil ranking berubah?
2) Mengapa ada koreksi ulang?
3) Apakah proses dilakukan objektif?
4) Apakah hak penggugat dilindungi?
5) Apakah ada penyalahgunaan kewenangan?
Karena sesungguhnya inti perkara bukan sekadar legalitas formal tindakan
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pemerintahan, melainkan:
dugaan tindakan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
Majelis Hakim Yang Mulia,
PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak boleh dijadikan alat untuk menciptakan
kekebalan pejabat pemerintahan.
PERMA tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk:

1) Menghapus gugatan PMH;

2) Menutup akses warga negara ke Pengadilan Negeri;

3) Atau membiarkan penyalahgunaan kewenangan berlindung di balik

formalitas administrasi.

Penggugat tidak sekadar mempersoalkan legalitas administratif.
Penggugat mempersoalkan:

1) Keadilan proses;

2) Faimess seleksi;

3) Dugaan manipulasi;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan kerugian nyata akibat tindakan para Tergugat.
Karena itu sangat beralasan hukum apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo.
Demikian disampaikan demi tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan warga
negara dari tindakan pemerintahan yang menyimpang dari prinsip kejujuran dan
kepatutan hukum.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT
BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 4 PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019
Bahwa dalil Para Tergugat yang mendasarkan eksepsi kompetensi absolut pada
Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah dalil yang:

1) Tidak cermat;

2) Parsial;

3) Dan menyesatkan secara hukum.
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Sebab Para Tergugat secara sengaja memotong definisi normatif tersebut tanpa
memahami:
1) Sifat objek gugatan;
2) Substansi kerugian yang didalilkan penggugat;
3) Serta perbedaan mendasar antara:
a) Sengketa legalitas tindakan administrasi;
dengan;
b) gugatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian
keperdataan.
PASAL 1 ANGKA 4 PERMA TIDAK SECARA OTOMATIS MENARIK SELURUH
PMH KE PTUN
Bahwa Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 mendefinisikan sengketa
PMH pemerintahan sebagai sengketa yang “mengandung tuntutan untuk
menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan...” Frasa
tersebut justru menunjukkan bahwa objek utama sengketa dalam PERMA adalah
pengujian keabsahan tindakan administrasi pemerintahan. Artinya:
1) Fokusnya adalah pembatalan tindakan administrasi;
2) Penghilangan kekuatan hukum tindakan pejabat;
3) Dan penguijian legalitas pemerintahan.
Sedangkan dalam perkara a quo:
Penggugat tidak semata meminta pembatalan keputusan administrasi.
Yang dipersoalkan Penggugat adalah:
1) Proses seleksi yang tidak fair;
2) Perubahan ranking;
3) Koreksi ulang;
4) Dugaan manipulasi hasil;
5) Tindakan diskriminatif;
6) Dan kerugian nyata akibat tindakan Para Tergugat.
Dengan demikian substansi perkara a quo jauh melampaui sengketa legalitas

administratif semata.

. PARA TERGUGAT SECARA KELIRU MENYAMAKAN “ADA UNSUR TINDAKAN

PEMERINTAHAN” DENGAN “OTOMATIS PTUN”
Bahwa logika Para Tergugat pada pokoknya adalah “karena ada tindakan
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pemerintahan, maka otomatis PTUN berwenang.” Pandangan demikian sangat
keliru. Karena menurut doktrin dan yurisprudensi kompetensi absolut ditentukan
oleh substansi sengketa dan petitum utama. Bukan semata:

1) Siapa pelakunya;

2) Atau ada tidaknya unsur administratif.
Jika setiap tindakan pemerintah otomatis menjadi kewenangan PTUN, maka:

1) Gugatan PMH terhadap pemerintah di PN akan lenyap;

2) Pasal 1365 KUHPerdata menjadi tidak berguna;

3) Dan warga negara kehilangan perlindungan hukum perdata.
Padahal hukum Indonesia tidak permnah menganut prinsip kekebalan absolut
pemerintah.

IL.GUGATAN PENGGUGAT BERORIENTASI PADA KERUGIAN DAN

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
Bahwa substansi gugatan Penggugat bukan semata menyerang formalitas
keputusan administrasi. Melainkan menggugat:

1) Tindakan faktual;

2) Ketidakobjektifan proses;

3) Perubahan hasil seleksi;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan kerugian hukum yang dialami Penggugat.
Karena itu perkara a quo memiliki karakter dominan sebagai:
gugatan PMH akibat tindakan melawan hukum dalam pelaksanaan kewenangan
publik.

IVPERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TIDAK MENCABUT PASAL 1365

KUHPERDATA
Bahwa sampai hari ini:
Pasal 1365 KUHPerdata tetap berlaku penuh.
Yang menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian
mewajibkan pelakunya mengganti kerugian.” Tidak ada satu pun norma dalam
PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang secara eksplisit:

1) Mencabut Pasal 1365 KUHPerdata;

2) Menghapus kewenangan PN;

3) atau melarang gugatan PMH terhadap pemerintah di Peradilan Umum.
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Karena itu dalil Para Tergugat yang seolah-olah PERMA telah “menghapus”
kewenangan PN adalah penafsiran yang berlebihan dan tidak berdasar.
V. PERMA ADALAH PEDOMAN TEKNIS, BUKAN PEMBENTUK KEWENANGAN
ABSOLUT BARU
Bahwa secara hierarki hokum PERMA bukan undang-undang. PERMA hanya:
1) Aturan teknis internal;
2) Pedoman penyelenggaraan peradilan;
3) Bukan sumber pembentukan kompetensi absolut baru.
Karena itu PERMA tidak dapat:
1) Menghapus hak konstitusional warga menggugat;
2) Meniadakan yurisdiksi pengadilan negeri;
3) Ataupun mencabut norma pasal 1365 KUHPerdata.
Menurut asas: lex superior derogat legi inferiori,
peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma undang-undang.
VI.YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENEGASKAN PMH PEMERINTAH
DAPAT DIADILI PN
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menyatakan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menegaskan: Walaupun dilakukan dalam kapasitas pemerintahan, apabila
menimbulkan kerugian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: Tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dapat digugat
secara perdata.
Putusan MARI No. 701 K/Sip/1974
Menegaskan: Pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan formalitas
jabatan.
VII.DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH PENAFSIRAN PARA TERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Tidak semua sengketa yang melibatkan pejabat pemerintahan
otomatis Menjadi kewenangan PTUN.”
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Prof. Indroharto
Menjelaskan: “PTUN menguji legalitas tindakan administrasi, sedangkan kerugian
keperdataan Akibat tindakan pemerintahan tetap dapat menjadi domain Peradilan
Umum.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pemerintah dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk PMH pemerintah.
VIII.PARA TERGUGAT BERUSAHA MEMAKSA SELURUH SENGKETA MENJADI
ADMINISTRATIF DEMI MENGHINDARI PEMERIKSAAN SUBSTANSI
Bahwa terlihat jelas strategi Para Tergugat adalah:
1) Membungkus seluruh tindakan dengan formalitas administrasi;
2) Lalu memaksakan seluruh sengketa menjadi domain PTUN.
Padahal inti gugatan Penggugat bukan sekadar. Legalitas administratif; tetapi:
1) Faimess proses;
2) Integritas seleksi;
3) Perubahan ranking;
4) Dugaan manipulasi;
5) Dan kerugian yang nyata.
Karena itu perkara ini tidak dapat direduksi menjadi sengketa TUN mumi.
IXPARA TERGUGAT MENGHINDARI POKOK PERSOALAN YANG
SESUNGGUHNYA
Bahwa Para Tergugat terus menerus berbicara mengenai:
1) Perma;
2) Definisi sengketa pemerintahan;
3) Kewenangan PTUN;
4) Dan tindakan administrasi.
Namun Para Tergugat tidak pernah menjawab:
1) Mengapa hasil seleksi berubah?
2) Mengapa dilakukan koreksi ulang?
3) Apakah proses transparan?
4) Apakah penggugat diperlakukan adil?
5) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan?
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Karena sesungguhnya inti perkara adalah: dugaan tindakan melawan hukum yang
merugikan hak Penggugat.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak boleh dipelintir menjadi alat
kekebalan pejabat pemerintahan. PERMA tersebut tidak permnah dimaksudkan
untuk:

1) Menghapus gugatan PMH;

2) Menutup kewenangan Pengadilan Negeri;

3) Atau membiarkan penyalahgunaan kewenangan berlindung di balik

formalitas administrasi.

Penggugat tidak sekadar mempersoalkan legalitas administratif.
Penggugat mempersoalkan:

1) Ketidakadilan proses;

2) Perubahan hasil seleksi;

3) Dugaan manipulasi;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Karena itu sangat beralasan hukum apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA;
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo.
Demikian disampaikan demi tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan warga
negara dari tindakan pemerintahan yang menyimpang dari asas kejujuran dan
kepatutan hukum.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
‘PERUBAHAN FUNDAMENTAL KOMPETENSI” PASCA PERMA NOMOR 2
TAHUN 2019
Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan: “setelah PERMA Nomor 2 Tahun
2019 seluruh PMH oleh Pejabat Pemerintahan menjadi kompetensi mutlak PTUN”
adalah dalil yang:

1) Terlalu disederhanakan;
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2) Menyesatkan;

3) Tidak berdasar secara sistem hukum;

4) Dan bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan.
Dalil tersebut bukan hanya keliru secara normatif, tetapi juga berbahaya terhadap

prinsip perlindungan hak warga negara dalam negara hukum.

. PERMA TIDAK DAPAT MENCIPTAKAN “PERUBAHAN FUNDAMENTAL”

KEWENANGAN PERADILAN
Bahwa secara hierarki hukum: PERMA bukan undang-undang, PERMA hanyalah:
1) Peraturan internal Mahkamah Agung;
2) Pedoman teknis peradilan;
3) Bukan pembentuk norma kewenangan absolut baru.
Karena itu secara hokum PERMA tidak dapat mengubah struktur kewenangan
peradilan yang telah ditentukan undang-undang. Apalagi sampai:
1) Menghapus yurisdiksi Pengadilan Negeri;
2) Mencabut Pasal 1365 KUHPerdata;
3) Atau menciptakan monopoli absolut PTUN terhadap seluruh PMH
pemerintah.
Jika benar terjadi “perubahan fundamental” sebagaimana didalilkan Para Tergugat,
maka perubahan itu seharusnya dilakukan melalui:
1) Perubahan undang-undang;

2) Bukan melalui Perma.

. DALIL PARA TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS HIERARKI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Menurut asas lex superior derogat legi inferiori peraturan yang lebih rendah tidak
boleh:

1) Menghapus;

2) Membatasi;

3) Atau menegasikan norma dalam undang-undang.
Sementara : Pasal 1365 KUHPerdata tetap berlaku dan tidak permah dicabut.
Demikian pula . UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU Peradilan Umum
tidak pernah diubah untuk menghapus kewenangan PN dalam perkara PMH.
Dengan demikian, dalil Para Tergugat yang menganggap PERMA telah
menghapus kompetensi PN adalah tafsir yang melampaui kewenangan

Hal. 79 dari 159 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Pbg



pembentuk PERMA itu sendiri.
[I.PARA TERGUGAT SECARA SESAT MENAFSIRKAN RUANG LINGKUP PERMA
NOMOR 2 TAHUN 2019
Bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 pada dasarnya mengatur:
1) pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan;
2) yang objek utamanya berupa:
a) penguijian legalitas tindakan pemerintahan;
b) pembatalan tindakan administrasi;
c) atau pernyataan tidak sah terhadap tindakan pejabat pemerintahan.
Namun perkara a quo tidak semata mengenai legalitas administratif. Yang
dipersoalkan Penggugat adalah:
1) Faimess proses seleksi;
2) Perubahan ranking;
3) Koreksi ulang;
4) Dugaan manipulasi;
5) Tindakan diskriminatif;
6) Penyalahgunaan kewenangan;
7) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Dengan demikian substansi perkara a quo tidak dapat dipaksa menjadi sengketa
TUN murni.
IV.PMH PEMERINTAH TIDAK IDENTIK DENGAN SENGKETATUN
Bahwa Para Tergugat sengaja mencampuradukkan: Perbuatan Melawan Hukum
Pemerintah dengan Sengketa Tata Usaha Negara. Padahal keduanya tidak
identik. Sengketa TUN berfokus pada:
1) Keabsahan KTUN;
2) Legalitas administratif;
3) Dan pembatalan keputusan.
Sedangkan PMH pemerintah dapat mencakup:
1) Tindakan faktual;
2) Penyalahgunaan kewenangan;
3) Kelalaian;
4) Tindakan diskriminatif;

5) Manipulasi proses;
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6) Serta kerugian keperdataan.
Karena itu tidak semua PMH pemerintah otomatis menjadi domain PTUN.
V. KOMPETENSIABSOLUT DITENTUKAN OLEH SUBSTANSI GUGATAN
Menurut doktrin dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung: kompetensi absolut
ditentukan oleh pokok sengketa (fundamentum petendi dan petitum), bukan
sekadar status pejabat atau adanya unsur tindakan pemerintahan. Dalam perkara
a quo substansi gugatan Penggugat adalah:
1) Adanya tindakan melawan hukum;
2) Penyalahgunaan kewenangan;
3) Dan kerugian yang timbul akibat proses seleksi yang tidak fair.
Maka perkara tersebut tetap memiliki dimensi PMH yang menjadi yurisdiksi
Pengadilan Negeri.
VI.YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TIDAK PERNAH MENYATAKAN PN
KEHILANGAN KEWENANGAN TOTAL
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: Meskipun dilakukan pejabat pemerintahan, apabila menimbulkan
kerugian maka termasuk kewenangan Peradilan Umum.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: Tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dapat digugat
secara perdata.
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
Menegaskan: pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan formalitas
Administrasi. Tidak ada satu pun yurisprudensi Mahkamah Agung yang
menyatakan:
setelah PERMA 2/2019 PN kehilangan seluruh kewenangan PMH terhadap
pemerintah.
VII. DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH DALIL PARATERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Tidak semua tindakan pemerintahan menjadi kewenangan eksklusif
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PTUN. Harus dilihat karakter perlindungan hukum yang diminta.”
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “PTUN menguiji legalitas tindakan administrasi, sedangkan akibat
kerugian keperdataan dapat tetap menjadi domain peradilan umum.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pemerintah tetap tunduk pada tanggung jawab perdata.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk PMH pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: Kesewenang-wenangan.”
VIIIl. LOGIKA PARA TERGUGAT BERBAHAYA BAGI NEGARA HUKUM
Bahwa apabila logika Para Tergugat diterima, maka akibatnya:
1) Setiap tindakan pemerintah cukup diberi label “tindakan pemerintahan”;
2) Lalu otomatis kebal dari gugatan PMH di PN.
Akibat lebih jauh:
1) Perlindungan hukum warga negara menyempit;
2) Akses keadilan menjadi terhambat;
3) Dan pemerintah memperoleh kekebalan hukum terselubung.
Padahal Indonesia adalah: Negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan
(machstaat).
IX.PARA TERGUGAT BERUSAHA MENGABURKAN SUBSTANSI PELANGGARAN
Bahwa Para Tergugat terus menerus berbicara mengenai:
1) Perubahan dokitrin;
2) Kewenangan ptun;
3) PERMA;
4) Dan tindakan pemerintahan.
Namun Para Tergugat sengaja menghindari pokok persoalan:
1) Mengapa hasil ranking berubah?
2) Mengapa ada koreksi ulang?
3) Apakah proses dilakukan transparan?
4) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan?
5) Apakah hak penggugat dirugikan?
Karena sesungguhnya inti perkara bukan perdebatan teoritis mengenai forum
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peradilan semata, melainkan: dugaan tindakan melawan hukum yang nyata
merugikan Penggugat.
Majelis Hakim Yang Mulia,
PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak boleh dipelintir menjadi alat untuk menghapus
hak warga negara menggugat perbuatan melawan hukum pemerintah di
Pengadilan Negeri. PERMA bukan undang-undang PERMA tidak dapat
menciptakan kekebalan pejabat pemerintahan. PERMA juga tidak pemnah
mencabut Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat tidak sekadar mempersoalkan
legalitas administratif. Penggugat mempersoalkan:

1) Keadilan proses;

2) Faimess seleksi;

3) Dugaan manipulasi;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan kerugian nyata akibat tindakan Para Tergugat.
Karena itu sangat beralasan hukum apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA.
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo.
Demikian disampaikan demi tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan warga
negara dari penyalahgunaan kekuasaan yang berlindung di balik formalitas
administrasi pemerintahan.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT
BERDASARKAN PASAL 47 UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Bahwa dalil Para Tergugat yang mendasarkan eksepsi kompetensi absolut pada
Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun
2009 adalah dalil yang:

1) Tidak tepat;

2) Menyesatkan;

3) Dan sengaja mengaburkan substansi sengketa yang sebenamya.
Karena Para Tergugat secara keliru mencoba menarik seluruh perkara a quo ke
dalam rezim sengketa Tata Usaha Negara, padahal objek dan substansi gugatan

Hal. 83 dari 159 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Pbg



Penggugat bukan semata-mata pengujian legalitas Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN). Melainkan mengenai:

1) Tindakan faktual;

2) Proses seleksi yang tidak fair;

3) Perubahan ranking;

4) Dugaan manipulasi;

5) Penyalahgunaan kewenangan;

6) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
PASAL 47 UU PTUN TIDAK BERLAKU SECARA OTOMATIS TERHADAP
SEMUA TINDAKAN PEMERINTAH
Bahwa Pasal 47 UU PTUN memang menentukan PTUN berwenang memeriksa
sengketa Tata Usaha Negara. Namun kewenangan tersebut tidak otomatis
mencakup seluruh tindakan pemerintah. Karena menurut Pasal 1 angka 10 UU
Nomor 51 Tahun 2009 sengketa TUN harus timbul sebagai akibat dikeluarkannya
KTUN.
Artinya:

1) Yang menjadi objek utama sengketa harus berupa:

2) Keputusan tata usaha negara;

3) Bersifat konkret;

4) Individual;

5) Final;

6) Dan menimbulkan akibat hukum administratif.
Sedangkan perkara a quo tidak semata mengenai pembatalan KTUN.
Yang dipersoalkan Penggugat adalah:

1) Rangkaian tindakan;

2) Proses pelaksanaan seleksi;

3) Perubahan hasil;

4) Koreksi ulang;

5) Dan tindakan faktual yang merugikan Penggugat.
Dengan demikian perkara a quo tidak dapat direduksi secara sempit sebagai

sengketa KTUN murni.

. PARA TERGUGAT SECARA KELIRU MENYAMAKAN “TINDAKAN FAKTUAL”

DENGAN “KTUN”
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Bahwa Para Tergugat sengaja mencampuradukkan tindakan administrasi faktual
dengan KTUN. Padahal secara doktrinal keduanya berbeda. KTUN adalah:

1) Penetapan tertulis;

2) Final;

3) Konkret;

4) Individual.
Sedangkan yang dipersoalkan Penggugat justru lebih dominan berupa:

1) Tindakan pelaksanaan seleksi;

2) Mekanisme koreksi ulang;

3) Perubahan ranking;

4) Proses penilaian;

5) Dan dugaan ketidakobjektifan.
Yang seluruhnya merupakan tindakan faktual pemerintahan (feitelijke
handelingen), bukan semata KTUN.

[ll. PERKARA A QUO TIDAK MURNI SENGKETA KEPEGAWAIAN TUN

Bahwa Para Tergugat secara tidak tepat menyebut perkara ini sebagai “sengketa
kepegawaian”. Padahal Penggugat belum berstatus:

1) ASN;

2) Pegawai Negeri;

3) Maupun pejabat definitif.
Penggugat hanyalah peserta seleksi perangkat desa yang mendalilkan adanya:

1) Ketidakadilan proses;

2) Perubahan hasil;

3) Dan kerugian akibat tindakan Para Tergugat.
Karena itu perkara a quo tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai sengketa
kepegawaian TUN sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN.

IV.OBJEK GUGATAN PENGGUGAT  ADALAH PENYALAHGUNAAN

KEWENANGAN DAN KERUGIAN
Bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat bukan sekadar keberadaan surat
keputusan administratif. Melainkan:

1) Bagaimana proses dijalankan;

2) Bagaimana hasil berubah;

3) Apakah terdapat perlakuan diskriminatif;
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4) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan;
5) Dan apakah penggugat dirugikan secara melawan hukum.
Dengan demikian, substansi gugatan lebih dominan sebagai gugatan PMH akibat
tindakan pemerintahan yang melanggar hukum.
V. PASAL 1365 KUHPERDATA TETAP MEMBERIKAN HAK GUGATAN PMH
Bahwa sampai saat ini:
Pasal 1365 KUHPerdata tetap berlaku dan tidak dicabut.
Yang menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian
mewajibkan pelakunya mengganti kerugian.” Tidak ada ketentuan dalam:
1) UU PTUN;
2) UU Administrasi Pemerintahan;
3) Maupun PERMA Nomor 2 Tahun 2019;
4) Yang menghapus hak warga negara menggugat PMH pemerintah di
Pengadilan Negeri.
VI.KOMPETENSI ABSOLUT DITENTUKAN BERDASARKAN SUBSTANSI
SENGKETA
Menurut doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung, kompetensi absolut
ditentukan oleh pokok sengketa (fundamentum petendi dan petitum), bukan
sekadar bentuk formal tindakan pemerintah. Dalam perkara a quo substansi
gugatan Penggugat adalah:
1) Kerugian;
2) Tindakan melawan hukum;
3) Ketidakobjektifan;
4) Dan penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu perkara ini tetap memiliki dimensi PMH yang menjadi yurisdiksi
Pengadilan Negeri.
VILYURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MEMBANTAH DALIL PARA
TERGUGAT
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: Meskipun dilakukan pejabat pemerintahan, apabila menimbulkan

kerugian maka termasuk kewenangan Peradilan Umum.
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Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menyatakan: tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dapat digugat
secara perdata.
Putusan MARI No. 701 K/Sip/1974
Menegaskan: pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menyatakan: Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan formalitas
administratif.
VII.DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH PENAFSIRAN PARA TERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Tidak semua tindakan pemerintahan otomatis menjadi objek
sengketa PTUN.”
Prof. Indroharto
Menjelaskan: “PTUN menguiji legalitas KTUN, bukan seluruh tindakan faktual
Pemerintahan.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Negara tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk PMH pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Kekuasaan administrasi negara harus tunduk pada kontrol hukum
demi mencegah kesewenang-wenangan.”
IXPARA TERGUGAT BERUSAHA MENYEMBUNYIKAN  SUBSTANSI
KETIDAKADILAN DI BALIK FORMALITAS KTUN
Bahwa seluruh argumentasi Para Tergugat hanya berfokus pada:
1) Keberadaan SK;
2) Kewenangan pejabat;
3) Dan rezim administrasi negara.
Namun Para Tergugat sengaja menghindari pertanyaan pokok:
1) Mengapa ranking berubah?
2) Mengapa dilakukan koreksi ulang?
3) Apakah proses dilakukan objektif?
4) Apakah Penggugat diperlakukan fair?
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5) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan?
Karena sesungguhnya inti perkara bukan semata keberadaan KTUN, melainkan
dugaan tindakan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Tidak setiap tindakan pemerintah otomatis menjadi sengketa Tata Usaha Negara.
Tidak setiap keberadaan SK menghapus kemungkinan adanya perbuatan
melawan hukum dan tidak setiap pejabat pemerintahan kebal dari gugatan PMH
di Pengadilan Negeri.
Penggugat tidak sekadar mempersoalkan formalitas administrasi Penggugat
mempersoalkan.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
“SUBSTANSI SENGKETA ADALAH SENGKETA TATA USAHA NEGARA”
Bahwa dalil Para Tergugat yang mencoba membangun klasifikasi rigid dan hitam-
putih antara:

1) PMH Perdata; dengan

2) Sengketa Tata Usaha Negara,
adalah dalil yang:

1) Terlalu teoritis;

2) Oversimplifikasi;

3) Tidak sesuai perkembangan hukum modern;

4) Dan mengabaikan fakta konkret perkara a quo.
Tabel komparasi yang diajukan Para Tergugat justru menunjukkan pendekatan
yang sangat formalistk dan gagal memahami bahwa dalam praktik hukum
modern, tindakan pemerintahan dapat sekaligus mengandung dimensi administrasi
negara DAN dimensi PMH perdata. Karena itu, dalil Para Tergugat tidak serta-

merta meniadakan kewenangan Pengadilan Negeri.

. PARA  TERGUGAT MEMBANGUN DIKOTOMI PALSU ANTARA HUKUM

PUBLIK DAN HUKUM PERDATA

Bahwa Para Tergugat berusaha menggiring logika “jika ada unsur pemerintahan
maka otomatis bukan PMH perdata.” Pandangan demikian adalah pandangan
klasik yang sudah lama ditinggalkan dalam perkembangan hukum modemn
tindakan pemerintah dapat melahirkan tanggung jawab administrasi sekaligus
tanggung jawab perdata. Karena pemerintah bukan entitas yang kebal hukum.
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Apabila pejabat pemerintahan:
1) Menyalahgunakan kewenangan;
2) Bertindak diskriminatif;
3) Tidak fair;
4) Atau menimbulkan kerugian,
Maka tindakan tersebut dapat menjadi Onrechtmatige Overheidsdaad (PMH oleh

Penguasa) yang secara historis justru berkembang dalam rezim hukum perdata.

. HUBUNGAN VERTIKAL TIDAK OTOMATIS MENIADAKAN PMH

Bahwa Para Tergugat mendalilkan PMH hanya terjadi dalam hubungan horizontal.
Dalil ini sangat keliru. Karena dalam praktik hukum Indonesia maupun Belanda
PMH oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) justru lahir dari hubungan
vertikal antara:

1) Warga negara; dengan

2) Pemerintah.
Dengan demikian, hubungan vertikal sama sekali tidak menutup kemungkinan
adanya PMH. Kalau logika Para Tergugat diterima, maka:

1) Pemerintah tidak pemah bisa digugat PMH;

2) Warga negara kehilangan perlindungan hukum;

3) Dan negara berubah menjadi kebal hukum.
Padahal Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan
(machstaat).
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
PENGGUNAAN TERMINOLOGI HUKUM ADMINISTRASI
Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan seolah-olah penggunaan istilah:

1) “Tidak ada SOP”;

2) “Tidak ada dasar hukum”;

3) “Pelanggaran AUPB”;

4) “Cacat prosedur”;

5) Serta rujukan pada UU Administrasi Pemerintahan.
Otomatis menjadikan perkara a quo sebagai sengketa Tata Usaha Negara murni
adalah dalil yang:

1) Dangkal;

2) Formalistik;
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3) Dan menyesatkan.
Karena Para Tergugat gagal memahami bahwa penggunaan norma hukum
administrasi dalam posita gugatan tidak otomatis mengubah karakter gugatan
PMH menjadi sengketa TUN.
PENGGUGAT BERHAK MENGGUNAKAN NORMA HUKUM ADMINISTRASI
UNTUK MEMBUKTIKAN PMH
Bahwa dalam hukum acara perdata Penggugat berhak menggunakan:

1) Norma administrasi;

2) Norma pidana;

3) Norma etik;

4) Norma kepatutan;

5) Maupun asas pemerintahan,
Sebagai dasar untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Karena
unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata tidak terbatas hanya pada
pelanggaran hokum privat. Menurut doktrin klasik Arrest Lindenbaum vs Cohen
(1919) pengertian “melawan hukum” mencakup:

1) Pelanggaran undang-undang;

2) Pelanggaran hak orang lain;

3) Pelanggaran kewajiban hukum;

4) Pelanggaran kesusilaan;

5) Dan pelanggaran kepatutan dalam masyarakat.
Dengan demikian pelanggaran SOP, AUPB, prosedur, maupun UU Administrasi
Pemerintahan justru dapat menjadi alat bukti adanya PMH. Bukan otomatis

memindahkan kewenangan ke PTUN.

. PARA TERGUGAT SECARA SESAT MENYAMAKAN “NORMA ADMINISTRASI”

DENGAN “KOMPETENSI PTUN”
Bahwa logika Para Tergugat pada pokoknya adalah “kalau gugatan menyebut
AUPB dan cacat prosedur, maka otomatis PTUN.” Logika demikian sangat
berbahaya dan absurd. Karena apabila diterima, maka:

1) Setiap gugatan PMH yang menyebut pelanggaran aturan administrasi akan

otomatis kehilangan yurisdiksi perdata;
2) Pasal 1365 KUHPerdata menjadi lumpuh;
3) Dan pemerintah cukup berlindung di balik istilah administratif untuk

Hal. 90 dari 159 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Pbg



menghindari tanggung jawab perdata.
Padahal pelanggaran hukum administrasi dapat sekaligus menjadi PMH.
[I.CACAT PROSEDUR DAN PELANGGARAN AUPB DAPAT MENJADI UNSUR
PMH
Bahwa dalil Penggugat mengenai:
1) Tidak adanya SOP;
2) Tidak adanya dasar hukum;
3) Pelanggaran AUPB;
4) Dan cacat prosedur,
bukan dimaksudkan semata-mata untuk meminta pembatalan KTUN. Melainkan
untuk menunjukkan adanya:
1) Tindakan sewenang-wenang;
2) Penyalahgunaan kewenangan;
3) Ketidakobjektifan;
4) Dan ketidakpatutan tindakan Para Tergugat.
Karena itu seluruh dalil tersebut relevan sebagai unsur pembuktian adanya PMH.
IV.DOKTRIN PMH MODERN MEMANG MEMPERBOLEHKAN PENGGUNAAN
NORMA PUBLIK
Bahwa dalam perkembangan hukum modern PMH tidak lagi dibatasi hanya pada
pelanggaran hukum privat. Pelanggaran norma hukum publik dapat menjadi dasar
PMH apabila:
1) Menimbulkan kerugian;
2) Melanggar hak subijektif;
3) Atau bertentangan dengan asas kepatutan.
V. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENGAKUI PELANGGARAN
PROSEDUR PEMERINTAH DAPAT MENJADI PMH
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: Pemerintah dapat digugat PMH apabila tindakannya merugikan
warga negara.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: Tindakan pemerintahan yang melanggar kewajiban hukum dapat
menjadi PMH.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
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Menegaskan: Penyimpangan prosedur oleh pemerintah dapat melahirkan
tanggung jawab perdata.
Putusan MARI No. 701 K/Sip/1974
Menyatakan: Pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menegaskan: Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan sekadar
istilah yang dipakai dalam gugatan.
VI.PENGGUNAAN AUPB TIDAK MENJADIKAN GUGATAN OTOMATIS TUN
Bahwa AUPB pada hakikatnya adalah:
1) Asas kepatutan;
2) Asas keadilan;
3) Asas profesionalitas;
4) Dan asas anti kesewenang-wenangan.
AUPB bukan “milik eksklusif PTUN”. Dalam praktik AUPB sering digunakan pula
dalam:
1) Gugatan PMH,;
2) Sengketa perdata;
3) Bahkan perkara pidana korupsi administrasi.
Karena itu penggunaan AUPB oleh Penggugat justru menunjukkan:
adanya dugaan tindakan tidak patut dan penyalahgunaan kewenangan.
VII.LPARA TERGUGAT BERUSAHA MEMBUNGKAM SUBSTANSI DENGAN
PERMAINAN TERMINOLOGI
Bahwa terlihat jelas Para Tergugat lebih sibuk memperdebatkan:
1) lIstilah;
2) Terminologi;
3) Dan label hukum.
Namun sengaja menghindari pokok persoalan:
1) Mengapa hasil seleksi berubah?
2) Mengapa dilakukan koreksi ulang?
3) Apakah proses transparan?
4) Apakah ada sop yang jelas?
5) Apakah penggugat diperlakukan fair?
6) Apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan?
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Karena sesungguhnya inti perkara bukan soal istilah administrasi, melainkan
dugaan Tindakan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
VIILKOMPETENSI DITENTUKAN OLEH SUBSTANSI DAN PETITUM, BUKAN

ISTILAH DALAM POSITA
Menurut doktrin hukum acara kompetensi absolut ditentukan oleh pokok sengketa
dan petitum utama, bukan sekadar istilah yang dipakai Penggugat. dalam perkara
a quo Penggugat mendalilkan:

1) Kerugian;

2) Ketidakadilan;

3) Tindakan tidak fair;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan PMH.
Maka perkara ini tetap memiliki dimensi PMH yang menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri.

IX. DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH DALIL PARATERGUGAT

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Pelanggaran AUPB dapat menjadi dasar pertanggungjawaban
pemerintah.”
Prof. Indroharto
Menjelaskan: “Tidak semua pelanggaran administrasi hanya dapat diuji PTUN.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pemerintah tetap tunduk pada tanggung jawab hukum perdata.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk PMH
pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Asas pemerintahan yang baik adalah instrumen pengawasan
terhadap kesewenang-wenangan.”
Maijelis Hakim Yang Mulia,
Penggunaan istilah:

1) AUPB;

2) Cacat prosedur,;

3) SOP;
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4) Dan UU Administrasi Pemerintahan,
Tidak otomatis mengubah gugatan PMH menjadi sengketa TUN murni. Penggugat
menggunakan norma-norma tersebut untuk membuktikan adanya:

1) Ketidakpatutan;

2) Penyalahgunaan kewenangan;

3) Pelanggaran prosedur;

4) Dan tindakan melawan hukum.
Karena itu dalil Para Tergugat yang hanya berfokus pada terminologi adalah upaya
mengaburkan substansi pelanggaran yang sesungguhnya. Yang dipersoalkan
Penggugat bukan sekadar legalitas administratif. Melainkan:

1) Faimess proses;

2) Integritas seleksi;

3) Perubahan ranking;

4) Dugaan manipulasi;

5) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA.
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya
hukum, keadilan, dan perlindungan warga negara dari tindakan pemerintahan yang
menyimpang dari asas kejujuran, objektivitas, dan kepatutan hukum.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
PENGGUNAAN YURISPRUDENSI TUN OLEH PENGGUGAT
Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan: “karena Penggugat menggunakan
terminologi hukum administrasi dan mengutip yurisprudensi TUN, maka Penggugat
menyadari sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara” adalah dalil yang:

1) Sangat dipaksakan;

2) Sesat logika;

3) Dan gagal memahami metode argumentasi hukum.
Para Tergugat secara keliru menganggap bahwa penggunaan:

1) Norma administrasi;
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2) Doktrin TUN;

3) Maupun yurisprudensi TUN,
Otomatis menentukan kompetensi absolut. Padahal dalam praktik hukum modern
penggunaan sumber hukum lintas rezim adalah hal lazim dan sah untuk

memperkuat argumentasi hukum.

. PENGGUNAAN YURISPRUDENSI TUN TIDAK OTOMATIS MEMINDAHKAN

KOMPETENSI KE PTUN
Bahwa sangat keliru apabila Para Tergugat menyimpulkan “mengutip putusan
TUN berarti mengakui kompetensi PTUN.” Logika demikian absurd. Sebab apabila
logika itu dipakai secara konsisten, maka:

1) Hakim perdata tidak boleh mengutip putusan pidana;

2) Hakim pidana tidak boleh mengutip doktrin administrasi;

3) Dan advokat tidak boleh menggunakan asas lintas cabang hukum.
Padahal praktik hukum justru sebaliknya. Dalam penyusunan gugatan PMH:

1) Doktrin administrasi;

2) Asas AUPB;

3) Yurisprudensi TUN;

4) Bahkan prinsip HAM dan hukum pidana,
Sering digunakan untuk membuktikan adanya tindakan melawan hukum. Karena
itu penggunaan yurisprudensi TUN sama sekali tidak otomatis menjadikan perkara

a quo sebagai sengketa TUN murni.

. ARGUMENTUM A CONTRARIO PARA TERGUGAT ADALAH SESAT PIKIR

(FALLACY)
Bahwa Para Tergugat menggunakan logika: “karena Penggugat mengutip putusan
TUN, maka Penggugat sadar ini sengketa TUN.” Logika demikian adalah: non
sequitur fallacy, karena kesimpulan tidak lahir secara logis dari premis. Mengutip
putusan TUN hanya menunjukkan bahwa:

1) Terdapat aspek administrasi dalam perkara;

2) Terdapat prinsip hukum administrasi yang relevan;

3) Atau terdapat pelanggaran prosedural yang perlu dijelaskan;

4) Tetapiitu tidak otomatis berarti kewenangan absolut PN hilang.

[I.LKOMPETENSI ABSOLUT DITENTUKAN OLEH SUBSTANSI GUGATAN, BUKAN

SUMBER KUTIPAN
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Menurut doktrin hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah Agung kompetensi
absolut ditentukan oleh pokok sengketa (fundamentum petendi) dan petitum,
bukan oleh referensi hukum yang dikutip Penggugat. Dalam perkara a quo:
substansi gugatan Penggugat adalah:

1) Perubahan ranking;

2) Koreksi ulang;

3) Dugaan manipulasi;

4) Ketidakfairan proses;

5) Penyalahgunaan kewenangan;

6) Dan kerugian nyata.
Dengan demikian perkara ini tetap memiliki dimensi PMH yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri.

IV. YURISPRUDENSI TUN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBUKTIKAN PMH

Bahwa dalam praktik peradilan pelanggaran terhadap:

1) Prosedur administrasi;

2) Asas legalitas;

3) AUPB;

4) Dan prinsip kehati-hatian.
Sering digunakan sebagai indikator adanya perbuatan melawan hukum
pemerintah. Karena itu penggunaan Putusan MA No. 42 K/TUN/1999 maupun
Putusan MA No. 53 K/TUN/2012 justru relevan untuk menunjukkan:

1) Adanya cacat prosedural,

2) Penyalahgunaan kewenangan;

3) Atau tindakan tidak patut;

4) Bukan sebagai pengakuan bahwa PN tidak berwenang.

V. PARA TERGUGAT SECARA SENGAJA MENGABURKAN SUBSTANSI

SENGKETA
Bahwa terlihat jelas Para Turut Tergugat lebih sibuk mempermasalahkan:

1) lIstilah;

2) Kutipan;

3) Dan referensi hukum.
Namun Para Tergugat tidak menjawab substansi perkara:

1) Mengapa hasil ranking berubah?
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2) Mengapa ada koreksi ulang?

3) Apakah proses dilakukan objektif?

4) Apakah terdapat perlakuan tidak fair?

5) Apakah hak Penggugat dirugikan?
Karena sesungguhnya inti perkara bukan soal siapa dikutip Penggugat, Melainkan
apakah tindakan Para Tergugat melanggar hukum dan merugikan Penggugat.

VI.YURISPRUDENS| MAHKAMAH AGUNG MENEGASKAN PMH PEMERINTAH
DAPAT DIUJI DI PN
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: Tindakan pemerintahan yang merugikan warga negara dapat
menjadi PMH.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menegaskan: Penyalahgunaan kewenangan pemerintah dapat digugat secara
perdata.
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
Menyatakan: Pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menegaskan: Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan formalitas
administrasi.
VII. DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH DALIL PARATERGUGAT

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Norma administrasi dapat digunakan dalam gugatan PMH untuk
menilai penyalahgunaan kewenangan.”
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “Tidak semua pelanggaran administrasi hanya dapat diuji PTUN.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pemerintah tetap tunduk pada tanggung jawab hukum perdata.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Pelanggaran AUPB dapat menjadi dasar PMH pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Asas pemerintahan yang baik merupakan instrumen kontrol
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terhadap kesewenang-wenangan administrasi.”

VIILLOGIKA PARA TERGUGAT AKAN MEMBUNUH PRAKTIK ARGUMENTASI
HUKUM MODERN
Bahwa apabila logika Para Tergugat diterima, maka akibatnya absurd:

1) Penggugat PMH tidak boleh mengutip hukum administrasi;

2) Advokat tidak boleh menggunakan yurisprudensi lintas bidang;

3) Dan hakim harus memisahkan hukum secara kaku tanpa melihat substansi.
Padahal praktik hukum modern justru berkembang secara integratif. Karena hukum
tidak dapat dipisahkan dalam kotak-kotak sempit sebagaimana dibayangkan Para
Tergugat.

IXPARA TERGUGAT BERUPAYA MENUTUPI DUGAAN PELANGGARAN
DENGAN PERDEBATAN FORMALISTIK
Bahwa seluruh argumentasi Para Tergugat hanya berkutat pada:

1) lIstilah;

2) Kutipan;

3) Yurisprudensi;

4) Dan formalitas.

Namun Para Tergugat tidak pernah menjelaskan:
1) Mengapa hasil seleksi berubah?
2) Mengapa dilakukan koreksi ulang?
3) Siapa yang bertanggung jawab atas perubahan ranking?
4) Apakah proses transparan?
5) Apakah penggugat diperlakukan secara fair?
Karena inti perkara sebenamya adalah dugaan tindakan melawan hukum yang
merugikan Penggugat.
Maijelis Hakim Yang Mulia,
Mengutip yurisprudensi TUN bukan berarti mengakui kewenangan absolut PTUN.
Penggugat menggunakan:

1) Doktrin administrasi;

2) AUPB;

3) Dan putusan TUN,
Untuk membuktikan adanya:

1) Cacat prosedural,
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2) Penyalahgunaan kewenangan;

3) Ketidakpatutan;

4) Dan tindakan melawan hukum.
Hal tersebut sepenuhnya sah dalam konstruksi gugatan PMH. Karena itu dalil Para
Tergugat hanyalah upaya formalistik untuk mengaburkan substansi pelanggaran
yang sesungguhnya. Yang dipersoalkan Penggugat bukan sekadar legalitas
administratif.
Melainkan:

1) Faimess proses;

2) Perubahan ranking;

3) Dugaan manipulasi;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan kerugian nyata akibat tindakan Para Tergugat.
Oleh sebab itu sangat beralasan hukum apabila EKSEPSI KOMPETENSI
ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA;
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya
hukum, keadilan, dan perlindungan warga negara dari tindakan pemerintahan yang
menyimpang dari asas kejujuran, objektivitas, dan kepatutan hukum.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
PETITUM PEMBATALAN TINDAKAN ADMINISTRASI DAN PERINTAH KEPADA
PEJABAT PEMERINTAHAN
Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan “karena petitum Penggugat
memohon pembatalan tindakan administrasi pemerintahan dan meminta pejabat
pemerintahan melakukan tindakan administratif tertentu, maka Pengadilan Negeri
tidak berwenang” adalah dalil yang:

1) Parsial;

2) Manipulatif;

3) Dan sengaja memotong konstruksi petitum Penggugat secara tidak utuh.

Para Tergugat secara sengaja hanya membaca sebagian petitum yang bernuansa
administratif, namun mengabaikan:

1) Dasar gugatan;
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2) Substansi kerugian;

3) Sifat pmh yang didalilkan;

4) Serta tujuan utama perlindungan hukum yang dimohonkan Penggugat.
Padahal dalam praktik hukum acara perdata petitum harus dibaca secara
menyeluruh bersama posita (fundamentum petendi), bukan dipisah-pisahkan
secara artifisial demi membangun eksepsi kompetensi absolut.

. PETITUM YANG MEMOHON “PEMBATALAN” TIDAK OTOMATIS MENJADIKAN
PERKARA KOMPETENSI PTUN
Bahwa sangat keliru apabila Para Tergugat menganggap setiap penggunaan
frasa:

1) “Tidak sah”;

2) “batal demi hukum?”;

3) Atau “‘memerintahkan tindakan tertentu”,

Otomatis menjadikan perkara sebagai sengketa TUN. Karena dalam praktik
peradilan perdata Pengadilan Negeri juga berwenang menyatakan:

1) Suatu tindakan tidak sah;

2) Batal demi hukum;

3) Tidak berkekuatan hukum;

4) Atau melanggar hokum;

5) Apabila tindakan tersebut merupakan bagian dari PMH.

Contoh nyata:

1) Pembatalan perjanjian;

2) Pembatalan lelang;

3) Pembatalan tindakan korporasi;

4) Pembatalan sertifikat;

5) Maupun tindakan pejabat yang mengandung PMH.

Sering diputus oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian, penggunaan frasa “batal
demi hukum” sama sekali bukan monopoli PTUN.

[l. PETITUM HARUS DIBACA BERSAMA POSITA
Bahwa menurut asas hukum acara perdata Petitum tidak dapat dipisahkan dari
posita. Dalam perkara a quo, seluruh posita Penggugat mendalilkan:

1) Adanya ketidakadilan proses;

2) Perubahan ranking;

Hal. 100 dari 159 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Pbg



3) Koreksi ulang;
4) Dugaan manipulasi;
5) Penyalahgunaan kewenangan;
6) Pelanggaran asas kepatutan;
7) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Dengan demikian petitum Penggugat bukan berdiri sendiri sebagai permintaan
pembatalan administratif murni. Melainkan merupakan: konsekuensi hukum dari
dalil PMH yang dilakukan Para Tergugat.
[I.LPENGADILAN NEGERI BERWENANG MEMBERIKAN PEMULIHAN HAK
AKIBAT PMH
Bahwa tujuan utama gugatan PMH bukan sekadar penghukuman ganti rugi. Tetapi
juga:
1) Pemulihan hak;
2) Penghentian tindakan melawan hukum;
3) Dan rehabilitasi keadaan hukum yang dirugikan.
Karena itu sangat lazim apabila dalam gugatan PMH dimohonkan:
1) Penghentian tindakan;
2) Pencabutan akibat hukum;
3) Perintah melakukan tindakan tertentu;
4) Atau pemulihan administrasi.
Hal tersebut tidak otomatis mengubah karakter PMH menjadi sengketa TUN.
IVPARA TERGUGAT SECARA SESAT MENYAMAKAN  “PERINTAH
ADMINISTRATIF” DENGAN “KOMPETENSI ABSOLUT PTUN”
Bahwa Para Tergugat berpendapat “karena ada permintaan kepada
Bupati/Camat/Kepala Dinas untuk bertindak, maka PN tidak berwenang.”
Dalil ini sangat berlebihan. Karena dalam perkara PMH Pengadilan Negeri dapat
menjatuhkan putusan: condemnatoir, yakni menghukum pihak Para Tergugat
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal tersebut diatur dalam praktik hukum
acara perdata dan Pasal 178 HIR. Dengan demikian, fakta bahwa Penggugat
meminta pemulihan administratif tidak otomatis menghilangkan kewenangan
Pengadilan Negeri.
V. YANG DIPERSOALKAN BUKAN KEWENANGAN BUPATI SEMATA,
MELAINKAN PMH DALAM PROSES SELEKSI
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Bahwa Para Tergugat secara sengaja menggeser fokus perkara seolah-olah:
perkara ini hanya tentang penerbitan KTUN. Padahal substansi perkara adalah:
1) Perubahan ranking;
2) Koreksi ulang;
3) Dugaan manipulasi;
4) Ketidaktransparanan;
5) Penyalahgunaan kewenangan;
6) Dan tindakan tidak fair dalam proses seleksi perangkat desa.
Karena itu petitum yang meminta pemulihan administratif hanyalah akibat logis dari
PMH yang didalilkan Penggugat.
VI.YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENDUKUNG KEWENANGAN PN
DALAM PMH PEMERINTAH
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: Tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dapat
dimintakan pertanggungjawaban perdata.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menegaskan: Pemerintah dapat dihukum memulihkan hak warga akibat tindakan
melawan hukum.
Putusan MARI No. 701 K/Sip/1974
Menyatakan: Pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menegaskan: Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan bentuk
formal petitum.
VII. DOKTRIN PARAAHLI MEMBANTAH DALIL PARATERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Pemulihan hak akibat tindakan pemerintahan dapat melahirkan
tanggung jawab perdata pemerintah.”
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “Tidak semua tuntutan terhadap pejabat pemerintahan otomatis
menjadi kompetensi PTUN.”
Prof. Utrecht
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Menyatakan: “Pemerintah tetap tunduk pada tanggung jawab hukum perdata.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian dapat
digugat sebagai PMH.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah tidak boleh dibatasi
secara formalistik.”
VII.LPARA TERGUGAT BERUSAHA BERLINDUNG DI BALIK FORMALITAS
PETITUM
Bahwa Para Tergugat terus menerus memperdebatkan:
1) Bentuk petitum;
2) lstilah “batal demi hukum?”;
3) Dan perintah administratif.
Namun Para Tergugat sengaja menghindari pertanyaan utama:
1) Mengapa hasil ranking berubah?
2) Mengapa dilakukan koreksi ulang?
3) Apakah proses transparan?
4) Apakah penggugat diperlakukan adil?
5) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan?
Karena sesungguhnya inti perkara bukan soal redaksi petitum, melainkan dugaan
Tindakan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
IX.LOGIKA PARA TERGUGAT BERBAHAYA BAGI PERLINDUNGAN HAK WARGA
NEGARA
Bahwa apabila logika Para Tergugat diterima, maka:
1) Setiap PMH pemerintah cukup dibungkus dalam bentuk keputusan
administratif;
2) Lalu otomatis kebal dari gugatan PMH di PN.
Akibatnya:
1) Warga kehilangan perlindungan hukum;
2) Pemerintah memperoleh kekebalan terselubung;
3) Dan penyalahgunaan kewenangan sulit dikontrol. Padahal Indonesia
adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Majelis Hakim Yang Mulia,
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Penggunaan petitum berupa:

1) Pernyataan tidak sah;

2) Batal demi hukum;

3) Maupun permintaan tindakan pemulihan administratif,
Tidak otomatis menjadikan perkara a quo sebagai sengketa TUN murni. Petitum
harus dibaca bersama seluruh posita gugatan dan jelas terlihat bahwa substansi
gugatan Penggugat adalah:

1) Ketidakadilan proses;

2) Perubahan ranking;

3) Dugaan manipulasi;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan kerugian nyata akibat tindakan Para Tergugat.
Dengan demikian perkara ini tetap memiliki dimensi PMH yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu sangat beralasan hukum apabila:
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK
SELURUHNYA.
dan:
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya
hukum, keadilan, dan perlindungan warga negara dari tindakan pemerintahan yang
menyimpang dari asas kejujuran, objektivitas, transparansi, dan kepatutan hukum.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT
BERDASARKAN PASAL 134 HIR
Bahwa dalil Para Tergugat yang mendasarkan eksepsi kompetensi absolut pada
Pasal 134 HIR pada dasarnya adalah dalil yang:

o Benar secara normative, namun

o Keliru diterapkan terhadap perkara a quo.
Penggugat tidak membantah bahwa hakim wajib mempertimbangkan kompetensi
absolut secara ex officio. Akan tetapi persoalan hukumnya bukan terletak pada
apakah hakim wajib memeriksa kompetensi absolut, melainkan apakah benar
perkara a quo berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri? dan terhadap
pertanyaan itu, jawaban hukumnya adalah TIDAK.
Karena perkara a quo secara substansial tetap mengandung unsur kuat Perbuatan
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Melawan Hukum (PMH) yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

. PASAL 134 HIR TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SECARA OTOMATIS TANPA UJI

SUBSTANSI SENGKETA
Bahwa Pasal 134 HIR tidak dapat diterapkan secara mekanis hanya karena Para
Tergugat menyebut istilah:

1) “Tindakan pemerintahan”;

2) “KTUN”;

3) Atau “AUPB”.
Sebab sebelum hakim menyatakan tidak berwenang, terlebih dahulu harus diuiji:

1) Apa substansi sengketa;

2) Apa pokok tuntutan;

3) Apa dasar kerugian;

4) Dan apa karakter hubungan hukum para pihak.
Dengan demikian Pasal 134 HIR justru mewajibkan hakim melakukan pengujian
mendalam terhadap substansi perkara, bukan sekadar menerima label yang

dibangun Para Tergugat.

. PARA TERGUGAT SECARA SESAT MENGGUNAKAN PASAL 134 HIR UNTUK

MENCIPTAKAN KESAN SEOLAH-OLAH PN PASTI TIDAK BERWENANG
Bahwa Para Tergugat mencoba membangun logika “karena hakim waijib
mempertimbangkan kompetensi absolut, maka PN harus menyatakan tidak
berwenang.” Logika demikian jelas menyesatkan. Karena Pasal 134 HIR:

1) Tidak menentukan perkara ini otomatis menjadi kewenangan PTUN;

2) Tidak menghapus kewenangan PN;

3) Dan tidak membuktikan bahwa sengketa a quo adalah sengketa TUN

murni.

4) Pasal 134 HIR hanya mengatur:
Kewajiban hakim untuk menilai kompetensi absolut. Sedangkan hasil penilaiannya
harus berdasarkan:

1) Substansi gugatan;

2) Posita;

3) Petitum;

4) Dan karakter kerugian.
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[IL.SUBSTANSI PERKARA A QUO ADALAH PMH YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN
Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan adanya:
1) Ketidakadilan proses seleksi;
2) Perubahan ranking;
3) Koreksi ulang;
4) Dugaan manipulasi;
5) Tindakan tidak fair;
6) Penyalahgunaan kewenangan;
7) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Dengan demikian perkara a quo bukan semata penguijian legalitas administratif.
Melainkan menyangkut tindakan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat.
Karena itu Pengadilan Negeri tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini.
IV.PASAL 134 HIR JUSTRU MENGHARUSKAN HAKIM MENOLAK EKSEPSI YANG
TIDAK BERDASAR
Bahwa kewaijiban ex officio hakim bukan berarti setiap eksepsi kompetensi absolut
harus diterima sebaliknya jika setelah diuji ternyata perkara masih termasuk
yurisdiksi Pengadilan Negeri, maka Hakim wajib menolak eksepsi tersebut.
Dengan demikian Pasal 134 HIR tidak dapat dijadikan “senjata otomatis” untuk
mengeluarkan perkara dari kewenangan PN.
V. KOMPETENSI ABSOLUT DITENTUKAN OLEH SUBSTANSI SENGKETA,
BUKAN LABEL FORMAL
Menurut doktrin dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung kompetensi absolut
ditentukan oleh fundamentum petendi dan petitum secara keseluruhan. Bukan
sekadar:
1) Adanya SK;
2) Adanya pejabat pemerintahan;
3) Atau penggunaan istilah administrasi.
Dalam perkara a quo substansi gugatan jelas mengenai:
1) Dugaan PMH;
2) Penyalahgunaan kewenangan;
3) Tindakan tidak fair;
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4) Dan kerugian nyata;
5) Maka Pengadilan Negeri tetap berwenang.

VI.YURISPRUDENSI  MAHKAMAH AGUNG MEMBANTAH DALIL PARA
TERGUGAT
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menegaskan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan: Tindakan pemerintahan yang merugikan warga negara dapat
menjadi PMH.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menegaskan: Pemerintah dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata.
Putusan MARI No. 701 K/Sip/1974
Menyatakan: Pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menegaskan: Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan formalitas
administrasi.
Putusan MA RI No. 252 K/TUN/2000
Menyatakan: Tidak semua tindakan pejabat pemerintahan otomatis menjadi
kompetensi PTUN.

VII. DOKTRIN PARA AHLI MEMBANTAH PENAFSIRAN PARA TERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan:
“Harus dibedakan antara sengketa legalitas administrasi dan tanggung jawab
pemerintah atas kerugian warga negara.”
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “Penentuan kompetensi harus melihat substansi perlindungan
hukum yang diminta.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pemerintah tetap tunduk pada tanggung jawab perdata.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan kewenangan dapat melahirkan PMH pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Kekuasaan administrasi tidak boleh kebal terhadap kontrol
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pengadilan.”
VIIILPARA TERGUGAT BERUPAYA MENGHINDARI PEMERIKSAAN SUBSTANSI

PERKARA
Bahwa terlihat jelas Para Tergugat lebih sibuk membangun:

1) Dalil prosedural;

2) Kompetensi absolut;

3) Dan formalitas yurisdiksi.
Namun Para Tergugat tidak pernah menjawab substansi:

1) Mengapa ranking berubah?

2) Mengapa dilakukan koreksi ulang?

3) Apakah proses transparan?

4) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan?

5) Apakah penggugat dirugikan?
Karena sesungguhnya tujuan utama eksepsi ini adalah: menghindari pemeriksaan
pokok perkara.

IX. LOGIKA PARA TERGUGAT BERBAHAYA BAGI PRINSIP ACCESS TO JUSTICE

Bahwa apabila logika Para Tergugat diterima, maka:

1) Setiap tindakan pemerintah cukup diberi label “administratif’;

2) Lalu warga negara kehilangan akses ke pengadilan negeri.
Akibatnya:

1) Perlindungan hukum menyempit;

2) Pemerintah memperoleh kekebalan terselubung;

3) Dan penyalahgunaan kewenangan sulit dikontrol.
Padahal prinsip negara hukum menghendaki tidak ada kekuasaan tanpa kontrol
hukum.
Maijelis Hakim Yang Mulia,
Penggugat tidak membantah bahwa hakim wajib mempertimbangkan kompetensi
absolut secara ex officio berdasarkan Pasal 134 HIR. Namun kewajiban tersebut
harus dilakukan:

1) Secara objektif;

2) Berdasarkan substansi perkara;

3) Dan bukan sekadar menerima label formal yang dibangun Para Tergugat.
Dan setelah diuji secara menyeluruh, jelas terlihat bahwa perkara a quo bukan
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semata sengketa TUN murni. Melainkan menyangkut:

1) Dugaan tindakan melawan hukum;

2) Penyalahgunaan kewenangan;

3) Ketidakfairan proses seleksi;

4) Perubahan ranking;

5) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Karena itu sangat beralasan hukum apabila EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA; dan: Pengadilan
Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya hukum, keadilan,
dan perlindungan warga negara dari tindakan pemerintahan yang menyimpang
dari asas kejujuran, objektivitas, transparansi, dan kepatutan hukum.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP DALIL PARA TERGUGAT MENGENAI
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DAPAT DIAJUKAN SETIAP SAAT DAN
WAUJIB DIPERTIMBANGKAN EX OFFICIO,;
Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan: “eksepsi kompetensi absolut dapat
diajukan setiap saat dan wajib dipertimbangkan secara ex officio oleh hakim” pada
prinsipnya memang merupakan kaidah umum hukum acara sebagaimana diatur
dalam Pasal 134 HIR.
Namun demikian, Para Tergugat secara sengaja menggiring opini seolah-olah:
karena eksepsi dapat diperiksa ex officio, maka otomatis Pengadilan Negeri tidak
berwenang. Padahal hal tersebut adalah dua persoalan hukum yang berbeda
sama sekali. Yang pertama hakim wajib memeriksa kompetensi absolut.
Tetapi yang kedua apakah perkara a quo benar berada di luar kompetensi PN
harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan:

1) Substansi sengketa;

2) Pokok tuntutan;

3) Karakter hubungan hukum;

4) Dan bentuk kerugian yang didalilkan Penggugat.
Dan justru setelah diuji secara substansial, perkara a quo tetap merupakan perkara

PMH yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

. PENGGUGAT TIDAK MEMBANTAH KEWAJIBAN EX OFFICIO HAKIM

Bahwa Penggugat tidak pernah membantah asas hukum bahwa: hakim wajib
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mempertimbangkan kompetensi absolut secara ex officio. Akan tetapi asas
tersebut tidak dapat dipelintir menjadi: dalih otomatis untuk menyatakan PN tidak
berwenang. Karena kewajiban ex officio hanya menyangkut:

1) Kewajiban memeriksa; bukan

2) Kewajiban mengabulkan eksepsi.
Dengan demikian dall Para Tergugat bersifat menyesatkan karena
mencampuradukkan:

1) Kewaijiban prosedural hakim; dengan

2) Hasil akhir penilaian kompetensi.

. PASAL 134 HIR TIDAK MEMBERIKAN KEBENARAN OTOMATIS PADA

EKSEPSI PARA TERGUGAT
Bahwa Pasal 134 HIR tidak pernah menyatakan:
setiap perkara yang melibatkan pejabat pemerintahan otomatis menjadi
kompetensi PTUN. Pasal tersebut juga tidak pernah menyatakan: penggunaan
istilah administrasi menghilangkan kewenangan PN. Karena penentuan
kompetensi absolut tetap harus dilakukan melalui:

1) Pengujian materi gugatan;

2) Posita;

3) Petitum;

4) Dan substansi hubungan hukum para pihak.
Dengan demikian Pasal 134 HIR tidak dapat dipakai sebagai “tameng universal”

untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara.

.SUBSTANSI GUGATAN A QUO ADALAH PMH YANG MENIMBULKAN

KERUGIAN
Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat secara jelas mendalilkan adanya:
1) Perubahan ranking hasil seleksi;
2) Koreksi ulang yang tidak transparan;
3) Dugaan manipulasi proses;
4) Penyalahgunaan kewenangan;
5) Perlakuan tidak fair;
6) Serta kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Dengan demikian yang dipersoalkan Penggugat bukan sekadar legalitas formal
suatu KTUN, melainkan tindakan melawan hukum yang merugikan hak
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Penggugat. Karena itu perkara ini tetap memiliki dimensi PMH yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri.
IV.PARA TERGUGAT SECARA SENGAJA MENGABURKAN SUBSTANSI DENGAN
FORMALITAS YURISDIKSI
Bahwa terlihat jelas Para Tergugat terus berusaha memindahkan fokus perkara
dari:
1) Dugaan ketidakadilan;
2) Perubahan ranking;
3) Penyalahgunaan kewenangan;
4) Dan kerugian Penggugat,
Menjadi sekadar:
1) Perdebatan istilah;
2) Kompetensi;
3) Dan formalitas prosedural.
Padahal inti persoalan yang sesungguhnya belum pernah dijawab Para Tergugat:
1) Mengapa ranking berubah?
2) Mengapa ada koreksi ulang?
3) Siapa yang bertanggung jawab?
4) Apakah proses transparan?
5) Apakah Penggugat diperlakukan secara adil?
Karena sesungguhnya eksepsi ini hanyalah upaya menghindari pemeriksaan
pokok perkara.
V. KOMPETENSI ABSOLUT DITENTUKAN OLEH SUBSTANSI, BUKAN LABEL
ADMINISTRATIF
Menurut doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung kompetensi absolut tidak
ditentukan oleh siapa Para Tergugatnya atau istilah yang dipakai. Melainkan
ditentukan oleh:
1) Inti sengketa;
2) Sifat hubungan hukum;
3) Dan hak yang dilanggar.
Dalam perkara a quo: yang dipersoalkan adalah:
1) Faimess;
2) Integritas proses seleksi;
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3) Dugaan penyimpangan;
4) Dan kerugian konkret maka pengadilan negeri tetap berwenang.

VI.YURISPRUDENSI  MAHKAMAH AGUNG MEMBANTAH DALIL PARA

TERGUGAT

Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952

Menegaskan:

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa PMH oleh penguasa.

Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970

Menyatakan:

Tindakan pemerintah yang merugikan warga negara dapat digugat secara perdata.

Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973

Menegaskan:

Penyalahgunaan kewenangan pemerintah dapat melahirkan tanggung jawab

perdata.

Putusan MARI No. 701 K/Sip/1974

Menyatakan:

Pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.

Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999

Menegaskan:

Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan formalitas administratif.

Putusan MA RI No. 252 K/TUN/2000

Menyatakan:

Tidak semua tindakan pejabat pemerintahan menjadi kompetensi absolut PTUN.
VI.DOKTRIN PARA AHLI MENOLAK PENDEKATAN FORMALISTIK PARA

TERGUGAT

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon

Menyatakan: “Penentuan kompetensi harus melihat substansi perlindungan hukum

yang dimohon.”

Prof. Indroharto

Menijelaskan: “Tidak setiap sengketa yang melibatkan pejabat pemerintahan

otomatis menjadi sengketa TUN.”

Prof. Utrecht

Menyatakan: “Pemerintah tetap tunduk pada tanggung jawab hukum perdata.”
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Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi PMH pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Kontrol yudisial tidak boleh dibatasi secara formalistik.”
VIII.LLOGIKA PARA TERGUGAT BERBAHAYA BAGI PRINSIP NEGARA HUKUM
Bahwa apabila logika Para Tergugat diterima, maka:
1) Setiap tindakan pemerintah cukup diberi label administratif;
2) Lalu seluruh gugatan pmh otomatis dikeluarkan dari PN.
Akibatnya:
1) Warga kehilangan akses perlindungan hukum;
2) Pemerintah memperoleh kekebalan terselubung;
3) Dan penyalahgunaan kewenangan sulit diuiji.
Padahal prinsip negara hukum menghendaki tidak ada kekuasaan tanpa
pertanggungjawaban hukum.
IX.EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT TIDAK BOLEH DIJADIKAN ALAT UNTUK
MEMATIKAN POKOK PERKARA
Bahwa secara nyata Para Tergugat lebih fokus pada:
1) Permainan yurisdiksi;
2) Perdebatan istilah;
3) Dan formalitas kompetensi.
Namun tidak pernah membantah secara substansial:
1) Perubahan ranking;
2) Koreksi ulang;
3) Dugaan manipulasi;
4) Dan kerugian Penggugat.
Hal ini menunjukkan bahwa eksepsi a quo bukan untuk mencari keadilan.
Melainkan untuk menghindari pemeriksaan substansi perkara.
Maijelis Hakim Yang Mulia,
Penggugat tidak membantah bahwa kompetensi absolut wajib dipertimbangkan
secara ex officio berdasarkan Pasal 134 HIR. Namun kewajiban tersebut harus
dijalankan:
1) Secara objekiif;
2) Berdasarkan substansi perkara;
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3) Dan bukan sekadar menerima konstruksi formalistik Para Tergugat.
Dan setelah diuji secara menyeluruh, perkara a quo jelas bukan sekadar sengketa
legalitas administratif. Melainkan menyangkut:

1) Dugaan tindakan melawan hukum;

2) Penyalahgunaan kewenangan;

3) Ketidakfairan proses seleksi;

4) Perubahan ranking;

5) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Karena itu sangat beralasan hukum apabila: EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA;
dan Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya
hukum, keadilan, dan perlindungan warga negara terhadap tindakan pemerintahan
yang menyimpang dari asas kejujuran, objektivitas, transparansi, dan kepatutan
hukum.
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP KESIMPULAN EKSEPSI KOMPETENSI
ABSOLUT PARA TERGUGAT
Bahwa seluruh “kesimpulan” Para Tergugat pada angka 18 hanyalah pengulangan
argumentasi formalistik yang sejak awal dibangun dengan cara:

1) Memotong substansi perkara;

2) Mencampuradukkan hukum administrasi dengan kompetensi absolut;

3) Serta mengabaikan hakikat kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Para Tergugat berusaha membingkai perkara ini seolah-olah semata-mata
sengketa legalitas administratif. Padahal substansi perkara a quo adalah:
dugaan tindakan melawan hukum dalam proses seleksi perangkat desa yang
menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat. Karena itu seluruh kesimpulan Para
Tergugat patut ditolak seluruhnya.
BANTAHAN TERHADAP DALIL HURUF (a)
“Objek sengketa adalah rangkaian tindakan administrasi pemerintahan”
Bahwa benar terdapat dokumen administratif dalam proses pengisian perangkat
desa. Namun keberadaan dokumen administratif: tidak otomatis menghilangkan
dimensi PMH.
Karena yang dipersoalkan Penggugat bukan sekadar eksistensi dokumen
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administratif. Melainkan:

1) Perubahan ranking;

2) Koreksi ulang;

3) Dugaan manipulasi hasil seleksi;

4) Ketidaktransparanan proses;

5) Penyalahgunaan kewenangan;

6) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Dengan demikian objek sengketa bukan semata legalitas KTUN tetapi tindakan
melawan hukum dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.
Rangkaian Administrasi Tidak Kebal Dari Gugatan PMH
Dalam doktrin Onrechtmatige Overheidsdaad pemerintah tetap dapat digugat PMH
meskipun tindakannya dilakukan dalam fungsi pemerintahan. Karena negara
hukum tidak mengenal: kekebalan absolut pejabat pemerintahan.
BANTAHAN TERHADAP DALIL HURUF (b)
“Para Tergugat bertindak sebagai Pejabat Pemerintahan” bahwa Penggugat tidak
pernah membantah status Para Tergugat sebagai pejabat pemerintahan. Namun
status sebagai pejabat pemerintahan tidak menghapus tanggung jawab hukum
perdata. Justru karena Para Tergugat menjalankan kewenangan publik, maka
tindakan mereka wajib:

1) Transparan;

2) Obijektif;

3) Fair,

4) Dan tidak merugikan warga negara secara melawan hukum.
Kalau logika Para Tergugat diterima, maka:

1) Setiap pejabat pemerintah akan kebal gugatan PMH;

2) Warga kehilangan perlindungan hukum;

3) Dan penyalahgunaan kewenangan tidak dapat diuiji.
Padahal Indonesia adalah: negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan
(machstaat).
BANTAHAN TERHADAP DALIL HURUF (c)
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“SK Panitia memenuhi unsur KTUN” Bahwa sekalipun suatu keputusan memenuhi
unsur KTUN hal tersebut tidak otomatis menutup kemungkinan adanya PMH.
Karena dalam praktik hukum modern suatu tindakan pemerintahan dapat
sekaligus:

1) Mengandung unsur administrasi; dan

2) Melahirkan tanggung jawab PMH.
Yang dipersoalkan Penggugat bukan hanya apakah SK itu ada. Melainkan:

1) Bagaimana prosesnya;

2) Apakah fair;

3) Apakah transparan;

4) Apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan apakah tindakan tersebut merugikan Penggugat.
BANTAHAN TERHADAP DALIL HURUF (d)
“‘PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menetapkan PMH Pemerintah sebagai kompetensi
mutlak PTUN” bahwa Para Tergugat secara keliru dan terlalu luas menafsirkan
PERMA Nomor 2 Tahun 2019. PERMA tersebut tidak dapat dibaca secara parsial
dan absolut. Karena sampai hari ini:

1) Doktrin PMH pemerintah;

2) Yurisprudensi PMH oleh penguasa;

3) Dan kewenangan PN dalam perkara kerugian akibat tindakan pemerintah,

tetap diakui dalam praktik peradilan.

Selain itu PERMA tidak dapat meniadakan kewenangan Pengadilan Negeri yang
bersumber dari undang-undang dan perkembangan yurisprudensi.
PERMA BUKAN ALAT UNTUK MENCIPTAKAN KEKEBALAN PEMERINTAH
Tujuan PERMA 2/2019 adalah:
Memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa administrasi, bukan menghapus
seluruh gugatan PMH terhadap pemerintah dari kewenangan PN. Karena apabila
ditafsirkan secara ekstrem sebagaimana Para Tergugat, maka:

1) Seluruh tindakan pemerintah akan kebal diuji PN;

2) Dan warga negara kehilangan akses perlindungan hukum.
BANTAHAN TERHADAP DALIL HURUF (e)
“Penggugat menggunakan terminologi administrasi dan yurisprudensi TUN”

Bahwa penggunaan:
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« AUPB;
e UU Administrasi Pemerintahan;
e maupun yurisprudensi TUN,
tidak otomatis mengubah karakter gugatan menjadi sengketa TUN mumi. Karena
dalam praktik hukum:
1) Norma administrasi;
2) Asas pemerintahan;
3) Dan putusan TUN,
Dapat digunakan untuk membuktikan adanya PMH. Kompetensi absolut tidak
ditentukan oleh:
1) lIstilah yang dipakai;
2) Atau yurisprudensi yang dikutip;
3) Melainkan oleh substansi sengketa dan hak yang dilanggar.
VI.PARA TERGUGAT SECARA KONSISTEN MENGHINDARI POKOK
PERSOALAN
Bahwa sepanjang eksepsi ini, Para Tergugat:
1) Sibuk memperdebatkan label;
2) lstilah;
3) Yurisdiksi;
4) Dan formalitas administratif.
Namun tidak pernah menjawab secara substansial:
1) Mengapa ranking berubah?
2) Mengapa dilakukan koreksi ulang?
3) Siapa yang mengubah hasil?
4) Apakah proses dilakukan secara transparan?
5) Apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan?
6) Apakah penggugat diperlakukan fair?
Hal ini menunjukkan eksepsi kompetensi absolut hanya digunakan sebagai
tameng untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara.
VILYURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MEMBANTAH KESIMPULAN PARA
TERGUGAT
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952

Menegaskan:
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Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa.
Putusan MA RI No. 838 K/Sip/1970
Menyatakan:
Tindakan pemerintahan yang merugikan warga negara dapat digugat secara
perdata.
Putusan MA RI No. 482 K/Sip/1973
Menegaskan:
Penyalahgunaan kewenangan pemerintah dapat melahirkan tanggung jawab
PMH.
Putusan MA RI No. 701 K/Sip/1974
Menyatakan:
Pemerintah tidak kebal terhadap gugatan PMH.
Putusan MA RI No. 145 K/TUN/1999
Menegaskan:
Kompetensi ditentukan oleh substansi sengketa, bukan formalitas administratif.
Putusan MA RI No. 252 K/TUN/2000
Menyatakan:
Tidak semua tindakan pejabat pemerintahan otomatis menjadi kompetensi absolut
PTUN.
VII.LDOKTRIN PARA AHLI MENOLAK PENDEKATAN FORMALISTIK PARA
TERGUGAT
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon
Menyatakan: “Pelanggaran AUPB dapat menjadi dasar pertanggungjawaban
pemerintah.”
Prof. Indroharto
Menijelaskan: “Tidak semua sengketa administrasi menjadi kompetensi eksklusif
PTUN.”
Prof. Utrecht
Menyatakan: “Pemerintah tetap tunduk pada tanggung jawab hukum perdata.”
Ridwan HR
Menegaskan: “Penyalahgunaan kewenangan dapat melahirkan PMH pemerintah.”
Sjachran Basah
Menyatakan: “Kontrol pengadilan terhadap tindakan pemerintah tidak boleh
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dibatasi secara formalistik.”
IX.LOGIKA PARA TERGUGAT BERBAHAYA BAGI NEGARA HUKUM

Bahwa apabila logika Para Tergugat diterima, maka:

1) Setiap tindakan pemerintah cukup diberi bentuk administratif;

2) Lalu otomatis kebal dari gugatan PMH di PN.
Akibatnya:

1) Perlindungan hukum warga negara melemah;

2) Penyalahgunaan kewenangan sulit dikontrol;

3) Dan pemerintah memperoleh kekebalan terselubung.
Padahal prinsip negara hukum menghendaki tidak ada kekuasaan tanpa
pertanggungjawaban hukum.
Maijelis Hakim Yang Mulia,
Setelah dicermati secara menyeluruh, jelas terlihat bahwa seluruh eksepsi
kompetensi absolut Para Tergugat dibangun di atas:

1) Permainan terminologi;

2) Pendekatan formalistik;

3) Dan pengaburan substansi perkara.
Padahal yang dipersoalkan Penggugat bukan semata legalitas administratif.
Melainkan:

1) Faimess proses seleksi;

2) Perubahan ranking;

3) Dugaan manipulasi;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Karena itu perkara a quo tetap memiliki dimensi PMH yang menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri.
Oleh sebab itu sangat beralasan hukum apabila EKSEPSI KOMPETENSI
ABSOLUT PARA TERGUGAT DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA; dan
Pengadilan Negeri Purbalingga tetap dinyatakan berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo. Demikian disampaikan demi tegaknya
hukum, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan warga negara dari tindakan
pemerintahan yang menyimpang dari asas kejujuran, objektivitas, transparansi,
dan kepatutan hokum;
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Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Turut Tergugat |, Turut
Tergugat I, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut
Tergugat VI tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI
BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT
PARATURUT TERGUGAT
Bahwa seluruh dalil eksepsi kewenangan absolut Para Turut Tergugat adalah:
1) Keliru memahami objek sengketa;
2) Mencampuradukkan antara KTUN dengan perbuatan faktual;
3) Serta secara sengaja mengaburkan esensi gugatan Penggugat.
Karena perkara a quo bukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) murni, Melainkan:
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akibat tindakan faktual dan rangkaian
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Turut Tergugat yang menimbulkan
kerugian bagi Penggugat;
Dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga tetap berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a quo;
I. OBJEK GUGATAN BUKAN PEMBATALAN KTUN, MELAINKAN PMH
Bahwa Para Turut Tergugat berulang kali berusaha menggiring seolah-olah objek
sengketa adalah KTUN. Padahal yang dipersoalkan Penggugat adalah:
1) Tindakan koreksi ulang;
2) Perubahan hasil nilai;
3) Perubahan ranking;
4) Dan tindakan faktual setelah pengumuman resmi.
Artinya yang disengketakan bukan keberadaan formal suatu SK semata, tetapi
perbuatan konkret dan tindakan nyata yang dilakukan Para Turut Tergugat yang
diduga melanggar hukum, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas
profesionalitas, dan asas keadilan. Karena itu objek sengketa a quo adalah
feitelijke handelingen (perbuatan faktual) yang secara yuridis tetap dapat menjadi
objek gugatan PMH di Pengadilan Negeri;
[l. TIDAK SEMUA TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAH OTOMATIS MENJADI
KOMPETENSI PTUN
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Bahwa logika Para Turut ara Tergugat yang menyatakan: “karena pelakunya
pejabat pemerintahan maka otomatis menjadi kewenangan PTUN” adalah logika
yang sesat dan terlalu disederhanakan. Karena dalam praktik hukum Indonesia
telah lama dikenal pembedaan antara:

1) Tindakan pemerintahan dalam bentuk KTUN; dengan:

2) Tindakan faktual/perbuatan melawan hukum yang merugikan warga

negara.
3) Tidak setiap tindakan pejabat negara otomatis menjadi objek PTUN.
Karena apabila:
1) Terdapat unsur PMH;
2) Terdapat penyalahgunaan kewenangan;
3) Terdapat tindakan faktual;
4) Terdapat kerugian keperdataan;
5) Maka Pengadilan Negeri tetap berwenang memeriksa.
. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SEMATA MEMOHON PEMBATALAN KTUN
Bahwa Penggugat tidak hanya meminta pembatalan administrasi. Melainkan juga
menuntut:
1) Pertanggungjawaban hukum;
2) Ganti kerugian materiil;
3) Ganti kerugian immateriil;
4) Serta akibat hukum dari tindakan para Turut tergugat.
Hal tersebut menunjukkan inti gugatan adalah PMH. Bukan gugatan administrasi
murni sebagaimana kewenangan PTUN.
IVPERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TIDAK MENGHAPUS KEWENANGAN
PENGADILAN NEGERI SECARA ABSOLUT
Bahwa Para Turut Tergugat keliru memahami PERMA Nomor 2 Tahun 2019
secara ekstrem dan absolut. PERMA tersebut tidak dapat dimaknai, seluruh PMH
yang melibatkan pejabat pemerintahan otomatis menjadi kewenangan PTUN.
Karena dalam praktik dan doktrin hukum:
1) Harus dilihat substansi sengketa;
2) Karakter tindakan;
3) Serta petitum gugatan.

Dalam perkara a quo:
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1) Terdapat tuntutan ganti rugi keperdataan;
2) Terdapat tindakan faktual;
3) Terdapat dugaan manipulasi proses;
4) Dan terdapat kerugian langsung terhadap Penggugat.
Maka perkara ini tetap memiliki karakter PMH perdata.
V. PETITUM TIDAK MENENTUKAN KOMPETENSI SECARA TUNGGAL
Bahwa Para Turut Tergugat mencoba menarik kesimpulan kompetensi absolut
hanya dari salah satu petitum mengenai permintaan pembinaan administratif
terhadap Para Turut Tergugat. Dalil tersebut menyesatkan. Karena menurut hukum
acara perdata kompetensi absolut ditentukan berdasarkan substansi pokok
sengketa, bukan semata-mata satu petitum tambahan. Adapun permintaan agar
dilakukan pembinaan atau penjatuhan sanksi administratif:
1) Hanyalah konsekuensi turunan;
2) Bukan inti utama gugatan.
Inti perkara tetap dugaan PMH yang merugikan Penggugat.
VI.DALIL PARA TURUT TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN FAKTA BAHWA
PENGGUGAT TIDAK SEDANG MENGGUGAT KTUN FINAL
Bahwa KTUN menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN harus bersifat:
1) Konkret;
2) Individual,
3) Final;
4) Dan menimbulkan akibat hukum.
Namun dalam perkara a quo:
1) Proses seleksi masih berjalan;
2) Belum ada sk pengangkatan definitif;
3) Belum ada KTUN final terkait pengangkatan perangkat desa terhadap
Penggugat.
Yang dipersoalkan justru tindakan koreksi ulang dan perubahan hasil setelah
pengumuman resmi. Karena itu objek sengketa lebih tepat dikualifikasikan sebagai
PMH faktual,
VILYURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG MENUNJUKKAN PMH OLEH
PEJABAT PEMERINTAH MASIH DAPAT DIPERIKSA PN
Putusan MA RI No. 252 K/Sip/1953
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menegaskan:
Pengadilan Negeri berwenang mengadili PMH oleh penguasa apabila terdapat
pelanggaran hak keperdataan warga;
Putusan MA RI No. 66 K/Sip/1952
Menyatakan:
Tindakan penguasa yang melanggar hak warga dapat diuji melalui gugatan PMH.
Arrest Ostermann (HR 20 November 1924);
Menjadi tonggak bahwa:
Tindakan penguasa yang melanggar hukum tetap dapat dimintakan
pertanggungjawaban perdata;
VIIl. DOKTRIN PARAAHLI
Prof. Utrecht
menyatakan: “Tidak semua tindakan administrasi negara merupakan beschikking
yang menjadi kompetensi PTUN.”;
Prof. Philipus M. Hadjon
Menegaskan: “Perbuatan faktual pemerintah yang menimbulkan kerugian tetap
dapat melahirkan tanggung jawab keperdataan.”;
Prof. Ridwan HR
Menyatakan: “Tindakan pemerintahan yang bersifat faktual berbeda dengan KTUN
dan akibat hukumnya dapat memasuki ranah perdata.”;
Prof. Indroharto
Menegaskan: “Penentuan kompetensi harus melihat hakikat sengketa, bukan
hanya status pejabat pelaku.”;
IX.DALIL PARA TURUT TERGUGAT JUSTRU MENUNJUKKAN UPAYA
MENGHINDARI PEMERIKSAAN POKOK PERKARA
Bahwa sangat tampak Para Turut Tergugat terus berupaya:
1) Memindahkan arena sengketa;
2) Menghindari pemeriksaan substansi;
3) Dan mengaburkan pokok masalah utama.
Karena sampai hari ini Para Turut Tergugat tetap tidak mampu menjelaskan
secara terang:
1) Apa dasar hukum koreksi ulang;
2) Di mana sop koreksi ulang;
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3) Siapa yang memerintahkan;

4) Mengapa hasil resmi diubah setelah diumumkan;

5) Dan mengapa ranking Penggugat berubah.
Alih-alih  menjawab substansi tersebut, Para Turut Tergugat justru sibuk
mempersoalkan forum peradilan. Hal ini semakin menunjukkan terdapat persoalan
serius dalam proses seleksi yang disengketakan.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Perkara ini bukan sekadar sengketa administrasi biasa.
Perkara ini adalah perkara tentang:

1) Perubahan hasil seleksi setelah diumumkan resmi;

2) Tindakan koreksi ulang tanpa dasar yang jelas;

3) dan kerugian nyata yang dialami Penggugat.
Yang dipersoalkan Penggugat bukan semata-mata bentuk formal SK, melainkan:
tindakan konkret Para Turut Tergugat yang diduga melawan hukum dan
merugikan Penggugat. karena itu sangat keliru apabila seluruh tindakan faktual
pejabat pemerintahan secara otomatis dipindahkan ke PTUN. Jika logika Para
Turut Tergugat diterima, maka setiap pejabat cukup berlindung di balik jabatan
administratif untuk menghindari pertanggungjawaban PMH di Pengadilan Negeri.
Tentu hal tersebut bertentangan dengan:

1) Prinsip access to justice;

2) Perlindungan hak warga negara;

3) Dan asas negara hukum.
Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Eksepsi Kewenangan Absolut
Para Turut Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, dan Pengadilan Negeri
Purbalingga dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo
sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsi kewenangan yang
diajukannya, Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill telah mengajukan bukti
permulaan berupa surat, yaitu:

1.  Bukti T . Fotokopi Surat Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa
di Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar Nomor
400.10.2/22819 Tahun 2025, tertanggal 2 Desember 2025
yang ditandatangani oleh Bupati Purbalingga;
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Bukti T-2

Bukti T-3

Bukti T-4

Bukti T-5

Bukti T-6

Bukti T-7

Bukti T-8

Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kalijaran Nomor 66
Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pengisian
Perangkat Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Fotokopi Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa
Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga Nomor 04/P3D Tahun 2025 tentang
Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025;

Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kalijaran Nomor: 07
Tahun 2026 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat
Desa Yang Telah Memenuhi Persyaratan Adminstrasi
Menjadi Calon Perangkat Desa Dalam Pengisian
Perangkat Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan
Pengisian Perangkat Desa Desa Kalijaran Kecamatan
Karanganyar Nomor : 14/P3D/111/2026, tanggal 5 Maret
2026;

Fotokopi Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kalijjaran Kecamatan Karanganyar Nomor :
15/P3D/II/2026  tentang Penetapan Bakal Calon
Perangkat Desa Yang Lulus Dalam Ujian Penyaringan
Pengisian Perangkat Desa Kalijaran Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
Fotokopi Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kalijjaran Kecamatan Karanganyar Nomor :
16/P3D/I111/2026 tentang Penetapan Rekap Nilai Ujian dan
Peringkingan Dalam Pengisian Perangkat Desa Kalijaran,
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Tahun
2025;

Fotokopi Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa
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9.

Bukti T-9

10. Bukti T-10

Desa Kalijjaran Kecamatan Karanganyar Nomor :
18/P3D/1I/2026 tentang Perubahan Penetapan Rekap
Nilai Ujian dan Perengkingan Dalam Pengisian Perangkat
Desa Kalijjaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025;

Fotokopi Kesepakatan Kerjasama Antara Panitia
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa
Kalijaran Kecamatan Karanganyar dengan SMKN 1
Karanganyar Purbalingga Nomor : 10/P3D/I1/2026,
tanggal 27 Februari 2026;

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400.3.8/118/2026,
tanggal 13 Maret 2026;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi

meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya di
persidangan, temyata bukti surat bertanda T-2, T-3, T4, T-6, T-7, T-8 dan T-9 sesuai

dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-1, T-5 dan T-10 merupakan

fotokopi tanpa ditunjukan aslinya;

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsi kewenangan yang

diajukannya, Turut Tergugat | telah mengajukan bukti permulaan berupa surat, yaitu:

1.
2.

Bukti TT-1
Bukti TT-2

Bukti TT-3

Bukti TT-4
Bukti T-5

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luly Maulina;
Fotokopi Bukti Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon
Perangkat Desa Kalijaran Kecamaran Karanganyar
Kabupaten Purbalingga atas nama pendaftar Luly Maulina
No. Pendaf. 036, tertanggal 26 Januari 2026;

Fotokopi Daftar Rekapitulasi Nilai Awal sebelum dicek
ulang;

Fotokopi Daftar Rekapitulasi Nilai setelah dicek ulang;
Fotokopi Name Tag Kartu Peserta atas nama Luly

Maulina;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi

meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya di

persidangan, ternyata bukti surat bertanda TT-1, TT-2 dan TT-5 sesuai dengan

aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TT-3 dan TT-4 merupakan fotokopi tanpa
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ditunjukan aslinya;

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsi kewenangan yang

diajukannya, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV telah

mengajukan bukti permulaan berupa surat, yaitu:

1.

Bukti TT-1

Bukti TT-2A

Bukti TT-2B

Bukti TT-3

Bukti TT-4

Bukti TT-5

Bukti TT-6

Fotokopi halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4
dan halaman 20 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

Fotokopi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di
Kabupaten Purbalingga;

Fotokopi Surat Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa
di Desa Kalijjaran Kecamatan Karanganyar Nomor
400.10.2/22819 Tahun 2025, tertanggal 2 Desember 2025
yang ditandatangani oleh Bupati Purbalingga;

Fotokopi Keputusan Camat Karanganyar Nomor 141 — 15
Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi
Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Serta Mutasi Jabatan
Perangkat Desa Tingkat Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga;

Fotokopi Keputusan Desa Kalijaran Nomor 66 Tahun 2025
tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa
Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025;
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8. BuktiTT-7

9. BuktiTT-8A
10. Bukti TT-8B
11.  Bukti TT-9A
12. Bukti TT-9B

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor :
800.1.3/014 Tahun 2026 tertanggal 12 Januari 2026
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten
Purbalingga, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
800.1.3/005/SPP/2026 tertanggal 12 Januari 2026, Pakta
Integritas yang ditandatangani oleh Drs. Mohammad
Fathurrohman, M.Si., Jabatan Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa, dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 Januari 2026
dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri
Sipil Nomor : 800.1.3/005/2026 tanggal 12 Januari 2026;
Fotokopi Surat Nomor : 140/10 tanggal 17 Maret 2026,
Perihal : Mohon Rekomendasi atas Proses Pengisian
Perangkat Desa Kalijaran;

Fotokopi Surat Nomor : 400.10.2/60 tanggal 31 Oktober
2025, Perihal : Mohon Rekomendasi pengisian Perangkat
Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan;

Fotokopi halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4,
halaman 5 dan halaman 66 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan
dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  (Onrechtmatige
Overheidsdaad),

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi

meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya di

persidangan, temyata bukti surat bertanda TT-4 dan TT-5 sesuai dengan aslinya,
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sedangkan bukti surat bertanda TT-1, TT-2A, TT-2B, TT-3, TT-6, TT-7, TT-8A, TT-8B,
TT-9A danTT-9B merupakan fotokopi tanpa ditunjukan aslinya;

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsi kewenangan yang

diajukannya, Turut Tergugat V telah mengajukan bukti permulaan berupa surat, yaitu:
1. BuktiTTV-1 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan
dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  (Onrechtmatige

Overheidsdaad),

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi
meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya di
persidangan, temyata bukti surat bertanda T.T.V-1 merupakan fotokopi tanpa
ditunjukan aslinya;

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsi kewenangan yang
diajukannya, Turut Tergugat VI telah mengajukan bukti permulaan berupa surat, yaitu:

1. BuktiTTVI-1 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan
dan/atau  Pejabat Pemerintahan  (Onrechtmatige
Overheidsdaad),

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi
meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya di
persidangan, temyata bukti surat bertanda T.T.VI-1 merupakan fotokopi tanpa
ditunjukan aslinya;

Menimbang bahwa untuk mendukung tanggapan/bantahan atas eksepsi
kewenangan yang diajukan Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat I,
Turut Tergugat Il, Turut Tergugat lll, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut

Tergugat VI, Penggugat mengajukan bukti permulaan berupa surat, yaitu:

1.  BuktiP1 . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Masfiah
Lutfiana;
2. BuktiP2 . Fotokopi Surat Permohonan tertanggal 23 Januari 2026,
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10.

1.

12.

13.

Bukti P.3

Bukti P4

Bukti P.5

Bukti P.6

Bukti P.7

Bukti P.8
Bukti P-9

Bukti P.10

Bukti P.11

Bukti P12

Bukti P.13

Perihal : Permohonan Pencalonan Perangkat Desa
(Kepala Seksi Kesejahteraan) yang ditandatangani oleh
Siti Masfiah Lutfiana;

Fotokopi ljazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Siti
Masfiah Lutfiana;

Fotokopi ljazah Madrasah Tsnawiyah atas nama Siti
Masfiah Lutfiana;

Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama
Siti Masfiah Lutfiana;

Fotokopi ljazah Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dari
Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Jawa Tengah di
Wonosobo atas nama Siti Masfiah Lutfiana;

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :
SKCK/00112205/I/YAN.2.3/2026 tanggal 6 Januari 2026;
Fotokopi Bukti Penerimaan Surat tertanggal 7 Maret 2026;
Fotokopi Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar
Nomor : 03/P3D/XIl/2025 tentang Tata Tertib Pengisian
Perangkat Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga;

Fotokopi Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa
Kaliajaran Kecamatan Karanganyar  Kabupaten
Purbalingga Nomor :  04/P3D/I/2026  tentang
Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025;

Fotokopi Surat dari Siti Masfiah Lutfiana tertanggal 14
Maret 2026 yang ditujukan kepada Panitia Penjaringan
dan Penyaringan Perangkat Desa Kalijaran Tahun 2025;
Fotokopi Surat Pernyataan Sikap tertanggal 14 Maret
2026 yang ditandatangani oleh Siti Masfiah Lutfiana,
S.Pd;

Fotokopi Rekapituliasi Nilai Tertulis, Nilai Praktik
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Komputerrekaputasi, Prestasi dan Dedikasi Calon

Perangkat Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar,

14. Bukti P14 . Fotokopi Rekapitulasi Nilai;
15. Bukti P15 . Fotokopi WhatsApp Group Peserta Seleksi CPD Kalijaran;
16. Bukti P.16 . Fotokopi Berita PNN NEWS;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi
meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya di
persidangan, ternyata bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11 dan
P.12 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.9, P.10, P.13, P.14,
P.15 dan P.16 merupakan fotokopi tanpa ditunjukan aslinya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan
diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat
dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah mengenai adanya penilaian dari Penggugat jika Para Tergugat in casu
Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawan hukum
yaitu berupa dilakukannya koreksi ulang terhadap hasil Seleksi Perangkat Desa untuk
pengisian jabatan Kasi Kesejahteraan yang diikuti oleh Penggugat, yang karena
adanya koreksi ulang (koreksi kedua) tersebut telah mengakibatkan Penggugat yang
sebelumnya telah diumumkan memperoleh peringkat 1 pada pengisian jabatan Kasi
Kesejahteraan tersebut mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat 2, yang
menurut Penggugat koreksi ulang tersebut tidak ada SOP, tidak ada dasar hukum,
dilakukan manual, tidak transparan dan tidak melibatkan mekanisme keberatan resmi
sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan asas pemerintahan
yang baik, yang pada akhirnya hal tersebut menimbulkan kerugian kepada
Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,
Tergugat |l, Tergugat Ill, Turut Tergugat |, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Ill, Turut
Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI di dalam jawabannya
mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu
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berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih
dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat lll di dalam jawabannya
telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada
pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang
secara absolut mengadili a quo karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah
rangkaian tindakan administrasi pemerintahan dalam pengisian Perangkat Desa
Kalijaran untuk formasi Kasi Kesejahteraan, yang seluruhnya dilaksanakan
berdasarkan Surat Keputusan formal dari Pejabat Pemerintahan, dan oleh karenanya
tunduk pada hukum administrasi pemerintahan. Selain itu menurut Tergugat |,
Tergugat |l dan Tergugat lll dalam pengisian Perangkat Desa Kalijaran tersebut,
Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat
Pemerintahan, bukan dalam kapasitas pribadi maupun dalam hubungan keperdataan,
dimana Tergugat Il selaku Kepala Desa Kalijaran adalah Pejabat Pemerintahan
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. UU
Nomor 3 Tahun 2024, yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan menjadi
penerbit SK Kades Nomor 66 Tahun 2025 sedangkan Tergugat | dan Tergugat Il
bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengisian Perangkat Desa Kalijaran
berdasarkan SK Kades Nomor 66 Tahun 2025, dengan menjalankan kewenangan
administrasi yang dilimpahkan dari Kepala Desa selaku Pejabat Pemerintahan, dan
dasar hukum tindakan Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il bersumber dari
peraturan perundangan-undangan publik. Lebih lanjut menurut Tergugat |, Tergugat Il
dan Tergugat Ill berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mengusulkan dan mengangkat serta
menerbitkan Surat Keputusan sehingga dengan demikian rangkaian tindakan
administratif dalam pengisian Perangkat Desa Kalijaran bermuara pada surat
rekomendasi Persetujuan Bupati untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan
Perangkat Desa Kalijaran yaitu persetujuan rekomendasi Bupati yang diterbitkan oleh
Pejabat Pemerintahan Tingkat Kabupaten. Kemudian menurut Tergugat |, Tergugat Il
dan Tergugat Ill dengan terbithya PERMA Nomor 2 Tahun 2019, kewenangan
mengadili perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan menjadi
kompetensi mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya menurut Tergugat |,
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Tergugat Il dan Tergugat Ill Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang secara
absolut mengadili a quo juga disebabkan karena substansi sengketa dalam pekara a
quo adalah sengketa tata usaha negara bukan perbuatan melawan hukum perdata,
yang di dalam gugatannya Penggugat secara konsisten menggunakan terminologi
dan dalil-dalil khas hukum administrasi yaitu tidak ada SOP, tidak ada dasar hukum
(Posita 13), mendalilkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan dan mendalilkkan pelanggaran Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta cacat prosedur adalah istilah teknis hukum
administrasi, serta Penggugat di dalam petitum gugatannya memohon pembatalan
tindakan administrasi pemerintahan (hasil koreksi kedua tidak sah dan batal demi
hukum) dan memerintahkan pejabat pemerintahan (Bupati, Kepala Dispermasdes,
Camat) untuk melakukan tindakan administratif tertentu, yang permintaan untuk
memerintahkan Bupati menerbitkan/mengubah Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) sepenuhnya berada di luar kompetensi Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa kemudian Turut Tergugat | di dalam jawabannya juga
telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada
pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang
secara absolut mengadili a quo karena di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan
adanya kerugian akibat penetapan hasil seleksi oleh Tergugat | selaku Ketua Panitia
Seleksi bersama Tergugat Il selaku Anggota Panitia Seleksi, yang bertindak untuk dan
atas nama Tergugat Ill selaku Kepala Desa Kalijaran, dengan menetapkan Turut
Tergugat | sebagai peserta yang dinyatakan lulus, sehingga substansi gugatan
Penggugat secara nyata merupakan keberatan terhadap suatu penetapan hasil
seleksi Perangkat Desa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dikeluarkan
oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi administrasi
pemerintahan, sehingga dengan demikian memenuhi seluruh unsur sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa yang objeknya berupa Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata
Usaha Negara, sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh peradilan umum;
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Menimbang bahwa kemudian Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan Turut
Tergugat IV di dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi kewenangan
mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan
Negeri Purbalingga tidak berwenang secara absolut mengadili a quo karena
Penggugat di dalam gugatannya mempermasalahkan perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il, Turut Tergugat lll dan Turut Tergugat IV yang
semuanya adalah Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan kemudian Penggugat pada petitum angka 6 gugatannya meminta
Maijelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat Il, Turut Tergugat lll dan Turut Tergugat
IV untuk mengesahkan hasil koreksi pertama dan membatalkan hasil koreksi kedua
yang termasuk salah satu dari tindakan faktual oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang
tindakan faktual oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan/tata usaha negara
merupakan tindakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh
Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang intinya
menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara. Bahwa
menurut Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat IV oleh karena
Tergugat Ill, Turut Tergugat |l sampai dengan Turut Tergugat VI merupakan Pejabat
Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) yang dianggap melakukan perbuatan melawan
hukum dan dianggap mengakibatkan kerugian, maka seharusnya Penggugat
mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI di
dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi kewenangan mengadili
(kompetensi absolut) yang pada pokoknya mendalikan bahwa Pengadilan Negeri
Purbalingga tidak berwenang secara absolut mengadili a quo karena Penggugat di
dalam gugatannya mempermasalahkan mengenai perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat Ill, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI
yang semuanya adalah Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan
sesuai petitum angka 8 gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk
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menghukum Turut Tergugat V untuk melakukan pembinaan dan sanksi administratif
sampai dengan pemecatan terhadap Turut Tergugat VI, yang mana hal tersebut
merupakan tindakan administrasi bidang kepegawaian oleh Pejabat Tata Usaha
Negara. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang merupakan kewenangan dari peradilan tata
usaha negara. Bahwa karena Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat lll, Turut
Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI merupakan Pejabat Pemerintah
(Pejabat Tata Usaha Negara) yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum
yang mengakibatkan kerugian, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya telah memberikan
tanggapan atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat |,
Tergugat Il dan Tergugat Ill yang pada pokoknya menurut Penggugat yang
disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukanlah keabsahan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melainkan adanya perbuatan melawan
hukum, tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran
asas keadilan, kepatutan dan transparansi serta kerugian keperdataan yang dialami
Penggugat dalam proses pengisian perangkat desa, sehingga dengan demikian yang
dipermasalahakan oleh Penggugat di dalam perkara a quo adalah mengenai akibat
hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para
Tergugat, objek gugatan Penggugat adalah bersifat factual conduct bukan
adminstrative legality review. Lebih lanjut Penggugat menegaskan bahwa gugatan
Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa
(onrechmatige overheidsdaad) yang sejak berkembangannya doktrin onrechmatige
overheidsdaad tersebut menurut yurisprudensi tindakan pemerintah yang merugikan
warga negara dapat diuji di peradilan umum sepanjang menyangkut kerugian
keperdataan dan melawan hukum. Kemudian Penggugat juga memberikan tangapan
bahwa Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill keliru menafsirkan Undang-Undang
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tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa menurut Penggugat berdasarkan Pasal
2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat banyak tindakan
pemerintah yang justru bukan menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha
Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintah tidak menghapus
kewenangan Peradilan Umum terhadap gugatan perbuatan melawan hukum oleh
badan/pejabat pemerintah, bahkan setelah lahirmya SEMA Nomor 2 Tahun 2019
Mahkamah Agung tetap membedakan secara tegas antara pengujian legalitas
keputusan adminsitratif dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian keperdataan. Selanjutnya menurut Penggugat, kerugian yang
Penggugat alami adalah kerugian nyata berupa hilangnya kesempatan, kerugian
moril, kerugian materiil, hilangnya hak untuk diperlakukan adil serta rusaknya nama
baik dan kepastian hukum, yang kerugian demikian adalah ranah hukum perdata dan
menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Lebih
lanjut menurut Penggugat terdapat beberapa doktrin dari Para Ahli dan yurisprudensi
Mahkamah Agung yang mendukung bahwa tidak semua sengketa yang berkaitan
dengan pejabat pemerintahan atau tindakan pemerintah diuji di Pengadilan Tata
Usaha Negara, namun dapat juga digugat secara perdata. Kemudian menurut
Penggugat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il
tersebut hanya upaya menghindari pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya menurut
Penggugat mengenai Surat Keputusan, Nota Kesepakatan dan Surat Keterangan
yang disebutkan oleh Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill di dalam eksepsinya
justru semakin membuktikan dan memperkuat gugatan Penggugat mengenai adanya
cacat prosedur, tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kewenangan,
malaadministrasi, perlanggaran asas fair play serta perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan adanya surat keputusan tersebut tidak
otomatis menjadikan sengketa a quo sebagai kompetensi Pengadilan Tata Usaha
Negara;

Menimbang bahwa kemudian atas eksepsi kewenangan mengadili yang
diajukan oleh Tergugat I, Tergugat |l dan Tergugat Ill, Penggugat di dalam Repliknya
juga memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa yang menentukan kompetensi
bukan nama dokumen melainkan substansi sengketa dan dalam perkara a quo
substansi perkaranya adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa
(onrechmatige overheidsdaad) yang merupakan kompetensi peradilan umum.
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Kemudian menurut Penggugat, adanya Nota Kesepakatan Kerjasama dan Surat
Keterangan SMK yang disebutkan oleh Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Il di
dalam dalil eksepsinya bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara.
Selanjutnya menurut Penggugat, dalam perkara a quo oleh karena terkait dengan
seleksi perangkat desa yang Penggugat ikuti prosesnya masih berubah-ubah, ranking
diubah, hasil dikoreksi ulang dan belum terdapat finalitas yang bersih dari sengketa,
maka unsur final dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di
Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi problematik, apalagi objek utama gugatan a
quo bukan legalitas formal keputusan, melainkan proses melawan hukum yang
menyebabkan kerugian Penggugat. Kemudian menurut Penggugat, adanya
perubahan hasil ranking, hasil koreksi serta penerbitan dari hasil seleksi yang terjadi
justru menunjukan adanya tidakan faktual yang dipersoalkan oleh Penggugat dan
karena itu perkara ini bukan sekedar sengketa legalitas administratif tetapi mengenai
tndakan melawan hukum dalam proses seleksi perangkat desa. Kemudian menurut
Penggugat, keberadaan hukum administrasi pemerintahan tidak menghapus
tanggung jawab perdata dan dalam negara hukum modern berlaku prinsip setiap
penggunaan kewenangan publik harus dapat dimintakan pertanggungjawaban
hukum termasuk pertanggungjawaban administrasi, pidana maupun perdata dan oleh
karena itu sangat keliru apabila Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Il mencoba
membenturkan hukum administrasi dengan hukum perdata padahal keduanya dapat
berjalan paralel tergangung sifat kerugian dan bentuk pelanggarannya. Selain itu
menurut Penggugat, Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill secara substansial
berusaha membungkus tindakan perbuatan melawan hukum yang dipersoalkan
dengan formalitas administratif lalu menjadikannya tameng kompetensi absolut, yang
hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan prinsip due process
of law;,

Menimbang bahwa kemudian mengenai dalil Tergugat |, Tergugat Il dan
Tergugat lll yang menyebutkan bahwa status Tergugat Il sebagai Kepala Desa serta
Tergugat | dan Tergugat Il sebagai Panitia Pengisian Perangkat Desa yang
menjalankan kewenangan administrasi pemerintahan, menurut Penggugat hal ini
sama sekali tidak menghilangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa
perkara a quo, hal itu menurut Penggugat justru menunjukan adanya pengakuan
secara tegas bahwa Tergugat |, Tergugat |l dan Tergugat Ill menggunakan
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kewenangan publik, menjalankan kekuasaan pemerintah dan mengendalikan proses
seleksi perangkat desa sehingga apabila dalam penggunaan kewenangan tersebut
terjadi penyalahgunaan kewenangan, tindakan sewenang-wenang, pelanggaran asas
keadilan, malaadminsitrasi, diskriminasi atau perbuatan melawan hukum yang
merugikan warga negara maka Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill tetap tunduik
pada prinsip pertanggungjawaban hukum termasuk pertanggungjawaban perdata di
Pengadilan Negeri. Bahwa menurut Penggugat, karena bertindak sebagai Pejabat
Pemerintah itulah maka Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill terikat dengan Asas-
asas Pemerintaah Yang Baik (AUPB), yang apabila asas tersebut dilanggar maka
tindakan pejabat pemerintahan tersebut dapat dinyatakan melawan hukum. Bahwa
menurut Penggugat ia memahami Tergugat |, Tergugat |l dan Tergugat Il bertindak
dalam jabatan pemerintahan namun dalam perkara a quo yang dipersoalkan bukan
identitas personal dari Tergugat I, Tergugat |l dan Tergugat lll melainkan tindakan
melawan hukum yang dilakukan dalam penggunaan kewenangan jabatan. Bahwa
menurut Penggugat benar Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan dan benar
Panitia bertindak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, namun fakta tersebut
tidak secara otomatis menghapus kemungkinan penyalahgunaan kewenangan,
menghilangkan hak warga menggugat atau menutup yurisdiksi Pengadilan Negeri,
apabila tindakan administrasi melanggar hukum, menimbulkan kerugian dan
mencederai hak subjektif warga negara maka dapat digugat secara perbuatan
melawan hukum. Bahwa kemudian menurut Penggugat mengenai berbagai
peraturan perundangan-undangan publik sebagai dasar tindakan Tergugat |,
Tergugat Il dan Tergugat lll sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat I, Tergugat
I dan Tergugat Il di dalam dalil eksepsinya tidaklah kemudian serta merta
membuktikan bahwa perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara, namun hal itu justru semakin menegaskan bahwa Tergugat |,
Tergugat Il dan Tergugat Ill adalah penyelenggara kekuasaan publik yang
menjalankan kewenangan yang dibatasi hukum dan terikat dengan Asas-Asas
Pemerintahan Yang Baik dan karenanya wajib bertanggung jawab apabila
kewenangan tersebut digunakan secara melawan hukum, sehingga penyebutan
perundangan-undangan publik tersebut tidaklah kemudian menghapus kemungkinan
adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, tindakan

diskriminatif, malaadministrasi maupun kerugian keperdataan yang dialami
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Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian mengenai dalil Tergugat |, Tergugat Il dan
Tergugat lll yang mendasarkan kewenangan Kepala Desa pada Pasal 26 ayat (2)
huruf b UU Nomor 3 Tahun 2024, hal ini menurut Penggugat sama sekali tidak
membuktikan bahwa seluruh tindakan Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill menjadi
sah, benar, bebas dan kebal dari pengujian Pengadilan Negeri, dan sebaliknya
ketentuan tersebut justru menegaskan bahwa adanya kewajiban hukum yang harus
dipertanggungjawabkan apabila pelaksanakan kewenangan tersebut merugikan
warga negara. Bahwa menurut Penggugat, perkara a quo bukan mengenai “ada atau
tidak adanya kewenangan” melainkan sengketa mengenai penyalahgunaan
kewenangan yang menimbulkan kerugian hukum. Bahwa menurut Penggugat
kewenangan administratif yang disalahgunakan dapat menjadi perbuatan melawan
hukum dan menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang
menyalahgunakan wewenang, pasal tersebut menegaskan larangan melampaui
wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang, yang
apabila larangan tersebut dilangggar, maka tindakan pemerintahan menjadi catat
hukum. Bahwa kemudian mengenai adanya dalil eksepsi Tergugat |, Tergugat Il dan
Tergugat Ill yang menyatakan rangkaian pengisian perangkat Desa Kalijaran
bermuara pada surat rekomendasi persetujuan Bupati sehingga seluruh proses
menjadi murni tindakan administrasi pemerintahan adalah dalil yang keliru dan
menyesatkan secara logika, justru menurut Penggugat keberadaan rekomendasi dari
Bupati semakin menegaskan proses pengisian perangkat desa waijib tunduk pada
hukum, transparan, objektif, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan wewenang
sehingga dalil Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill sama sekali tidak mengapus
adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proses seleksi.
Bahwa menurut Penggugat, yang digugat Penggugat bukan rekomendasi Bupati
melainkan tindakan melawan hukum dalam pelaksanaan seleksi yaitu tindakan faktual
yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian mengenai PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang
disebutkan oleh Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat lll di dalam eksepsinya, menurut
Penggugat dalam hierarki hukum PERMA bukanlah undang-undang, PERMA hanya
bersifat regulasi intemal teknis yudisial dan bukan pembentuk kewenangan absolut
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baru. Bahwa menurut Penggugat PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tidaklah menghapus
Pasal 1365 KUHPerdata dan tidak ada satupun ketentuan di dalam Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mapun
PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang secara eksplisit mencabut keberlakukan Pasal
1365 KUHPerdata terhadap pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan
perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah tetap dimungkinkan sepanjang
menyangkut kerugian keperdataan, tindakan faktual, penyalahgunaan kewenangan
atau pelanggaran hak subjektif warga negara. Bahwa menurut Penggugat logika
Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill yang menyebutkan setelah berlakunya
PERMA Nomor 2 Tahun 2019, pejabat pemerintah tidak bisa lagi digugat di
Pengadilan Negeri sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas
perlindungan warga negara dan prinsip access to justice. Bahwa kemudian mengenai
ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mendefinisikan
sengketa perbuatan melawan hukum pemerintah sebagai sengkata yang
mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat
Pemerintahan, menurut Penggugat justru menunjukan bahwa objek utama sengketa
dalam PERMA tersebut adalah pengujian keabsahan tindakan administrasi
pemerintahan sedangkan dalam perkara a quo Penggugat tidak semata meminta
pembatalan keputusan administrasi, yang dipersoalkan Penggugat adalah proses
seleksi yang tidak fair, perubahan ranking, koreksi ulang, dugaan manipulasi hasil,
tindakan diskriminatif dan kerugian nyata akibat tindakan Para Tergugat, sehingga
dengan demikian substansi perkara a quo jauh melampaui sengketa administrasi
semata. Bahwa lebih lanjut menurut Penggugat, dalil Tergugat |, Tergugat Il dan
Tergugat lll yang menyatakan setelah berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2019
seluruh perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan menjadi kompetensi
mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang terlalu disederhanakan,
menyesatkan, tidak berdasarkan secara sistem hukum dan bertentangan dengan
asas hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa kemudian mengenai dalil
Tergugat |, Tergugat |l dan Tergugat |l yang mendasarkan eksepsi kompetensi
absolut pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menurut Penggugat adalah dalil yang tidak
tepat, menyesatkan dan sengaja mengaburkan substansi yang sebenarnya karena
Tergugat |, Tergugat |l dan Tergugat Ill mencoba menarik seluruh perkara a quo ke
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rezim sengketa Tata Usaha Negara, padahal objek substansi gugatan Penggugat
bukan semata-mata pengujian legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
melainkan mengenai tindakan faktual, proses seleksi yang tidak fair, perubahan
ranking, dugaan manipulasi, penyalahgunaan kewenangan dan kerugian yang nyata
yang dialami Penggugat. Bahwa menurut Penggugat, Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 menurut Penggugat tersebut tidak otomatis mencakup seluruh
tindakan pemerintah karena menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 sengketa Tata Usaha Negara harus timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang bahwa kemudian mengenai dalil eksepsi Tergugat |, Tergugat Il
dan Tergugat Il yang menyebutkan jika substansi sengketa a quo adalah sengketa
tata usaha negara menurut Penggugat adalah dalil yang terlalu teoritis, oversimplikasi,
tidak sesuai perkembangan hukum modern dan mengabaikan fakta konkret a quo.
Bahwa kemudian mengenai dalil Tergugat I, Tergugat |l dan Tergugat Ill yang
menyatakan seolah-olah penggunaan istilah “tidak ada SOP”, “tidak ada dasar
hukum?®, “pelanggaran AUPB?”, “cacat prosedur’ serta rujuan pada Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan secara otomatis menjadikan perkara a quo sebagai
sengketa Tata Usaha Negara adalah dalil yang dangkal, formalistik dan menyesatkan
menurut Penggugat, Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il gagal memahami bahwa
penggunaan norma hukum administrasi dalam posita gugatan tidak otomatis
mengubah karakter gugatan perbuatan melawan hukum menjadi sengketa Tata
Usaha Negara. Bahwa lebih lanjut menurut Penggugat, dalil Penggugat mengenai
“tidak ada SOP”, “tidak ada dasar hukum”, “pelanggaran AUPB”, “cacat prosedur’
bukan dimaksud semata-mata untuk meminta pembatalan Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN), melainkan untuk menunjukan adanya tindakan sewenang-wenang,
penyalahgunaan kewenangan, ketidakobjektifan dan ketidakpatutan tindakan
Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat lll, karena itu seluruh dalil tersebut relevan
sebagai unsur pembuktian adanya perbuatan melawan hukum. Bahwa kemudian
menurut Penggugat penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
tidak menjadikan gugatan otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara karena AUPB bukan milik ekslusif Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam
praktik AUPB digunakan pula dalam gugatan perbuatan melawan hukum, sengketa
perdata bahkan perkara pidana korupsi administrasi, dan dalam perkara a quo
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penggunaan AUPB oleh Penggugat justru menunjukan adanya dugaan tindakan tidak
patut dan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian mengenai dalil Tergugat I,
Tergugat Il dan Tergugat Ill yang menyebutkan bahwa dengan digunakannya
terminologi hukum administrasi dan dirujuknya yurisprudensi Tata Usaha Negara oleh
Penggugat di dalam surat gugatan menunjukan jika Penggugat menyadari substansi
sengketa adalah sengketa Tata Usaha Negara, menurut Penggugat dalil tersebut
adalah dalil yang keliru karena kompetensi absolut ditentukan oleh substansi gugatan
hukan sumber kutipan. Kemudian mengenai dalil Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat
Il yang menyebutkan bahwa karena petitum gugatan Penggugat memohon
pembatalan tindakan administrasi pemerintahan (hasil koreksi kedua tidak sah dan
batal demi hukum) dan memerintahkan pejabat pemerintahan melakukan tindakan
administratif tertentu maka Pengadilan Negeri tidak berwenang, menurut Penggugat
adalah dalil yang parsial, manipulatif dan sengaja memotong konstruksi petitum
gugatan Penggugat secara tidak utuh dengan sengaja hanya membaca sebagian
petitum yang bernuansa administratif namun mengabaikan dasar gugatan, substansi
kerugian, sifat perbuatan melawan hukum yang didalilkan serta tujuan utama
perlindungan hukum yang dimohonkan Pengugat, padahal dalam praktik hukum
acara perdata petitum harus dibaca secara menyeluruh bersama dengan posita buka
dipisah-pisahkan secara artifisial demi membangun eksepsi kompetensi absolut.
Bahwa lebih lanjut menurut Penggugat penggunaan frasa “tidak sah”, “batal demi
hukum” atau “memerintahkan tindakan tertentu” tidaklah secara ototamis menjadikan
perkara sebagai sengketa Tata Usaha Negara karena dalam praktik peradilan
perdata, Pengadilan Negeri juga berwenang menyatakan suatu tindakan tidak sah,
batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum tetap atau melanggar hukum apabila
tindakan tersebut merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Selain itu
menurut Penggugat, mengenai adanya permintaan kepada Bupati/Camat/Kepala
Dinas untuk melakukan tindakan administratif tertentu tidaklah kemudian membuat
Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena di dalam perkara
perbuatan melawan hukum, Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan
condemnatoir yakni menghukum Para Tergugat melakukan atau tidak melakukan
sesuatu. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas Penggugat
menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat I
dan Tergugat lll harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan Pengadilan Negeri
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Purbalingga berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa kemudian terhadap eksepsi kewenangan dari Turut
Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V
dan Turut Tergugat VI, Penggugat telah mengajukan tanggapan di dalam repliknya
yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang
mengadili perkara a quo karena dalil eksepsi yang diajukan oleh adalah dalil yang
keliru karena perkara a quo bukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) mumi, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum akibat
tindakan faktual dan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Turut
Tergugat yang diduga melanggar hukum, asas kepastian hukum, asas transparansi,
asas profesionalitas, dan asas keadilan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
Kemudian menurut Penggugat, tidak semua tindakan Pejabat Pemerintah otomatis
menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila terdapat unsur
perbuatan melawan hukum, terdapat penyalahgunaan kewenangan, terdapat
tindakan faktual dan terdapat kerugian keperdataan maka Pengadilan Negeri tetap
berwenang memeriksanya. Selain itu menurut Penggugat, gugatan Penggugat tidak
semata memohon pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melainkan
juga menuntut pertanggungjawaban hukum, ganti kerugian materiil, ganti kerugian
immateriil serta akibat hukum dari tindakan Para Turut Tergugat, hal ini menunjukan
inti gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan
administrasi murni sebagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa kemudian terhadap eksepsi kewenangan yang didalilkan
oleh Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat lll, Turut Tergugat IV, Turut
Tergugat V dan Turut Tergugat VI, Penggugat juga memberikan tanggapan di dalam
Repliknya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019
yang disebutkan oleh Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat I, Turut
Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, menurut Penggugat tidak dapat
dimaknai bahwa seluruh perbuatan melawan hukum yang melibatkan pejabat
pemerintahan otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena
dalam praktik dan doktrin hukum harus dilihat substansi sengketa, karakter tindakan
serta petitum gugatan, dan dalam perkara a quo menurut Penggugat terdapat
tuntutan ganti rugi keperdataan, terdapat tindakan faktual, terdapat dugaan manipulasi
proses dan terdapat kerugian langsung terhadap Penggugat sehingga perkara a quo
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tetap memiliki karakter perbuatan melawan hukum perdata. Kemudian Penggugat di
dalam repliknya juga memberikan tanggapan mengenai adanya permintaan
pembinaan administratif di dalam petitum gugatan Penggugat, menurut hukum acara
perdata kompetensi absolut ditentukan berdasarkan substansi pokok sengketa, bukan
semata-mata satu petitum tambahan, adapun permintaan agar dilakukan pembinaan
atau penjatuhan sanksi administratif hanyalah konsekuensi turunan dan bukan inti
utama gugatan a quo karena inti perkara a quo tetap dugaan perbuatan melawan
hukum yang merugikan Penggugat. Kemudian menurut Penggugat, dalam perkara a
quo, Penggugat tidak menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang
bersifat final, yang dipersoalkan justru tindakan koreksi ulang dan perubahan hasil
setelah pengumuman resmi sehingga karena itu objek sengketa lebih tepat
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum faktual. Lebih lanjut menurut
Penggugat terdapat beberapa doktrin dari Para Ahli dan yurisprudensi Mahkamah
Agung yang mendukung bahwa tidak semua sengketa yang berkaitan dengan
pejabat pemerintahan atau tindakan pemerintah diuji di Pengadilan Tata Usaha
Negara, namun dapat juga digugat secara perdata. Kemudian menurut Penggugat
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il tersebut hanya
upaya menghindari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi
kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat |, Tergugat I, Tergugat lll, Turut
Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V
dan Turut Tergugat VI sebagaiaman yang diuraikan di atas, oleh karena eksepsi
kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat |, Tergugat
Il dan Tergugat Ill pada dasamya memiliki substansi yang sama dengan eksepsi
kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Turut Tergugat |,
eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat |l, Turut Tergugat
[l dan Turut Tergugat IV serta dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi
absolut) yang diajukan oleh Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi
absolut) secara sekaligus atau bersamaan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti permulaan yang diajukan oleh para
pihak, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti, bukti-bukti surat yang relevan
dengan eksepsi maupun tanggapan atas eksepsi ternyata sebagian besar berupa
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peraturan perundang-undangan, sedangkan sisanya menurut hemat Majelis Hakim
tidak relevan dengan alasan eksepsi maupun tanggapan atas eksepsi. Oleh
karenanya terhadap bukti-bukti surat yang relevan tersebut secara mutatis mutandis
menjadi kesatuan dalam uraian pertimbangan di bawah ini, sedangkan sisanya tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata, kewenangan mengadlili
mutlak/absolut diartikan sebagai kewenangan mengadili yang menyangkut
pembagian kekuasaan antar badan-badan atau lingkungan/jenis peradilan. Bahwa
kewenangan mengadili mutlak/absolut ini dilihat dari macamnya pengadilan,
menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atau disebut juga atribusi
kekuasaan (atributive competentie, atributive jurisdiction) yang dalam bahasa Belanda
disebut attributie van rechtsmacht. Bahwa kewenangan mengadili mutlak/absolut
menjawab pertanyaan badan/lingkungan peradilan apa atau yang mana yang
berwenang untuk mengadili suatu sengketa. Bahwa memperhatikan pengertian dari
wewenang absolut tersebut, maka menurut Majelis Hakim, tidak berwenang secara
absolut diartikan sebagai tidak berwenang mengadili perkara yang didasarkan pada
kewenangan lingkungan atau jenis peradilan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat
[ll, Turut Tergugat |, Turut Tergugat |l, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut
Tergugat V dan Turut Tergugat VI di dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan
Negeri Purbalingga secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo dan
yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis
Hakim selanjutnya akan melihat mengenai kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha
Negara itu sendiri;

Menimbang bahwa mengenai kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha
Negara, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha
tersebut menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik
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di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, dan
selanjutnya pada ayat (2)-nya disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah: a. Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa dari hal tersebut maka dapat diketahui yang menjadi
objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum
tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa selain keputusan tata usaha negara tersebut,
berdasarkan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal juga keputusan yang disebut
sebagai keputusan fiktif negatif yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata
Usaha Negara. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut
disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
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(@)

(3)

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan
data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud;

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka
setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah
mengeluarkan keputusan penolakan;

Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara, di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa

pembatasan terhadap kewenangan tersebut, yang dapat dibedakan menjadi

pembatasan langung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat

sementara;

Menimbang bahwa pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak

memungkinkan sama sekali Pengadilan Tata Usaha Negara memutus sengketa

tersebut disebutkan yaitu sebagaimana disebutkan di dalam :

1.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yaitu “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut Undang-Undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang
bersifat umum;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang
bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
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perundang-undangan yang beriaku;

f.  Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional
Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah
mengenai hasil pemilihan umum.;”

2. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyebutkan “Pengadilan tidak berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal
keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau
keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Menimbang bahwa kemudian mengenai pembatasan tidak langsung adalah
pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa
administrasi dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia
sudah ditempuh. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang
oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan
secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang
tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika
seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan pembatasan langsung
bersifat sementara adalah pembatasan yang bersifat langsung yang tidak ada
kemungkinan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya,
namun sifatnya sementara dan satu kali (einmalig), hal ini didasarkan pada Pasal 142
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
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yang menyebutkan:
‘Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan
menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum;
Menimbang bahwa selain kewenangan sebagaimana yang disebutkan di
atas, seiring dengan diundangkannya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana Penjelasan Umum
alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan tersebut yang menyebutkan, dengan adanya Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan warga masyarakat juga dapat
mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan melawan
hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)
yang merupakan tindakan pemerintahan juga menjadi kewenangan peradilan tata
usaha negara, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.
Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, terkait dengan “Keputusan Tata Usaha Negara“
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut,
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

bersifat final dalam arti lebih luas;

® o o

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f.  Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa untuk pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan
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Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) tersebut kemudian diatur di dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang bahwa kemudian di dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum
oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
tersebut disebutkan yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintah itu sendiri Pasal 1
angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan “Tindakan Pemerintahan adalah
perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk
melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan” dan kemudian mengenai apa yang dimasud dengan
Pejabat Pemerintahan tersebut, Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “Pejabat pemerintahan
adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah
maupun penyelenggara negara lainnya’. Selanjutnya mengenai sengketa perbuatan
melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, Pasal 1 angka 4
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut
menyebutkan “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya
mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat
Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’;

Menimbang bahwa kemudian dalam rangka penyelesaian Sengketa
Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar
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Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2019 tersebut menyebutkan setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” yang
tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah
dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian
Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”,

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menyebutkan “Pada saat Peraturan
Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke
Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’. Kemudian
lebih lanjut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tersebut
menyebutkan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh
Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang
mengadili’;

Menimbang bahwa kemudian terkait dengan ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili
Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Bagian B
Rumusan Hukum Kamar Perdata, |. Perdata Umum menyebutkan ‘dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
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(Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau yang
bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi
kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum’;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili
Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut di atas,
maka menurut Majelis Hakim dalam menentukan suatu sengketa apakah sengketa
tersebut masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau
kewenangan Pengadilan Umum tidak hanya dilihat dari subjek/pihaknya saja, tetapi
juga harus diperhatikan sifat dari apa yang disengketakan di dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas,
selanjutnya untuk menentukan apakah eksepsi Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat llI,
Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut
Tergugat VI terkait dengan kewenangan mengadili absolut sebagaimana yang telah
disebutkan di atas beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka menurut
Majelis Hakim perlu untuk diperhatikan hal apa yang dipermasalahkan oleh
Penggugat di dalam gugatannya serta kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-
ketentuan yang telah di uraikan di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya di atas
menurut Majelis Hakim yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo
adalah mengenai adanya penilaian dari Penggugat jika Para Tergugat in casu
Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawan hukum
yaitu berupa dilakukannya koreksi ulang terhadap hasil Seleksi Perangkat Desa untuk
pengisian jabatan Kasi Kesejahteraan yang diikuti oleh Penggugat, yang karena
adanya koreksi ulang tersebut telah mengakibatkan Penggugat yang sebelumnya
telah diumumkan memperoleh peringkat 1 pada pengisian jabatan Kasi
Kesejahteraan tersebut mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat 2, yang
menurut Penggugat koreksi ulang (koreksi kedua) tersebut tidak ada SOP, tidak ada
dasar hukum, dilakukan manual, tidak transparan dan tidak melibatkan mekanisme
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keberatan resmi sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan asas
pemerintahan yang baik, yang pada akhimya hal tersebut menimbulkan kerugian
kepada Penggugat, yang kemudian sehubungan dengan hal tersebut Penggugat di
dalam petitum angka 2 gugatannya telah meminta agar Majelis Hakim menyatakan
Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan hal pokok yang dipermasalahkan oleh
Penggugat di dalam gugatannya dan petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut,
menurut Majelis Hakim dapat diketahui jika salah satu pihak yang disebutkan dan oleh
Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan
kerugiannya kepadanya adalah Tergugat Il in casu Kepala Desa Kalijaran karena
apabila penyebutan “Para Tergugat” dan kemudian menghubungkan dengan pihak
yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo, “Para Tergugat” tersebut memiliki
makna adalah Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill. Bahwa kemudian apabila
Tergugat Il sebagai salah satu pihak yang disebutkan dan diminta oleh Penggugat
untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dihubungkan
dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 2
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) maka menurut Majelis Hakim, Tergugat Ill tergolong
kepada Pejabat Pemerintahan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 117 angka 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kepala
Desa adalah unsur yang menyelenggarakan pemerintah Desa;

Menimbang bahwa kemudian mengenai perbuatan yang dipermasalahkan
oleh Penggugat kepada Tergugat |, Tergugat Il termasuk Tergugat Ill yang disebut
Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga kemudian
Penggugat menilai perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum

adalah perbuatan terkait pengisian perangkat desa yang salah satunya dalam
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pengisian jabatan Kasi Kesejahteraan yang diikuti oleh Penggugat, yang menurut
Maijelis Hakim jika diperhatikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan perbuatan
konkret dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan bukan suatu perbuatan
yang bersifat keperdataan mumi atau perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh
penguasa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada
Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, |. Perdata Umum sebagaimana yang
telah disebutkan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim yang menjadi objek atau
hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah adalah suatu
tindakan faktual atau tindakan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud di dalam
Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan
Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan
Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang hal tersebut
juga sejalan dengan apa yang disebutkan dan diakui oleh Penggugat di dalam
Repliknya bahwa yang menjadi objek di dalam gugatan Penggugat adalah tindakan
faktual atau factual conduct;

Menimbang bahwa kemudian terkait dengan perbuatan atau tindakan faktual
yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam perkara a quo yang kemudian
disebut oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum,
apabila dibaca dengan seksama dalil-dalil posita gugatan Penggugat, maka dapat
diketahui jika dasar Penggugat menyatakan perbuatan atau tindakan faktual yang
dipermasalahannya tersebut sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya
ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tetapi juga Asas-Asas Umum Pemerintah Yang
Baik (AUPB), hal ini dapat diketahui dari beberapa dalil posita Penggugat yaitu posita
angka 14 yang menyebutkan “Bahwa tindakan ini: bertentangan dengan hukum dan
asas pemerintahan yang baik”, kemudian pada posita angka 21 dimana Penggugat
menguraikan unsur melawan hukum yang salah satunya adalah unsur melawan
hukum dimana Penggugat mendalilkan..”b. Melawan hukum melanggar : 1) UU No.
30 Tahun 2014, 2) Asas kepastian hokum, 3) Asas transparansi’ yang asas kepastian
hukum itu sendiri merupakan salah satu asas di dalam AUPB sebagaimana yang
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disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dan kemudian di dalam posita “ll DASAR HUKUM”
dimana dalam posita tersebut Penggugat menyebutkan dasar hukum adalah “1)
Pasal 1365 KUHPerdata, 2) UU No. 30 Tahun 2014 (Administrasi Pemerintahan), 3)
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”, dan kemudian sehubungan
dengan perbuatan atau tindakan faktual yang dipermasalahannya tersebut Penggugat
di dalam petitum angka 3 gugatannya meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan hasil
koreksi kedua tidak sah dan batal demi hukum”. Bahwa memperhatikan posita-posita
dan petitum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara a quo,
parameter yang digunakan oleh Penggugat untuk menilai atau menguiji apakah
perbuatan atau tindakan faktual yang dipermasalahannya tersebut sebagai perbuatan
melawan hukum atau tidak, tidak hanya diuji atau dinilai dari ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata tetapi juga Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB), yang
apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) khususnya
huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
yang telah disebutkan di atas, yang pada pokoknya menyebutkan apabila orang atau
badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan
Tata Usaha Negara dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang Keputusan
Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 8
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
(Onrechtmatige Overheidsdaad) dapat dimaknai sebagai tindakan faktual atau
Tindakan Pemerintahan, orang atau badan hukum perdata tersebut dapat
mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan faktual atau
tindakan pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang bahwa kemudian apabila dibaca gugatan Penggugat, diketahui

Penggugat di dalam perkara a quo juga telah menarik Bupati Purbalingga sebagai
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Turut Tergugat |l, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
(Dispermasdes) Kabupaten Purbalingga sebagai Turut Tergugat Il dan Camat
Karanganyar sebagai Turut Tergugat IV, yang apabila diperhatikan pihak-pihak
tersebut merupakan unsur yang menyelenggarakan pemerintah sehingga dapat
dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan. Bahwa apabila dibaca gugatan
Penggugat diketahui memang terhadap Turut Tergugat ll, Turut Tergugat Il dan Turut
Tergugat IV tersebut Penggugat di dalam petitum gugatannya tidak ada meminta
kepada Majelis Hakim untuk menyatakan mereka telah melakukan perbuatan
melawan hukum, namun apabila dibaca dalil-dalil posita gugatan Penggugat, maka
dapat diketahui jika di dalam posita angka 23 dan 24 gugatannya Penggugat pada
pokoknya menyebutkan Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV
telah melakukan pembiaran atau tidak melakukan pengawasan terhadap tindakan
yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tindakan Para Tergugat tersebut
sebagaimana disebutkan di dalam gugatan Penggugat adalah melakukan koreksi
ulang terhadap hasil Seleksi Perangkat Desa untuk pengisian jabatan Kasi
Kesejahteraan yang diikuti oleh Penggugat, yang karena adanya koreksi ulang
tersebut telah mengakibatkan Penggugat yang sebelumnya telah diumumkan
memperoleh peringkat 1 pada pengisian jabatan Kasi Kesejahteraan tersebut
mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat 2 sehingga menurut Penggugat
pembiaran atau tidak dilakukannya pengawasan tersebut termasuk perbuatan
melawan hukum secara pasif. Bahwa memperhatikan apa yang didalilkan oleh
Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim ditariknya Bupati Purbalingga
sebagai Turut Tergugat Il, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
(Dispermasdes) Kabupaten Purbalingga sebagai Turut Tergugat [l dan Camat
Karanganyar sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara a quo juga bukan didasarkan
kepada adanya suatu perbuatan yang bersifat keperdataan mumi atau perbuatan
cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa namun didasarkan adanya menurut
Penggugat tindakan pembiaran atau tidak dilakukannya pengawasan yang mereka
lakukan terhadap tindakan ParaTergugat yang tindakan Para Tergugat tersebut
adalah dalam pengisian perangkat desa yang hal tersebut merupakan tindakan dalam
menjalankan fungsi pemerintahan;

Menimbang bahwa kemudian mengenai tanggapan Penggugat di dalam
Repliknya yang menyebutkan jika kewenangan adminstratif yang disalahgunakan
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dapat menjadi perbuatan melawan hukum yang kemudian di dalam tanggapannya
tersebut Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyebutkan
Badan dan/atai Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, yang
Pasal 17 tersebut menegaskan larangan melampaui wewenang, mencampuradukan
wewenang, dan bertindak sewenang-wenang yang apabila larangan tersebut
dilanggar, maka tindakan pejabat pemerintahan menjadi cacat hukum, menurut
Majelis Hakim dalam memaknai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tidaklah kemudian dapat
dibaca secara parsial dengan hanya membaca ketentuan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut saja, namun
menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
tersebut. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan
melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah
apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan
mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan
ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat diketahui tindakan
Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan
melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta
Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-
wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak sah apabila telah diuiji
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dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan kemudian

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan

mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, yang Pengadilan yang dimaksud tersebut menurut ketentuan Pasal 1

angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat |, Tergugat |l, Tergugat I, Turut

Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V

dan Turut Tergugat VI beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan

selanjutnya Pengadilan Negeri Purbalingga menyatakan tidak berwenang mengadili
perkara ini;
Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat |, Tergugat I, Tergugat lll,

Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut

Tergugat V dan Turut Tergugat VI dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum

untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;
MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat |, Turut
Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut
Tergugat VI;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang mengadili perkara
ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Purbalingga, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, oleh kami, Ageng Priambodo

Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Crimson, S.H., M.H. dan Feryandi,

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli
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2026, dengan dihadiri oleh Supriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah
dikiim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purbalingga

pada hari itu juga.

Hakim Anggota: Hakim Ketua,
dto. dto.
Crimson, S.H., M.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.
dto.

Feryandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.
Supriyanto, S.H.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Proses Rp. 75.000,00
4. PNBP Rp. 130.000,00
5. Panggilan Rp. 200.000,00+
Jumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pengadilar? Negeri Purbalingga JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
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